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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Dalam
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dikatakan bahwa RPJM Daerah selain merupakan penjabaran dari visi, misi
dan program kepala daerah, RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 disusun dengan
berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-
2025 (periode ketiga) dan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.
Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, RPJMD
juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
disamping menelaah RPJMD dan RTRW Provinsi lain yang berdekatan, agar terdapat
keselarasan pembangunan antar wilayah dalam koridor Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Selain mempedomani RPJMN dan RPJP Daerah, juga dilakukan penyelarasan
pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas
pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang
pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi,
dan karakteristik daerah.

Penyusunan RPJM Daerah ini dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan
mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dari
Visi, Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dengan memperhatikan
kebutuhan masyarakat/pemangku kepentingan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pendekatan yang dilakukan dalam
menyusun RPJM Daerah terdiri dari pendekatan politik, pendekatan teknokratis,
pendekatan partisipatif serta pendekatan atas bawah dan bawah atas, sebagaimana
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diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2017 diarahkan untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih, periode 2017-2022 yaitu: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di
Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan
Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi
pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

% Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

¢ Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;
*¢ Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

¢ Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

¢ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan
demokrasi;

¢ Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Didalam perkembangannya, setelah ditetapkan kurang lebih 2 (dua) tahun terjadi
beberapa perubahan asumsi ekonomi dan pendapatan daerah akibat belum
membaiknya perekonomian global dan nasional yang berimplikasi terhadap harga
komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, turunnya harga komoditas
unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakibatkan sulitnya mencapai
target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah serta target sasaran lainnya.
Hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang telah disusun. Mengingat terdapat kemungkinan terjadinya
kesenjangan antara prediksi yang termuat dalam perencanaan dengan
perkembangan dinamika yang terjadi ditengah masyarakat maka diberikan ruang
untuk melakukan perubahan.

Perencanaan yang baik adalah langkah awal mewujudkan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sejahtera, oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 guna menyesuaikan
terhadap aturan baru saat ini serta kondisi yang berkembang baik internal maupun
eksternal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional. Perubahan RPJMD
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga disusun sebagai upaya  untuk
memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dan untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta
disusun dengan menggunakan data dan informasi.

Selain itu, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017
tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, terjadi
beberapa pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat
pusat (nasional) dan daerah yang sangat mempengaruhi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah yang telah disusun, antara lain:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010) dicabut dan
diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencaanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri 86 Tahun
2017 tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 2017,
sedangkan pengesahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 11 November
2017;

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan turunannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah yang mengakibatkan perubahan peraturan terkait keberadaan Perangkat
daerah meliputi: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan
Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja cabang dinas Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Peraturan Gubernur tersebut ditetapkan setelah RPJMD ditetapkan
tepatnya tanggal 29 Desember 2017;

Masih rendahnya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Saat ini pemerintah pusat telah menempatkan hasil evaluasi SAKIP sebagai
salah satu bagian dalam perhitungan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Dalam
penilaian tersebut, komponen perencanaan mempunyai bobot terbanyak di antara
empat komponen lainnya, yaitu 30%. Oleh karena itu, konstruksi perencanaan yang
sesuai dengan arahan dan kebijakan Kementerian PAN dan RB menjadi kebutuhan
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bagi setiap daerah. Meskipun nilai SAKIP tahun 2017 yang diterimakan pada tahun
2018 mengalami kenaikan dari 63 menjadi 67 (dengan kategori B), namun kenaikan
ini belum cukup untuk memberikan nilai tambah bagi DID;

Berpedoman pada Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencaanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RPJMD merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Dalam penyusunan
Rancangan Awal RPJMD selain berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 juga
mempedomani Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024;

Berdasarkan uraian tersebut di atas tentunya berimplikasi terhadap Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2017. Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Ayat (1)
menyebutkan Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

¢ Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak
sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan
daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

*¢ Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

¢ Terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, mencakup
antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan
nasional.

Ketentuan Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada dasarnya
merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan untuk melakukan perubahan
RPJPD dan RPJMD. Pada ayat (1) pasal 342 di atas pointnya berkenaan dengan hasil
pengendalian dan evaluasi. Pasal 180 ditegaskan bahwa pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

+ Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan daerah;

+ Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
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¢ Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
+ Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;

¢ Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator
kinerja yang telah ditetapkan.

Selain hal tersebut, dalam pasal 342 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam rangka
efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan b tidak dapat dilakukan apabila:

¢ Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
++ Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Dalam hal ini berdasarkan masa sisa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Indonesia
Nomor 50 tahun 2017 tanggal 27 April 2017 tentang Pelantikan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2017-2022 dan sisa
masa berlaku RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan berakhir di
tahun 2022 nanti sangat memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Selain
daripada itu dari hasil pengendalian dan evaluasi Renja PD tahun 2018 sebagian
besar indikator tidak selaras dengan program/kegiatan sehingga menjadi kendala
dalam pengukuran capaian kinerja/LAKIP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Sehingga secara umum yang melatar belakangi perubahan RPJMD Provinsi
Kepulauaan Bangka Belitung 2017 - 2022 antara lain:

1. Masih belum optimlanya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . Meskipun nilai SAKIP tahun
2017 yang diterimakan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari 63 menjadi
67 (dengan kategori B), namun kenaikan ini belum cukup untuk memberikan
nilai tambah bagi Dana Insentif Daerah (DID). Berdasarkan evaluasi dari
Kementrian PAN dan RB bahwa masih belum terintegrasinya beberapa
Renstra Perangkat Daerah yang berada pada level Program Perangkat daerah
dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022. Sehingga
ketika perlu dilakukan penajaman terhadap Program Perangkat Daerah yang
berada pada Renstra Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian RPJMD,
secara otomatis akan berimplikasi kepada perubahan RPJMD dimana Program
Perangkat Daerah tersebut dalam RPJMD masuk kedalam Bab VII tentang
Program Perangkat Daerah dan pendanaan.

2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan turunannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah yang mengakibatkan perubahan peraturan terkait
keberadaan Perangkat daerah meliputi: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
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1.2.

Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja cabang dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan
Gubernur tersebut ditetapkan setelah RPJMD ditetapkan tepatnya tanggal 29
Desember 2017. Sehingga secara substasi Program Perangkat Daerah untuk
intervensi kemasyarakat dan mengukur kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
dan Cabang Dinas belum terakomodir Dalam RPJMD 2017 - 2022 yang
ditetapkan pada tanggal 11 November 2017.

. Asumsi perencanaan terhadap kemampuan keuangan yang diproyeksikan

optimis berimplikasi kepada asumsi pendanaan belanja Program Perangkat
Daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang
akan sulit diimplementasikan jika memperhatikan kondisi real kemampuan
keuangan saat ini. Asumsi perencanaan optomis ini didasarkan pada undang-
undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait dengan
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
Pemerintah Kab/Kota. Sehingga ada beberapa urusan dari kab/Kota yang
dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi tetapi dalam penarikan pajak dan
retribusi untuk peningkatan PAD Pemerintah Provinsi belum dapat dilakukan.
Karena UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi yang menjadi
dasar peningkatan pendapatan dari pelimpahan kewenangan belum dilakukan
perubahan sampai saat ini.

Selain daripada itu terjadi perubahan mendasar terkait dengan kebijakan
nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih
hasil pemilihan Presiden tanggal 17 April 2019. Sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017
bahwa penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN. RPJMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024
sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan Rancangan
RPJMN 2020-2024.

Kemudian terakhir mucul permendagri no. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
sehingga semua nomenklatur program perangkat daerah yang digunakan
didalam RPJMD 2017 - 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus
merujuk kepada permendagri tersebut.

Dasar Hukum Penyusunan
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Landasan idiil dalam penyusunan Perubahan RPJM Daerah ini adalah Pancasila dan
Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan operasional meliputi seluruh
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan
pembangunan daerah, yaitu meliputi:

1.) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2.) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka
Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3.) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

6.) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

7.) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8.) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);

9.) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
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10.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

11.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

12.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

13.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

14.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian
Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 165);

15.)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16.) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor 1 Seri D);

17.) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
Nomor 3 Seri E);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
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Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh
dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan yang
utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda
pembangunan sekaligus menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah
digunakan dalam menyusun Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
PD. RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.

RPJM Daerah Perubahan kemudian dijabarkan dalam RKPD setiap tahunnya yang
berisikan Renja-PD dan menjadi pedoman kepala daerah menyusun KUA serta PPAS
yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBD setiap tahunnya
bersama-sama dengan DPRD. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan
lebih lanjut sebagaimana Gambar I.1.

Gambar .1
Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
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1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
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BAB I

BAB III

BAB 1V

BABYV

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan
dilakukannya penyusunan RPJM Daerah.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisikan gambaran umum kondisi geografi dan demografi,
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah
berdasarkan kondisi capaian pada tahun 2017-2022.

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berisikan gambaran tentang realisasi kinerja keuangan daerah sampai
dengan tahun 2017, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta
kerangka pendanaan 5 (lima) tahun kedepan.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Berisi permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, dan kajian
lingkungan hidup strategis daerah.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Berisikan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih serta
penjelasan tujuan, sasaran dan indikator pencapaiannya.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DAERAH

Berisikan berbagai strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk
menguatkan pencapaian tujuan dan sasaran melalui program-program
pembangunan yang ditetapkan.

KERANGKA  PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Berisi kebijakan pendanaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya mencapai visi, misi,
tujuan, sasaran dan program pembangunan, yang disusun atas dasar
program dan kegiatan PD selama 5 (lima) Tahun yang selanjutnya akan
diuraikan kedalam rencana strategis PD.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK).

PENUTUP

Berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai landasan
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
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1.5. Maksud dan Tujuan
1.5.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017-2022 dengan maksud menyiapkan dokumen pembangunan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun dan sekaligus menjadi arahan serta pedoman
penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan
seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5.2. Tujuan

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
disusun dengan tujuan:

1.

Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program
pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah
dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

Menjadi pedoman penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap
tahun sebagai dasar penyusunan APBD;

Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar
PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha, serta
dengan masyarakat dan dengan Provinsi yang berbatasan/berdekatan;

Memampukan Pemerintah Daerah mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan pembangunan;

Menjaga pemerataan pembangunan yang berkelanjutan antar sektor dan antar
wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara efisien dan efektif;

Menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah dan perencanaan penganggaran
kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menyediakan instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah pada setiap tahun
dan akhir periode pemerintahan 5 (lima) tahunan.
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BAB Il

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104250’ sampai
109230’ Bujur Timur dan 0250’ sampai 4210’ Lintang Selatan, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini.

Gambar II.1

Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah
Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus
Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumber
daya kelautan dan perikanan. Disamping itu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dekat dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar
pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang
difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat
Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk
pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang
[ A), berada pada posisi silang antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau
Jawa dan dengan Semanjung Malaysia dan Singapura. Kondisi ini sangat
menguntungkan bagi berkembangnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini
dan dimasa yang akan datang.
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Gambar I1.2
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

ALGT ALK ALK B

== Sea Lane of Communication (SLoC) and ALKI 3 pelabuhan Primer Bandar Udara Internasional
i Jalur Laut Nasional Primer

Jalur Laut Nasional Sekunder

—— Jalur Utama Darat {Jalan dan/atau KA) g Alternatif Pelabuhan Hub Internasional

I pelabuhan Utama internasional

Walaupun demikian, pada wilayah ALKI I terdapat beberapa potensi ancaman,
terutama apabila terdapat konflik klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Digunakannya
wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat
konflik di Cina Selatan. Padatnya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, juga
mempunyai potensi kerawanan dalam keamanan kawasan.

Gambar I1.3
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Sebagaimana terlihat pada Gambar IL.3 posisi Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dikelilingi oleh laut dan merupakan daerah kepulauan. Wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah
Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, sedangkan sebelah
Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

2.1.1.1 Luas dan Daerah Administratif

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km?. Terdiri
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atas daratan seluas 16.424,23 km? atau 20,10 persen dari total wilayah dan wilayah
laut seluas 65.301,00 km? atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang secara terperinci dapat dilihat pada data tabel II.1.

Tabel I1.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Nama Nama Ibu Luas Wilayah (Km?)
Kabupaten/Kota Kota 2014 2015 2016 2017 2018
1) (2) 3) 4) (5) (6) (7
Bangka Sungailiat 2.950,69 2.950,69 2.950,69 2.950,69 2.950,69
Bangka Barat Muntok 2.820,61 2.820,61 2.820,61 2.820,61 2.820,61
Bangka Tengah Koba 2.126,36 2.126,36 2.126,36 2.126,36 2.126,36
Bangka Selatan Toboali 3.607,08 3.607,08 3.607,08 3.607,08 3.607,08
Belitung Tanjungpandan 2.293,69 2.293,69 2.293,69 2.293,69 2.293,69
Belitung Timur Manggar 2.507,00 2.507,00 2.507,00 2.507,00 2.507,00
Pangkalpinang Pangkalpinang 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80
Luas Daratan 16.424,23 16.424,23 16.424,23 16.424,23 16.424,23
Luas Laut 65.301,00 65.301,00 65.301,00 65.301,00 65.301,00
Prov. Kep. Bangka Belitung 81.725,23 81.725,23 81.725,23 81.725,23 81.725,23

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu
Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang.
Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten
baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka
Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota
menjadi 7 (tujuh), dengan 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah
berikut ini.

Tabel I1.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Nama Ibu Jumlah Kecamatan
Nama Kota/Kabupaten Kota 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

(€D)] (2) (3) 4) (5) (6) ()]
Kabupaten Bangka Sungailiat 8 8 8 8 8
Kabupaten Bangka Barat Muntok 6 6 6 6 6
Kabupaten Bangka Tengah Koba 6 6 6 6 6
Kabupaten Bangka Selatan Toboali 8 8 8 8 8
Kabupaten Belitung Tanjungpandan 5 5 5 5 5
Kabupaten Belitung Timur Manggar 7 7 7 7 7
Pangkalpinang Pangkalpinang 7 7 7 7 7
Prov. Kep. Bangka Belitung 47 47 47 47 47

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
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Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa, total seluruh kecamatan yang terdapat di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 47 kecamatan. Kabupaten
Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah wilayah Administrasi
Kecamatan yang paling banyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan
jumlah masing-masing 8 kecamatan, sedangkan Kabupaten Belitung merupakan
kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kecamatan yakni

sebanyak 5 kecamatan.

Tabel I1.3

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Nama Ibu Jumlah Desa
Nama Kota/Kabupaten Kota 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

(€9)] (2) (3) 4 (5 (6) ()]

Kabupaten Bangka Sungailiat 62 62 62 62 62
Kabupaten Bangka Barat Muntok 60 60 60 60 60
Kabupaten Bangka Tengah Koba 56 56 56 56 56
Kabupaten Bangka Selatan Toboali 50 50 50 50 50
Kabupaten Belitung Tanjungpandan 42 42 42 42 42
Kabupaten Belitung Timur Manggar 39 39 39 39 39

Pangkalpinang Pangkalpinang 0 0 0 0 0
Prov. Kep. Bangka Belitung 309 309 309 309 309

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Tabel I1.3 di atas menunjukkan bahwa, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Desa paling banyak
adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 Desa sedangkan kabupaten yang paling
sedikit memiliki wilayah Administrasi Desa adalah Kabupaten Belitung Timur yakni
sebanyak 39 desa. Adapun total seluruh desa yang ada Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah sebanyak 309 Desa.

Tabel 11.4

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Nama Ibu Jumlah Kelurahan
Nama Kota/Kabupaten Kota 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

(€3] (2) (3) (4) (5) (6) ()]

Kabupaten Bangka Sungailiat 15 15 19 19 19
Kabupaten Bangka Barat Muntok 4 4 4 4 4
Kabupaten Bangka Tengah Koba 7 7 7 7 7
Kabupaten Bangka Selatan Toboali 3 3 3 3 3
Kabupaten Belitung Tanjungpandan 7 7 7 7 7
Kabupaten Belitung Timur Manggar 0 0 0 0 0
Pangkalpinang Pangkalpinang 42 42 42 42 42
Prov. Kep. Bangka Belitung 78 78 82 82 82

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Tabel 1.4 di atas diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Kelurahan yang paling
banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 Kelurahan dan kabupaten yang
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paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kelurahan adalah Kabupaten Belitung
Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Total seluruh kelurahan yang ada
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 78 kelurahan.

Tabel I1.5
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Nama Nama Ibu Luas Wilayah (Km?)
Kota/Kabupaten Kota 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)

Kabupaten Bangka Sungailiat 2.950,69| 2.950,69| 2.950,69| 2.950,69| 2.950,69
g:?;pate“ Bangka |\ intok 2.820,61| 2.820,61| 2.820,61| 2.82061| 2.82061
cslom et Baglee 2.126,36| 2.126,36| 212636 2.12636| 2.12636
Tengah
g:lz‘tlfste“ Bangka |1 b oali 3.607,08| 3.607,08| 3.607,08| 3.607,08| 3.607,08
Kabupaten Belitung | Tanjungpandan 2.293,69 2.293,69 2.293,69 2.293,69 2.293,69
?frf’l‘dlr’ate“ Belitung | \1- hggar 2.507,00| 2507,00] 2507,00| 2507,00| 2.507,00
Pangkalpinang Pangkalpinang 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80
Luas Daratan 16.424,23| 16.424,23| 16.424,23 | 16.424,23 | 16.424,23
Luas Laut 65.301,00| 65.301,00| 65.301,00| 65.301,00 | 65.301,00

Prov. Kep. Bangka Belitung 81.725,23 | 81.725,23 | 81.725,23 | 81.725,23 | 81.725,23

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Tabel II.5 di atas dapat diketahui bahwa, Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah administrasi yang paling
besar adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 km? dan
Kabupaten/Kota yang paling Kkecil adalah Kota
Pangkalpinang sebesar 118,8 km?2. Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Luas lautan 65.301,23 km?2 dan Luas daratan 16.424,23 km?.

luas wilayah Administrasi

2.1.1.2 Demografi

Kondisi Demografis Kepulauan Bangka Belitung secara umum tercermin melalui
jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran
penduduk serta ketenagakerjaan.

Tabel I11.6
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018
TAHUN
INDIKATOR SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Jumlah Penduduk jiwa 1.343.881 | 1.372.813 | 1.401.827 | 1.430.865 | 1.459.873
a. Laki-Laki jiwa 697.897 713.223 728.580 743.931 759.255
b. Perempuan jiwa 645.984 659.590 673.247 686.934 700.318
2. ;?r?dizrlf]l:r(n[,bpup};an persen 2,19 2,15 2,11 2,07 n/a
3. Kepadatan Penduduk | Jiwa/km? 82 84 86 87 89
4. Rasio Jenis Kelamin persen 108,04 108,13 108,22 108,30 108,37
5. Rasio Ketergantungan persen 46,40 46,06 45,74 46,05 n/a
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Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Data-data pada Tabel I1.6 merupakan data yang diperoleh dari Kesepakatan
Pemuktahiran Data Kesehatan Tahun 2018 yang diolah dari Badan Pusat Statistik
(BPS) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah penduduk Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 mencapai 1.459.873 jiwa yang terdiri
dari 759.255 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 700.618 penduduk berjenis
kelamin perempuan, dengan rasio jenis kelamin 108,37. Rasio jenis kelamin di
Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 sebesar 108,37, yang menunjukkan
bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Grafik I1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Kota
Pangkalpinang

Kab. Bangka

Kab. Belitung
Timur

Kab. Bangka
Selatan

Kab. Belitung

Kab. Bangka Kab. Bangka
Tengah Barat

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan kabupaten/kota tergambar pada Tabel
[I.7. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, penduduk terbanyak pada tahun 2018
berada di Kabupaten Bangka yaitu sebesar 331.793 jiwa dan yang paling sedikit di
Kabupaten Belitung Timur, sebanyak 127.064 jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan
penduduk, angka tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yakni sebanyak 1.755
orang/km? dan terendah di Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 51

orang/km?.
Tabel I1.7
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

(1) (2) 3) (4) (5) (6)
Kabupaten Bangka 2.950,69 17,97 330.793 22,66 112
Kabupaten Belitung 2.293,69 13,97% 186.155 12,75 81
Kota Pangkalpinang 118,80 0,72% 208.520 14,28 1.755
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Luas Wilayah Penduduk (orang)
(V)
% luas A’:ﬁ;‘:ﬂ:‘? Kepadatan
Kabupaten/Kota 2 Kepulauan p Penduduk
Km Jumlah Kepulauan 2
Bangka (org/km*)
Belitung Bangka
Belitung
Kabupaten Bangka Barat 2.820,61 17,17% 209.011 14,31 74
Kabupaten Bangka Tengah | 2.126,36 12,95% 192.429 13,18 90
Kabupaten Bangka Selatan | 3.607,08 21,96% 205.901 14,10 57
Kabupaten Belitung Timur | 2.507,0 15,26% 127.064 8,71 51
Luas Daratan 16.424,23 20,10%
Luas Perairan 65.301,00 79,90%
Prov.Kep. Bangka g, 755 53 1.403.865 100 89
Belitung

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Kepadatan penduduk juga menunjukkan peningkatan, dari 87 jiwa per km?
pada tahun 2017 menjadi 89 jiwa per km? Pada tahun 2018 penduduk usia 0-14
tahun berjumlah 390.553, usia 15-64 tahun berjumlah 1.005.214 dan usia 65+ tahun
berjumlah 64.106. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki
era bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari
jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi
keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk,
hingga kebijakan ekonomi yang agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan
bagi pembangunan di daerah.

Tabel 11.8
Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin Tahun 2018 (x1000)

NO KELOMPOK UMUR JENIS KELAMIN Jumlah
(TAHUN) LAKI-LAKI PEREMPUAN
(€D)] (2) (3) (4) (5)
1 0-4 68.109 65.470 133.579
2 5-9 66.606 63.846 130.452
3 10-14 64.844 61.678 126.522
4 15-19 62.529 59.180 121.709
5 20-24 63.439 58.738 122.177
6 25-29 67.225 61.031 128.256
7 30-34 66.458 60.437 126.895
8 35-39 64.138 57.021 121.159
9 40-44 58.996 50.557 109.553
10 45-49 51.171 43.679 94.850
11 50-54 40.049 35.258 75.307
12 55-59 30.983 28.583 59.566
13 60-64 23.646 22.096 45.742
14 65 + 31.062 33.044 64.106
JUMLAH 759.255 700.618 1.459.873

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019
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Di samping jumlah penduduk, juga diperlukan untuk mengetahui proyeksi
parameter kependudukan, seperti struktur umur, angka kelahiran total, serta angka
harapan hidup. Berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yang disusun
oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS dan UNFPA (United Nations Population
Fund), proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menggambarkan Piramida Penduduk
Muda (Expansive) (Gambar II.2), dimana sebagian besar penduduk berada dalam
kelompok umur muda. Tipe ini memiliki kebiasaan tingkat kelahiran dan kematian
yang tinggi dan terdapat pada daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup
tinggi pula. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara tingkat kematian dan
kelahiran yang cukup tinggi dimana penurunan tingkat kematian lebih cepat
dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut dan usia produktif
termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya. Sementara itu
penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

Grafik I1.2
Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 dan proyeksi pada Tahun 2020
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Sumber: Bappenas, BPS & UNFPO 2013

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat
jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan
yang ada (Soerjani et al. 1987). Menurut Khana dalam KLH (2010), daya dukung
lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil atau
produk di suatu daerah dari sumber daya alam yang terbatas dengan
mempertahankan jumlah dan kualitas sumber dayanya. Sesuai dengan pengertian di
atas, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan tidak hanya diukur dari
kemampuan lingkungan dan sumber daya alam dalam mendukung kehidupan
manusia, tetapi juga dari kemampuan menerima beban pencemaran dan bangunan.

Khanna (1999) membagi daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua
komponen yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung
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limbah (assimilative capacity). Kapasitas penyediaan (supportive capacity) adalah
kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan mahluk hidup secara
optimum dalam periode waktu yang panjang. Adapun kapasitas tampung limbah
(assimilative capacity) adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap
zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukan di dalamnya.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, supportive capacity merupakan
daya dukung lingkungan hidup dan assimilative capacity merupakan daya tampung
lingkungan hidup.

Gambar 2.4
Komponen dalam Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
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Jasa Ekosistem

Manusia mendapat manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang
disediakan oleh ekosistem alam. Secara menyeluruh, manfaat ini dikenal dengan
istilah jasa ekosistem dan meliputi produk seperti air minum dan proses seperti
pemecahan (dekomposisi) sampah. Atau dengan kata lain, Jasa ekosistem adalah
barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar
untuk penilaian (valuation) suatu ekosistem (Hein et.al, 2006). Ketersediaan jasa
ekosistem sering bervariasi dengan berjalannya waktu dan ketersediaannya secara
aktual dan potensial di masa depan harus menjadi bagian dari penilaian. Secara
umum, jasa ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibagi menjadi 2
kategori. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I1.9
Kategori dan Jenis Jasa Ekosistem
No Kategori Jasa Jenis
(€D)] (2) (3)
1 [Penyediaan 1. Pangan
2. Air
2 [Pengaturan 1. Pengaturan Iklim

2. Pengaturan Tata Aliran Air & Banjir

3. Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam
4. Pemurnian Air

5. Pengolahan dan Penguraian Limbah
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2.1.1.3.1 Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Penyediaan Pangan

Penyediaan pangan pada dasarnya dapat dipenuhi oleh sumber-sumber pangan yang
berasal dari pertanian, perikanan (hasil laut), perkebunan, kehutanan hingga sumber
daya peternakan. Prioritas pemenuhan dan penyediaan pangan merupakan salah satu
aspek penting yang sudah sepatutnya diperhatikan lebih mendalam. Daya dukung
lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan lebih
seksama agar dapat digunakan sebagai langkah awal dalam menetapkan strategi
penyediaan pangan masyarakat. Strategi penyediaan pangan yang jitu dapat
menjamin keamanan dan ketahanan pangan yang sistematis pada suatu lingkungan.

Tabel 11.10
Distribusi Kelas Daya Dukung Penyediaan Pangan Tahun 1996 - 2016
Tahun 1996 Tahun 2006 Tahun 2016
Kelas Luas (Ha) Per:s/‘r)l)tase Luas (Ha) PersEoe/Zl)tase Luas (Ha) Per;s/:n)tase
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Sangat Tinggi 2.581,00 0,15 2.581,00 0,15 2.657,90 0,16
Tinggi 176.278,43 10,57 154.636,53 9,27 148.101,41 8,88
Sedang 1.312.552,73 78,72 1.265.614,42 75,90 1.234.453,51 74,03
Rendah 27.196,23 1,63 33.450,40 2,01 41.709,47 2,50
Sangat Rendah 136.094,26 8,16 198.420,29 11,90 227.780,36 13,66
Blank 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76
Total (Ha) 1.667.405,65 100 1667405,65 100 1.667.405,65 100

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem (2018)

Data diatas merupakan data distribusi kelas daya dukung penyediaan pangan
sepuluh tahun, dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2016. Pada tabel tersebut dapat
terlihat bahwa ekoregion memberikan banyak manfaat bagi manusia terutama yang
berkaitan dengan hajat hidup manusia yang paling utama yaitu pemenuhan
kebutuhan pangan. Terpenuhinya pangan bagi manusia tidak terlepas dari peran
tutupan lahan pada setiap ekoregion suatu wilayah.

Jasa ekosistem penyediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
disusun berdasarkan data penutupan lahan tahun 1996, 2006, dan 2016, selain
menggunakan data bentang alam dan vegetasi. Jasa ekosistem penyediaan pangan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 1996-2016.

Gambar II.5
Peta Indikatif Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
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KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| PETA INDIKATIF DAYA DUKUNG
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
JASA PENYEDIAAN PANGAN
TAHUN 2016

Secara umum terlihat adanya peningkatan luasan pada kategori sangat rendah
pada tahun 1996-2016 yaitu seluas 136.094,26 ha atau 8,16 persen dari luas wilayah
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 1996, kemudian meningkat hingga seluas
198.420,29 ha atau 11,90 persen pada tahun 2006. Tahun 2016, luasan kategori jasa
penyediaan pangan sangat rendah meningkat menjadi 227.780,36 ha atau 13,66
persen. Jasa ekosistem penyediaan pangan kategori rendah pada tahun 1996 seluas
27.196,23 ha atau 1,63 persen, luasan ini meningkat namun tidak terlihat signifikan,
hingga sebesar 33.450,40 ha atau 2,01 persen pada tahun 2006. Tahun 2016, luasan
lahan yang menyediakan jasa ekosistem penyediaan pangan kategori rendah sebesar
41.709,47 ha atau 2,50 persen. Bertambahnya luasan wilayah yang memberikan jasa
ekosistem penyediaan pangan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan
menurunnya kemampuan lahan dan ekosistem di Kepulauan Bangka Belitung dalam
menyediakan sumber pangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan menurunnya
luasan jasa penyediaan ekosistem pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Kelas
jasa ekosistem kategori sedang memiliki luasan sebesar 1.312.552,73 ha atau 78,72
persen pada tahun 1996 dan menurun menjadi 1.265.614,42 ha atau 75,90 persen
pada tahun 2006 serta 1.234.453,51 ha atau 74,03 persen pada tahun 2016. Jasa
ekosistem penyediaan pangan pada kategori tinggi pada tahun 1996 memiliki luasan
176.278,43 ha atau 10,57 persen dan menurun pada tahun 2006 menjadi 154.636,53
ha atau 9,27 persen. Tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 148.101,41
ha atau 8,88 persen. Jasa penyediaan pangan kategori sangat tinggi tidak mengalami
perubahan yang signifikan sejak tahun 1996 hingga 2016 yaitu secara konsisten
berada pada persentase sekitar 0,15 persen.

Pada data tahun 2016, luasan lahan pertambangan meningkat pesat dari
105.074,05 ha pada tahun 2006 menjadi 143.411,58 ha pada tahun 2016.
Meningkatnya luas lahan tambang mengakibatkan menurunnya potensi lahan sebagai
penyedia pangan karena lahan pertambangan umumnya memiliki sedikit vegetasi
dan kondisi tanah yang terkategori kritis. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun
jasa penyediaan pangan kategori sangat tinggi meningkat dari 2.504,45 ha menjadi
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2.581,35 Ha. Kondisi ini disebabkan oleh bertambahnya luas hutan mangrove primer
sebagai penyedia pangan terutama pangan laut dan pesisir pantai.

Tabel 11.11
Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan
Pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Tahun 2016

Luas Kelas (Ha)
Tutupan Lahan Sangat . Sangat
Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi Blank Total

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bandara/
T 146,08 146,08
Hl{tan lahan kering 617,62 617,62
primer
Hutan lahan kering 115,878,50 1.342,54 117.221,03
sekunder
T ETEEUS 30.479,11 1.177,82 1.175,67 32.832,59
primer
RS 283,35 30.896,02 1.665,25 32.844,62
sekunder
Hutan rawa primer 596,05 596,05
=D EE 222,57 33.713,92 10.665,63 162,00 44.764,12
sekunder
Lahan terbuka 68.125,85| 7.672,34 733,22 76.531,41
Perkebunan/Kebun 135,65 191.380,15 8,20 191.524,00
ety el 28.968,77| 3.585,46 383,28 32.937,51
terbangun
Pertambangan 130.539,65| 12.548,78 323,14 | 143.411,58
e Al 185,02 53.536,74 3.792,42 251,52 57.765,70
kering
Pertanian lahan
e e 271957 | 541,571,74 1.258,49 618,38| 546.168,18
semak/Kebun
Campur
Rawa 9.838,64| 1.002,59 64,06 10.905,29
Sk 9.907,41 89,79 19,41 10.016,61
rumput
Sawah 1.283,60| 477,49 1.761,10
Semak belukar 2.315,86 | 296.281,73 259,51 1131,17| 299.988,28
Semak belukar 1.443,42 53.822,67 309,81 55.575,90
rawa
Tambak 594,59 32,65 627,24
Transmigrasi 2.416,80 2.416,80
Tubuh air 274,18 3.997,08 737,68 5.008,94
Blank 3.745,02 3.745,02

Total 227.780,36 41.709,47 1.234.453,51 148.101,41 2.657,90 12.703,01 1.667.405,65

2.1.1.3.2 Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Penyediaan Air Bersih

Selain penyediaan pangan, salah satu jasa ekosistem yang penting adalah jasa
ekosistem penyediaan air. Air merupakan komponen utama dalam hidup manusia
yang menyusun lebih dari 80 persen tubuh manusia.

Gambar I1.6

Peta Indikatif Daya Dukung Jasa Penyediaan Air
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
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Selain diperlukan dalam aktivitas manusia seperti konsumsi dan sanitasi, air
digunakan dalam berbagai keperluan penting seperti irigasi dan kegiatan budidaya
ikan. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari
ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai
dan danau maupun berasal dari air tanah. Pentingnya fungsi air bagi kehidupan
manusia tidak terhindarkan harus menjadi sasaran pengelolaan yang optimal dalam
mendukung kebutuhan mendasar masyarakat. Distribusi dan persebaran wilayah
jasa ekosistem penyediaan air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat
pada gambar II.6.

Perubahan luasan tutupan lahan diketahui memberikan pengaruh terhadap
layanan jasa penyediaan air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun
waktu 1996-2016 yang dapat dilihat pada tabel I1.12. Luasan kelas jasa ekosistem
penyediaan air dalam kategori tinggi sebesar 12.060,12 ha atau 0,72 persen pada
tahun 1996, kemudian meningkat hingga seluas 12.630,69 ha atau 0,76 persen pada
tahun 2006, dan kembali menurun tajam pada tahun 2016, yaitu seluas 49.649,09 ha
atau 2,98 persen. Perubahan luasan kelas jasa ekosistem penyediaan air dalam
kategori Kepulauan Bangka Belitung tahun 1996-2016
menunjukkan adanya penurunan luasan wilayah yaitu sebesar 79.204,39 ha atau 4,75
persen pada tahun 1996, kemudian menurun hingga menjadi seluas 76.046,43 ha
atau 4,56 persen pada tahun 2006, dan kembali menurun tajam hingga seluas
49.649,09 ha atau setara dengan 2,98 persen dari luasan Kepulauan Bangka Belitung
pada tahun 2016. Jasa ekosistem penyediaan air kategori rendah pada tahun 1996
seluas 1.331.570,01 ha atau setara dengan 79,86 persen. Luasan tersebut menurun
pada tahun 2006 yaitu sebesar 1.175.883,64 ha atau 70,52 persen dan secara
konsisten menurun di tahun 2016 menjadi 1.112.163,73 ha atau 66,70 persen.

sedang di Provinsi

Tabel 11.12
Distribusi Kelas Daya Dukung Penyediaan Air Tahun 1996 - 2016
Tahun 1996 Tahun 2006 Tahun 2016
Kelas P ta P ta: P ta
Luas (Ha) erioe/zl) S€ Luas (Ha) er?oe/zl) S€ Luas (Ha) erioe/:) S€
1) (2) 3) 4) 5) 6) ()]
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Tahun 1996 Tahun 2006 Tahun 2016
Kelas Persentase Persentase Persentase
Luas (Ha) (%) Luas (Ha) (%) Luas (Ha) (%)

(1) (2) 3) 4 (5) (6) (7
ST 131,15 0,01 131,15 0,01 132,38 0,01
Tinggi
Tinggi 12.060,12 0,72 12.630,69 0,76 11.150,68 0,67
Sedang| 79.204,39 4,75 76.046,43 4,56 49.649,09 2,98
Rendah| 1.331.570,01 79,86 1.175.883,64 70,52 1.112.163,73 66,70
Sangat | 544 73697 13,90 390.010,74 23,39 481.606,76 28,88
Rendah
Blank 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76
Total | 1.667.405,65 100 1.667.405,65 100 1.667.405,65 100

Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem, 2018

Menurunnya luasan jasa ekosistem penyediaan air kategori tinggi, sedang dan
rendah tidak telepas dari meningkatnya luasan wilayah pada kategori sangat rendah.
Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan jasa ekosistem
penyediaan air dalam kategori sangat rendah pada tahun 1996 sebesar 231.736,97 ha
atau setara dengan 13,90 persen dari total luas wilayah provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Luasan ini meningkat pada tahun 2006 dan 2016 dengan luasan sebesar
390.010,74 ha atau 23,39 persen pada tahun 2006, dan 481.606,76 ha atau 28,88
persen pada tahun 2016. Kelas jasa ekosistem penyediaan air bersih kategori sangat
tinggi cenderung konstan, yaitu sekitar 0,1 persen luas wilayah Kepulauan Bangka
Belitung. Degradasi dan alih fungsi lahan merupakan beberapa penyebab
menurunnya jasa ekosistem penyediaan air pada suatu wilayah. Daerah hutan
berperan sebagai wilayah atau area konservasi air yang memiliki cadangan air tanah
yang tinggi. Hilangnya vegetasi yang terjadi akibat degradasi dan alih fungsi hutan
menjadi perkebunan campuran dan pertambangan menyebabkan terjadinya
penurunan jasa ekosistem penyediaan air yang signifikan.

Tabel I1.13
Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air
pada Berbagai Jenis Tutupan lahan Tahun 2016

Luas Kelas (Ha)
Tutupan Lahan S t S t Total
. a-nga. Tinggi Sedang Rendah anga Blank
Tinggi Rendah
@ (2) 3) “) (5) (6) ™ (€]

Bandara/Pelabuhan 146,08 146,08
Hu'tan lahan kering 617,62 617,62
primer

Hutan lahan kering 115.878,50 1.342,54 117.221,03
sekunder

Hutan mangrove 1.177,82 30.479,11| 1.17567 | 32.832,59
primer

Hutan mangrove 332,91 30.84646 | 1.66525 | 32.844,62
sekunder

Hutan rawa primer 176,68 419,37 596,05
Hutan rawa sekunder 44.602,12 162,00 44.764,12
Lahan terbuka 7.672,34 68.125,85 733,22 76.531,41
Perkebunan/Kebun 9.027,43 182.488,37 8,20 191.524,00
Permukiman/Lahan 3.585,46 28.968,77 383,28 32.937,51
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Luas Kelas (Ha)
Tutupan Lahan Sa.nga? Tinggi Sedang Rendah Sangat Blank Total
Tinggi Rendah
(€Y) (2) 3) 4 (5) (6) (7 (3
terbangun
Pertambangan 12.548,78 130.539,65 323,14 143.411,58
Pertanian lahan kering 57.514,18 251,52 57.765,70
Pertanian lahan kering
campur semak/kebun 545.549,79 618,38 546.168,18
campur
Rawa 6.835,12 4.006,11 64,06 10.905,29
Savanna/Padang rumput 579,32 9.417,88 19,41 10.016,61
Sawah 1.761,10 1.761,10
Semak belukar 298.857,10 1.131,17 299.988,28
Semalc bl b 388 |  55.262,20 309,81 | 5557590
rawa
Tambak 594,59 32,65 627,24
Transmigrasi 2.416,80 2.416,80
Tububh air 132,38 | 4.138,88 737,68 5.008,94
Blank 3.745,02 3.745,02
Total 132,38 | 11.150,68 49.649,09 1.112.163,73 481.606,76 12.703,01 1.667.405,65

Degradasi dan alih fungsi lahan merupakan beberapa penyebab menurunnya
jasa ekosistem penyediaan air pada suatu wilayah. Daerah hutan berperan sebagai
wilayah atau area konservasi air yang memiliki cadangan air tanah yang tinggi.
Hilangnya vegetasi yang terjadi akibat degradasi dan alih fungsi hutan menjadi
perkebunan campuran dan pertambangan menyebabkan terjadinya penurunan jasa
ekosistem penyediaan air yang signifikan.

Jasa ekosistem penyediaan air bersih tahun 2016 mengalami penurunan yang
terlihat pada semakin meluasnya tutupan lahan pertambangan yang memiliki
kategori kelas jasa penyediaan air rendah (meningkat hingga seluas 12.548,78 ha)
dan kategori kelas sangat rendah (meningkat hingga seluas 130.539,65 ha). Aktivitas
penambangan timah menghasilkan tailing pasir dengan porositas tinggi yang tidak
dapat dijadikan sebagai wilayah resapan dan konservasi air. Bekas galian
penambangan pada dasarnya memiliki cadangan air permukaan yang cukup banyak
namun kualitas air yang rendah seperti pH air rendah dan kandungan logam relatif
tinggi menyebabkan air permukaan pada kolam/kolong bekas penambangan
dikategorikan belum memenuhi standar baku mutu layak untuk air konsumsi.

Kawasan perkebunan sebagai salah satu tutupan lahan dengan jasa ekosistem
penyediaan air sangat rendah diketahui memiliki luasan yang terus meningkat sejak
tahun 1996 hingga 2016. Tahun 1996 kawasan perkebunan memiliki luasan sebesar
24.857,52 ha yang meningkat pesat pada tahun 2006 hingga sebesar 119.239,61 ha,
kemudian meningkat lagi menjadi sebesar 182.488,37 ha pada tahun 2016.
Meluasnya tutupan lahan dalam bentuk perkebunan/kebun terutama perkebunan
sawit menjadikan lahan tersebut memiliki penurunan jasa ekosistem penyediaan air.
Hal ini dikarenakan adanya konversi area hutan yang awalnya sebagai wilayah
konservasi air menjadi perkebunan yang secara perlahan-lahan menurunkan kualitas
lahan tersebut dalam menyimpan cadangan air tanah.
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2.1.1.3.3 Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim yang meliputi
pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca serta
penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor
biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat serta
bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian
yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih
baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek
rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkataan
permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada rentang tahun 1996-2016 disajikan pada Tabel 1I.14. Data tersebut
menunjukkan bahwa kelas dengan kategori sangat rendah mengalami peningkatan
luas area secara signifikan. Luasan pada tahun 1996 sebesar 136.519,47 ha atau 8,19
persen, pada tahun 2006 sebesar 198.845,51 ha atau 11,93 persen dan pada tahun
2016 sebesar 232.758,86 ha atau 13,96 persen. Kategori rendah mengalami
perubahan yang fluktuatif dan tidak terlalu signifikan, yaitu 202.249,75 ha atau 12,13
persen pada tahun 1996, kemudian bertambah menjadi 203.710,79 ha atau 12,22
persen pada tahun 2006, dan kembali mengalami penurunan menjadi 191.952,41 ha
atau 11,51 persen dan pada tahun 2016. Sedangkan distribusi luasan jasa ekosistem
pengaturan iklim untuk kategori sedang mengalami penurunan luasan pada rentang
tahun 1996 hingga 2016, dengan luasan 1.259.388,35 ha atau 75,53 persen pada
tahun 1996, menurun menjadi 1.199.103,12 ha atau 71,91 persen pada tahun 2006
dan kembali mengalami penurunan luasan pada tahun 2016 menjadi 1.185.582,06 ha
atau 71,10 persen. Kategori sedang selalu menjadi kelas yang mendominasi pada jasa
ekosistem pengaturan iklim di Kepulauan Bangka Belitung, baik pada tahun 1996,
2006, maupun 2016.

Tabel 11.14
Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim
Pada Berbagai Jenis Kelas Tahun 1996 - 2016

Tahun 1996 Tahun 2006 Tahun 2016
Kelas Luas (Ha) Per;oe/:,l)ta S€ Luas (Ha) Peri(t:_/zl)ta S€ Luas (Ha) Perioe/:)l)ta S€
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Sangat Tinggi 581,72 0,03 581,72 0,03 307,32 0,02
Tinggi 55.963,35 3,36 52.461,50 3,15 44.102,00 2,64
Sedang 1.259.388,35 75,53 1.199.103,12 71,91 1.185.582,06 71,10
Rendah 202.249,75 12,13 203.710,79 12,22 191.952,41 11,51
Sangat Rendah 136.519,47 8,19 198.845,51 11,93 232.758,86 13,96
Blank 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76
Total 1.667.405,65 100 1.667.405,65 100 1.667.405,65 100

Penurunan luasan juga terjadi untuk kelas jasa ekosistem pengaturan iklim
kategori tinggi dan sangat tinggi. Luas lahan kategori tinggi pada tahun 1996 sebesar
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55.963,35 ha atau 3,36 persen, lalu menurun menjadi 52.461,50 ha atau 3,15 persen
pada tahun 2006, dan selanjutnya pada tahun 2016 berkurang menjadi 44.102 ha
atau 2,64 persen. Kelas sangat tinggi mengalami penurunan luasan, yang semula pada
tahun 1996 dan 2006 sebesar 581,72 ha atau 0,03 persen, menurun menjadi 307,32
ha atau 0,02 persen pada tahun 2016. Luas lahan kategori sangat tinggi memiliki
luasan terkecil di antara jenis kelas yang lain.

Tabel I1.15 menunjukkan distribusi luasan daya dukung jasa ekosistem
pengaturan iklim pada berbagai jenis tutupan lahan tahun 2016. Luasan lahan yang
memiliki potensi jasa ekosistem pengaturan iklim kategori sangat rendah didominasi
oleh pertambangan (130.539,65 ha) dan lahan terbuka (70.060,40 ha). Kategori
rendah didominasi oleh semak belukar (45.674,03 ha) dan hutan rawa sekunder
(44.602,12 ha). Luasan lahan untuk kategori sedang didominasi oleh tutupan
pertanian lahan kering campur semak (517.607,18 ha) dan semak belukar
(253.183,07 ha). Distribusi luasan untuk kategori tinggi didominasi oleh hutan
mangrove primer (31.349,60 ha) dan hutan lahan kering sekunder (11.144,60 ha).

Gambar IL.7
Peta Indikatif Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Tahun 2016

* |PETA INDIKATIF DAYA DUKUNG
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
JASA PENGATURAN IKLIM
TAHUN 2018

Kategori sangat tinggi memiliki luasan yang sangat kecil dan seluruhnya terdiri
dari tutupan lahan berupa hutan mangrove primer seluas 307,32 ha. Secara umum,
trend jasa ekosistem pengaturan iklim dalam periode 1996-2016 didominasi oleh
kategori sedang dan tutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur semak.
Luasan untuk semua kategori pada tahun 2016 didominasi oleh tutupan lahan
bervegetasi, yaitu semak belukar, lahan pertanian lahan kering campur semak dan
hutan mangrove primer. Area yang bervegetasi memiliki manfaat penting dalam
mengatur iklim melalui pengurangan emisi karbon dan gas-gas rumah kaca.

Tabel I1.15
Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Pada Tahun 2016
Tutupan Lahan | Luas Kelas (Ha) | Total
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Sangat P Sangat
Tinggi Tinggi Sedang Rendah Rendah Blank

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bandara/Pelabuhan 146,08 146,08
Hu.tan lahan kering 617,62 617,62
primer
gz el e 11.144,60 | 104.733,89 1.342,54 | 117.221,03
sekunder
ST VDY 307,32| 31.349,60 1.175,67 32.832,59
primer
SR TR TDIE 332,91 30.846,46 1.665,25 32.844,62
sekunder
Hutan rawa primer 593,48 2,57 596,05
S e 44.602,12 162,00 44.764,12
sekunder
Lahan terbuka 5.737,79 | 70.060,40 733,22 76.531,41
Perkebunan/Kebun 177.730,58 13.785,23 8,20 191.524,00
e 3.552,89 | 29.001,35 383,28 32.937,51
terbangun
Pertambangan 12.548,78 | 130.539,65 | 323,14 143.411,58
[P i llem 44.846,76 12.667,42 251,52 57.765,70
kering
Pertanian lahan
kering campur 517.607,18 27.942,61 618,38 546.168,18
semak
Rawa 524,89 10.316,34 64,06 10.905,29
Saviime kg 8.495,07 1.502,13 19,41 10.016,61
rumput
Sawah 1.761,10 1.761,10
Semak belukar 253.183,07 | 45.674,03 1131,17 | 299.988,28
Semak belukar rawa 33.090,34 22.175,74 309,81 55.575,90
Tambak 594,59 32,65 627,24
Transmigrasi 2.416,80 2.416,80
Tubuh air 132,38 4.138,88 737,68 5.008,94
Blank 3.745,02 3.745,02

Total 307,32| 44.102,00| 1.185.582,06 | 191.952,41 | 232.758,86 | 12.703,01 | 1.667.405,65

2.1.1.3.4 Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Pencegahan Bencana Alam

Ekosistem mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan

dan perlindungan dari beberapa tipe bencana, khususnya bencana alam. Beberapa
fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, banjir,
badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk

lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah

areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, banjir dan tsunami. Selain itu, bentuk

lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh

bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan

denudasional dengan morfologi perbukitan.

Tabel I1.16
Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir Pada
Berbagai Jenis Kelas Tahun 1996-2016

Tahun 1996 Tahun 2006 Tahun 2016
Kelas Persentase Persentase Persentase
Luas (Ha) (%) Luas (Ha) (%) Luas (Ha) (%)
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
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Tahun 1996 Tahun 2006 Tahun 2016

Kelas Luas (Ha) Peri((;)n)tase Luas (Ha) Per?;)n)tase Luas (Ha) Per?oe/:’llta S€

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sangat Tinggi 82.448,99 4,94 76.011,33 4,56 65.110,52 3,90
Tinggi 504.345,77 30,25 480.805,19 28,84 402.267,69 24,13
Sedang 912.591,82 54,73 876.182,63 52,55 921.944,35 55,29
Rendah 139.674,07 8,38 201.524,58 12,09 235.297,89 14,11
Sangat Rendah 15.642,00 0,94 20.178,90 1,21 30.082,19 1,80
Blank 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76

Total 1.667.405,65 100 1.667.405,65 100 1.667.405,65 100

Tabel 11.17

Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor Pada
Berbagai Jenis Kelas Tahun 1996-2016

Tahun 1996 Tahun 2006 Tahun 2016
Kelas Luas (Ha) Pir(soe/ol;tas Luas (Ha) Pe:s(ﬁz)tas Luas (Ha) Pers(;:)tase
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sangat Tinggi 88.747,29 5,32 84.200,71 5,05 66.191,63 3,97
Tinggi 602.424,87 36,13 573.866,16 34,42 506.442,92 30,37
Sedang 784.518,19 47,05 747.939,21 44,86 792.764,09 47,54
Rendah 79.508,10 4,77 103.365,91 6,20 122.744,05 7,36
Sangat Rendah 99.504,19 5,97 145.330,66 8,72 166.559,96 9,99
Blank 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76
Total 1.667.405,65 100 1.667.405,65 100 1.667.405,65 100
Tabel 11.18

Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran
Pada Berbagai Jenis Kelas Tahun 1996 - 2016

Tahun 1996 Tahun 2006 Tahun 2016
Kelas Luas (Ha) Per?(;)r;tase Luas (Ha) Per(sozlitase Luas (Ha) Per(s(;:;tase

(1) (2) 3) 4) (5) (6) (@)
Sangat Tinggi 111.602,23 6,69 110.931,79 6,65 101.375,08 6,08
Tinggi 206.929,85 12,41 252.535,04 15,15 267.466,39 16,04
Sedang 120.214,68 7,21 102.002,35 6,12 100.515,76 6,03
Rendah 329.753,87 19,78 256.867,30 15,41 230.696,65 13,84
Sangat Rendah 886.202,01 53,15 932.366,17 55,92 954.648,78 57,25
Blank 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76 12.703,01 0,76

Total 1.667.405,65 100 1.667.405,65 100 1.667.405,65 100

Distribusi luasan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari bencana

alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada rentang tahun 1996-2016 disajikan
pada Tabel I1.16 sampai dengan Tabel 11.18. Data tersebut menunjukkan bahwa kelas
jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana alam banjir, longsor maupun

kebakaran dengan kategori sangat rendah mengalami peningkatan luas area dalam
rentang tahun 1996 hingga 2016. Kategori rendah untuk jasa pencegahan dan

perlindungan dari

bencana banjir dan

longsor mengalami juga mengalami

peningkatan luasan sepanjang tahun 1996 hingga 2016, sedangkan kategori rendah

untuk jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana kebakaran kategori rendah

mengalami penurunan luasan. Distribusi luasan jasa pencegahan dan perlindungan

dari bencana banjir, longsor, maupun kebakaran untuk kategori sangat tinggi
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mengalami penurunan luasan pada rentang tahun 1996 hingga 2016. Hal serupa
terjadi pada kelas jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir dan longsor

kategori tinggi yang terus mengalami penurunan luasan.

pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Tahun 2016

Tabel I1.19
Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir

Luas Kelas (Ha)
Tutupan Lahan Sangat Sangat
. . Total
Tinggi Tinggi Sedang Rendah Rendah Blank
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7) (8)
Bandara/Pelabuhan Ly 146,08
Hqtan lahan kering 617,62 617.62
primer
sl ey L 1.229,10 | 114,694,39 1.342,54 117.221,03
sekunder
T T 30.627,21 1.09,71 1.175,67 32.832,59
primer
T ETEEU 338,06 30.841,31 1.665,25 32.844,62
sekunder
Hutan rawa primer 593,48 2,57 596,05
SIS 4.901,05 39.701,07 162,00 44.764,12
sekunder
Lahan terbuka 69.880,889 | 5.917,31 733,22 76.531,41
Perkebunan/Kebun 6.435,10 | 185.080,70 8,20 191.524,00
STy LT 30.324,01 | 2.230,22 383,28 32.937,51
terbangun
Pertambangan 123.088,72 | 19.999,71 323,14 143.411,58
P el 48.493,516 9.020,67 251,52 57.765,70
kering
Pertanian lahan
kering campur 11.999,56 533.550,23 618,38 546.168,18
semak
Rawa 1.706,61 9.134,61 64,06 10.905,29
Sy P 668,01 9.329,19 19,41 10.016,61
rumput
Sawah 1.753,68 7,42 1.761,10
Semak belukar 13.549,73 285.307,37 1.131,17 299.988,28
Seemels el e 9.073,27 |  46.192,82 309,81 55.575,90
rawa
Tambak 560,64 33,95 32,65 627,24
Transmigrasi 523,22 1.893,58 2.416,80
Tubuh air 4.041,55 229,72 737,68 5.008,94
Blank 3.745,02 3.745,02
Total 65.110,52 402.267,69 921.944,35 235.297,89 30.082,19 12.703,01 1.667.405,65

Hal sebaliknya terjadi pada

kelas jasa pencegahan dan perlindungan dari

bencana kebakaran kategori tinggi yang justru mengalami peningkatan luasan. Dari
data tersebut dapat diketahui bahwa jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana

banjir dan longsor di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami penurunan,

sedangkan jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana kebakaran mengalami

peningkatan. Meskipun demikian, kelas jasa pencegahan dan perlindungan dari
bencana kebakaran di Kepulauan Bangka Belitung tetap didominasi kategori sangat
rendah sehingga rentan terjadi bencana kebakaran.
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Tabel I1.20

Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor
pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Tahun 2016

Luas Kelas (Ha)
Tutupan Lahan Sangat . Sangat Total
Tinggi Tinggi Sedang Rendah Rendah Blank
1) (2) 3) 4) (5) (6) (7) (8)
Bandara/Pelabuhan 140,08 146,08
N 530,50 87,12 eL762
primer
st e L 2458572 | 91.292,78 1.342,54 117.221,03
sekunder
e s 26.886,84 4.770,09 1.175,67 32.832,59
primer
T ETEEU 17.021,30 14.158,08 1.665,25 32.844,62
sekunder
Hutan rawa primer 421,94 174,11 596,05
SIS 23.439,82 | 21.162,30 162,00 44.764,12
sekunder
Lahan terbuka 29.64122 | 46.156,97 733,22 76.531,41
Perkebunan/Kebun 2440512 | 167.110,68 8,20 191.524,00
Permukiman/Lahan
e — 790425 |  24.649,98 383,28 32.937,51
Pertambangan 48.132,44 |  94.956,00 323,14 143.411,58
Freuianien [ 24.569,59 32.944,59 251,52 57.765,70
kering
Pertanian lahan
kering campur 49.916,83 | 495.632,96 618,38 546.168,18
semak
Rawa 1.021,39 9.819,83 64,06 10.905,29
SR 366,52 9.630,68 19,41 10.016,61
rumput
Sawah 1.711,23 49,87 1.761,10
Semak belukar 5319,76 | 293.537,34 1.131,17 299.988,28
Seemels el e 5002,92 | 50.263,17 309,81 55.575,90
rawa
Tambak 516,74 77,84 32,65 627,24
Transmigrasi 1.893,58 523,22 2.416,80
Tubuh air 3.210,95 1.069,32 737,68 5.008,94
Blank 3.745,02 3.745,02
Total 66.191,63 506.442,92 792.764,09 122.744,05 166.559,96 12.703,01 1.667.405,65
Tabel I1.21

Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran
pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Tahun 2016

Luas Kelas (Ha)

Tutupan Lahan Sangat ) i Sangat Total
Tinggi Tinggi Sedang Rendah Rendah Blank
(€3] (2) 3) 4) (5) (6) ()] (8)

Bandara/Pelabuhan 146,08 146,08
Hqtan lahan kering 530,50 87,12 617,62
primer

otz [l i 6.23597 | 2899735 | 80.645,17 1.342,54 117.221,03
sekunder

ST MENIERD0E 26.323,27 5.333,65 1.175,67 32.832,59
primer

EDEIhIEL S 15.367,45 1.901,69 13.880,23 1.665,25 32.844,62
sekunder

Hutan rawa primer 419,37 176,68 596,05
T E 19.440,31 | 24.952,17 209,65 162,00 44.764,12
sekunder

Lahan terbuka 14.169,81 | 60.516,72 1.111,66 733,22 76.531,41
Perkebunan/Kebun 10.271,25 | 21.839,37 | 159.405,19 8,20 191.524,00
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Luas Kelas (Ha)
Tutupan Lahan Sangat . Sangat Total
Tinggi Tinggi Sedang Rendah Rendah Blank
1) (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8)
ey leloem 2.088,06 | 30.466,17 383,28 32.937,51
terbangun
Pertambangan 11.579,83 | 131.205,45 303,16 323,14 143.411,58
Peiizmien [ 8.852,20 15.717,39 |  32.944,59 251,52 57.765,70
kering
Pertanian lahan
kering campur 28.461,63 65.191,00 451.897,16 618,38 546.168,18
semak
Rawa 4.482,28 6.357,42 1,53 64,06 10.905,29
SewrIliEIPRERI 1.736,73 8.260,47 19,41 10.016,61
rumput
Sawah 1.226,31 534,78 1.761,10
Semak belukar 29.598,69 | 269.25841 | 1.131,17 299.988,28
f:vr\‘/‘:k el 20.123,13 | 14.902,57 | 20.240,38 309,81 55.575,90
Tambak 482,79 111,79 32,65 627,24
Transmigrasi 2.416,80 2.416,80
Tubuh air 2.597,47 1.508,54 165,25 737,68 5.008,94
Blank 3.745,02 3.745,02
Total 101.375,08 267.466,39 100.515,76 230.696,65 954.648,78 12.703,01 1.667.405,65

2.1.1.3.5 Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Pengaturan Pengolahan Limbah

Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap
limbah dan sampah. Ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralisir zat organik
yang ada dalam air limbah dalam kapasitas yang terbatas. Alam menyediakan
berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang
terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak
memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan
ekosistem dan berperan dalam proses menetralisir, mengurai dan menyerap limbah
dan sampah diantarnya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Peta indikatif daya

dukung jasa pengaturan pengolahan limbah provinsi kepulauan bangka belitung
tahun 1996-2016 disajikan pada Gambar II.8.

Tabel 11.22.
Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengolahan Limbah
Pada Berbagai Kelas Pada Tahun 1996 - 2016

Tahun 1996 Tahun 2006 Tahun 2016
LGS Luas (Ha) Perioe/(r)l)tase Luas (Ha) Per?(t;_/zl)ta S€ Luas (Ha) PersEoe/Zl)ta S€
1) (2) 3) 4) (5) (6) (7

Tinggi 46.118,77 2,76 45.714,09 2,73 38.441,31 2,30
Sedang 822.051,13 49,11 720.288,53 43,03 604.856,62 36,14
Rendah 753.994,41 45,04 855.947,73 51,14 978.560,69 58,46
Sangat Rendah 979,93 0,06 1.193,90 0,07 1.391,34 0,08
Blank 50.729,87 3,03 50.729,87 3,03 50.624,16 3,02

Total 1.673.874,12 100 1.673.874,12 100 1.673.874,12 100

Distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan pengolahan limbah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada rentang tahun 1996-2016 disajikan pada Tabel
[I.22. Data tersebut menunjukkan bahwa kelas dengan kategori sangat rendah
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mengalami perubahan luas area yang tidak terlalu signifikan. Luasan pada tahun
1996 sebesar 979,93 ha atau 0,06 persen, pada tahun 2006 sebesar 1.193,90 ha atau
0,07 persen dan pada tahun 2016 sebesar 1.391,34 ha atau 0,08 persen. Peningkatan
luasan terjadi pada kategori rendah, yaitu sebesar 753.994,41 ha atau 45,04 persen
pada tahun 1996, meningkat cukup signifikan menjadi 855.947,73 ha atau 51,14
persen pada tahun 2006 dan pada tahun 2016 luasannya kembali meningkat menjadi
978.560,69 ha atau 58,46 persen.

Berbeda dengan kategori sangat rendah dan kategori rendah, luasan kelas jasa
ekosistem pengaturan pengolahan limbah untuk kategori sedang mengalami
penurunan. Pada tahun 1996, luasannya 822.051,13 ha atau 49,11 persen, menurun
menjadi 720.288,53 ha atau 43,03 persen pada tahun 2006 dan pada tahun 2016
menurun lagi menjadi 604.856,62 ha atau 36,14 persen. Perubahan luas yang tidak
terlalu signifikan terjadi pada kelas tinggi. Pada tahun 1996, luasannya sebesar
46.118,77 ha atau 2,76 persen, menurun menjadi 45.714,09 ha atau 2,73 persen pada
tahun 2006 dan berkurang luasannya menjadi 38.441,31 ha atau 2,30 persen pada
tahun 2016.

Gambar I1.8
Peta Indikatif Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengolahan Limbah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

reven s vy,
ERALAGAN BANGEA BTN

¥ PETA INDIKATIF DAYA DUKUNG
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
JASA PENGURAIAN LIMBAH
TAHUN 2018
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S
,\e L

Distribusi luasan daya dukung jasa ekosistem pengaturan pengolahan limbah
pada berbagai jenis tutupan lahan pada tahun 2016 disajikan pada Tabel 11.23 di
bawah ini. Lahan dengan kategori sangat rendah didominasi oleh tutupan lahan
terbuka, kategori rendah didominasi oleh pertanian lahan kering campur, kategori
sedang didominasi oleh belukar, dan kategori tinggi didominasi oleh hutan mangrove
primer.

Tabel 11.23.
Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan Limbah
Pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Tahun 2016
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Luas Kelas (Ha)
Tutupan Lahan .. Sangat Total
Tinggi Sedang Rendah Rendah Blank
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Badan Air 3.249,48 67,90 2.273,06 5.590,44
Bandara/Pelabuhan 146,08 146,08
Belukar 259,51 | 291.806,45 2.220,61 6.630,20 300.916,76
Belukar Rawa 1.141,36 50.199,00 1.325,94 3.180,82 55.847,12
Hutan Lahan'Kering 530,50 87,12 617,62
Primer
sz el T K 115.321,46 62,88 2.352,74 117.737,08
Sekunder
AT LS e 20.913,30 5.186,43 7.923,58 34.023,31
Primer
BITIELR s MO 25.586,07 268,74 8.304,75 34.159,56
Sekunder
Hutan Rawa Primer 573,21 22,84 596,05
AETRELE 10.344,12 32.879,80 201,05 1.391,06 44.816,02
Sekunder
Pemukiman 32,57 32.044,94 16,84 1.074,44 33.168,79
Perkebunan 22.918,57 | 168.404,56 231,77 191.554,91
Pertambangan 140.214,47 302,78 3.446,46 143.963,71
Predizz e elien 3.792,42 53.047,42 114,09 1.140,45 58.094,38
Kering
#erziim Lok 44.309,72 | 496.873,11 5.800,12 546.982,95
Kering Campur
Rawa 5.252,52 4.745,39 938,12 10.936,04
S P 2.234,40 7.515,84 283,37 10.033,62
Rumput
Sawah 1.747,44 15,34 1.762,78
Tambak 478,47 149,91 628,38
Tanah Terbuka 1.934,55 71.524,44 957,63 3.183,85 77.600,46
Transmigrasi 2.416,80 2.416,80
Blank 2.281,27 2.281,27
Total 38.441,31 604.856,62| 978.560,69 | 1.391,34 | 50.624,16 1.673.874,12

2.1.1.4 Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya
relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian
kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas
permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten
Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten
Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Komposisi lahan
datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 46,19
persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah
berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya
terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian
kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari “Tin Mayor South East
Asian Tin Belt” dengan tipe granit main rangeyang mempunyai ciri-ciri megakristal
(terutama K-Feldspar) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya.
Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya
merupakan tipe sedimen tipe S yaang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT.
Koba Tin: Survey dan Geology Department, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan
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Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi
sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah
seperti Zircon (ZrSiO4), Monazite ((Ce, La, Dy)PO4 (ThSi)02), Hematite (Fe203), Pyrite
(FeSz2), Ilmenite (FeTiO3), dan Xenotime (YPO4). Sedangkan secara geologis
mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (granite belt) Asia Tenggara
yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung
Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung,
Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada
pula produk tambang lainnya seperti pasir kwarsa (Si0z), material Kaolin, dan
bilitonite (dikenal dengan nama “satam”). Kaolin merupakan bahan baku untuk
pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia.
Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya
lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan
untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

Hasil kajian hidrologi menyatakan bahwa daerah Kepulauan Bangka Belitung
dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan
dan perairan Bangka Belitng merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda,
sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan
kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai
dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan
terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan
Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka
dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung
umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah
Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai
Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai
Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau
Belitung terdapat Sungai Cecuruk, Sungai Buding, dan Sungai Lenggang.

2.1.1.5 Klimatologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim
yang mengalami bulan basah dan kering. Selama tahun 2012-2016, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 27-31 °C dan
curah hujan rata-rata tahunan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi
terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar
466,2 mm di Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan
fluktuasi yang kecil. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan di
Kepulauan Bangka Belitung, angin kencang, dan ombak laut cenderung meninggi.

2.1.1.6 Kondisi Lahan

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan
untuk lain-lain (pekarangan) 529.810 ha, kemudian digunakan untuk permukiman
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sebesar 489.080 ha dan perkebunan sebesar 391.064 ha dan luas penggunaan lahan
paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 3.232 Ha.

Tabel 11.24
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jenis Lahan Luas(Ha)
2013 2014 2015 2016 2017
1) (2) (3) (5) (6) (7)
Pertanian Sawah 13.262 15.719 15.719 22.771 25.058
Tegalan 109.820 113.105 113.105 117.376 99.038
Ladang 44.085 30.348 30.348 28.147 27.435
Perkebunan 334.698 441.152 441.152 367.848 391.064
Hutan Rakyat 71.323 47.753 47.753 42.637 43.315
Tambak * * * * *
Kolam * * * * *
Pengembalaan 4.235 1.815 1.815 2.263 3.232
Tanah kosong/(sementara tidak |y, ¢ 57 76.588 76.588 67.415 55.987
diusahakan)
Lain-Lain (pekarangan) 388.068 397.806 397.806 538.195 529.810
Permukiman 550.651 517.741 517.741 455.762 489.080
Hutan Negara * * * * *
Lainnya * * * * *
JUMLAH 1.642.414 | 1.642.414 | 1.642.027 | 1.642.027 | 1.664.018

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017
(*: dikelompokkan ke jenis penggunaan lahan lainnya)

2.1.1.7 Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai
kawasan Perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri,
pariwasata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang
digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan
dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan
strategis. Perencanaan dan pengembangan Rencana Struktur Ruang, meliputi sistem
perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan
telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014, rencana sistem perkotaan secara
hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional,
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potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjungpandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
4

. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu,
Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung,
Puding Besar, Pangkalanbaru, Payung, dan Selat Nasik.

Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ada perubahan status sistem perkotaan
dimana Kota Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional
Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014, rencana sistem perkotaan secara
hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional,
potensi, dan rencan pengembangan wilayah provinsisistem perkotaan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjungpandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
4

. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parit Tiga, Belinyu,
Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung,
Puding Besar, Pangkalanbaru, Payung, dan Selat Nasik.

Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, terdapat perubahan status sistem perkotaan
dimana Kota Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional
Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sesuai dengan Karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
merupakan kepulauan sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang
meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem
transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sistem transportasi darat

Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari: jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan
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penyeberangan serta jaringan transportasi perkotaan. Peningkatan dan
pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status
jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan
angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan
jalan.

Gambar. I1.9
Traffic Flow Pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi
Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur
dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang
menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan
Gubernur. Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan
penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jalur
penyeberangan.

Sistem transportasi laut

Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran.
Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem
produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem
kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui
pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan
pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui
pengembangan alur pelayaran. Sesuai dengan RTRWN dan kewenangan
Pemerintah Provinsi, sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel I11.25
Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. | Klasifikasi & Nama Pelabuhan | Kabupaten/Kota
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(€3] (2) (3
A Pelabuhan Utama
1 Pelabuhan Tanjung Batu Belitung
B Pelabuhan Pengumpul
1 Pelabuhan Belinyu Bangka
2 Pelabuhan Sadai Bangka Selatan
3 Pelabuhan Muntok Bangka Barat
4 Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang
5 Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung
6 Pelabuhan Manggar Belitung Timur
C Pelabuhan Pengumpan
1 Pelabuhan Sungailiat Bangka
2 Pelabuhan Sungai Selan Bangka Tengah
3 Pelabuhan Toboali Bangka Selatan
4 Pelabuhan Tanjung Berikat Bangka Tengah
5 Pelabuhan Tanjung Kelian Bangka Barat
6 Pelabuhan Tanjung Tedung Bangka Tengah
7 Pelabuhan Teluk Asam Belitung Timur
8 Pelabuhan Dendang Belitung Timur
D Pelabuhan Khusus (Wisata)
1 Pelabuhan Tanjungpandan Belitung
2 Pelabuhan Tanjung Kelayang Belitung

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Adapun angkutan penyeberangan meliputi simpul dan jalur sebagai berikut:

1. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian (Kabupaten Bangka Barat) -
Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan);

2. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kab. Bangka Barat) - Pelabuhan
Belinyu (Kabupaten Bangka);

Gambar. 11.10
Pengembangan Jalur pelayaran laut

Simgapura W
| Batam >4

3. Pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkal Pinang) -
Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan

I1-29



4. Pelabuhan penyeberangan Sadai (Kabupaten Bangka Selatan) - Tanjung
Pandan (Kabupaten Belitung) dan Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera
Selatan).

c. Sistem transportasi udara

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu
lintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari: a. bandar udara pengumpul
(hub) dan b. bandar udara pengumpan (spoke). Bandar udara pengumpul
merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas
dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo
dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara
nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, terdiri atas: Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di
Pangkalpinang dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan.
Dalam pembangunan dan pengembangan bandar wudara harus
memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai
dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Rencana Jaringan Energi

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 100
persen. Dengan kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN,
beban puncak energi listrik PLN terhadap daya mampu yang tersedia sebesar
275,77 MW, dengan daya yang seluruhnya terpakai pada saat beban puncak
yaitu 192,11 MW. Sehingga dari pembangkit yang tersedia telah terdapat surplus
83,66MW. (Data PLN Desember 2018).

Gambar. 11.11
Kondisi Kelistrikan Bangka Belitun
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Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan
prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik.
Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan
memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi
terbarukan yang banyak tersedia di Kabupaten/Kota diantaranya tenaga air,
tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomasa, gelombang laut dan sumber energi
alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui
pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Seiring
dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan
energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi

listrik dapat dilihat pada tabel I1.26 di bawabh ini.

Tabel 11.26
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 - 2030- KVA
WILAYAH 2010 2015 2020 2025 2030
(€3] (2) (3) 4) (5) (6)
A. PULAU BANGKA
1 |Bangka 138.036 147.013 160.571 175.380 190.182
2 |Bangka Barat 73.556 78.340 85.564 93.456 101.344
3 |Bangka Tengah 89.821 95.662 104.484 114.120 123.752
4 |Bangka Selatan 86.245 91.854 100.325 109.578 118.826
5 |Pangkal Pinang 89.501 94.440 102.543 111.341 120.738
JUMLAH 477.159 507.309 553.487 603.875 654.842
B. PULAU BELITUNG
6 |Belitung 83.842 87.455 92.464 97.759 104.266
7 |Belitung Timur 62.441 65.133 68.863 72.807 77.653
JUMLAH 146.283 152.588 161.327 170.566 181.919
JUMLAH TOTAL 623.442 659.897 714.814 774.441 836.761
Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034
Gambar. I1.12
Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL)
: | | Bi A
pf‘
TN k0 TARGETOPRAS UM 208 PROGRES: GROUND AEAKING
SR
LT e —
Dengan keterbatasan alternatif pembangkit listrik maka arahan

pengembangan energi listrik di Provinsi Bangka Belitung adalah pembangkit
listrik berbahan bakar non minyak salah satunya adalah Pembangkit Listrik
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Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batubara. Sedangkan
untuk daerah terpencil arahan penyediaan prasarana listrik adalah dengan
membangun jaringan terisolasi. Arahan pengaturan penempatan pembangkit dan
jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan
keamanan masyarakat dan lingkungan.

Gambar. I1.13
Energi Baru dan Terbarukan

| renana g

1) PP - PLTBm Listrindo 4 MW (Bangka Barat) 1. IPP—PLTBm Energi Karya Persada 6 MW PLM
2) IPP - PLTB Belitung Energi 4 MW (Belitung (Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Barat)
Timur) 2. IPP-PLTBm PT. Sentosa Jaya Purnama 10 MW
(Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Tengah)
g Rencana

1) PP - PLT Biogas Austindo 1,2 1P — PLTBE PT. Bangka Biogas Synergi, 2 MW (sudah PPA,

o MW, ekspansi 0,6 MW (total Konstruksi). (bangka)
1,8MW) . (Belitung Timur) ~ 2) ~ IPP- PLTBE PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan
_— 2) Excess Power - PLTBg Tuing Proposal). (Bangka Barat)
BIOGAS 1,2 MW (Bangka) 3) IPP- PLTBg PT. Gunung Maras Lestari, 3 MW (pengajuan Proposal).
(Bangka)
4) 1P - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan
Proposal). (Bangka Barat)
- k )
#

5) IPP-PLTBg PT. Asindo Tech, 4 MW (pengajuan Proposal).(Bangka)
6) IPP - PLTBg PT. Prima Gasifikasi Indonesia, 10 MW (Pengajuan
Proposal). (Bangka Selatan)

[ chisting | Rencana
1) PLTS On Grid 1 MWp di Belinyu 1) 1P~ PLTS Synergi Energy Baru, 4 MW
2) PLTS Off Grid 40 KW P. Gersik (proposal) (Bangka)

3) PLTS Off Grid 80 KWp P. Celagen 2) 1PP— PLTS Cakrawala Energi Nusantara, 1 MW
4) PLTS Off Grid 80 KWp P. Bukulimau (proposal) (Belitung)
5) PLTS Off Grid 125 KWp P. Pongok 3) IPP — PLTS Pulau Tersebar (8.860 kWp)

Rencana

1) PLTD CPO'S MW oleh Kementrian ESDM (Belitung)

L\
Tabel I1.27
Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No. KABUPATEN/KOTA *JUMLAH DESA | DESA BERLISTRIK PLN BERIl.‘I‘S\'}“:gl? s:ﬁ (%)
(6)) (2) (3) 4 (%)
1 |Bangka 71 71 100
2 |Bangka Barat 64 64 100
3 |Bangka Tengah 63 63 100
4 | Pangkalpinang 42 42 100
5 |Bangka Selatan 53 53 100
6 | Belitung Timur 39 39 100
7 |Belitung 49 49 100
Prov. Kep. Bangka Belitung 381 381 100

Keterangan: *) Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik.
Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah
besar dengan standar masing-masing sebagai berikut :

1. 4 (Empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (Dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Sedangkan standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut :
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1. Pelayanan umum dan komersil: 15 persen dari domestik;
2. Wartel: 250 jiwa per wartel; dan
3. Telepon Umum: 800 jiwa per unit.

Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah,
kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat,
proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada

tabel I1.28 di bawah ini.

Tabel 11.28
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 - 2030
WILAYAH 2010 2015 2020 2025 2030
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A.PULAU BANGKA
1 Bangka 32.582 36.207 39.546 43.193 45.552
2 Bangka Barat 17.363 19.294 21.073 23.017 24.258
3 Bangka Tengah 21.202 23.560 25.733 28.106 30.379
4 Bangka Selatan 20.358 22.622 24.708 26.987 29.170
5 Pangkal Pinang 21.179 23.259 25.255 27.421 29.502
JUMLAH 112.683 124.942 136.315 148.724 158.861
B. PULAU BELITUNG
6 Belitung 19.173 19.963 21.106 22.315 23.491
7 Belitung Timur 14.278 14.867 15.719 16.619 17.495
JUMLAH 33.451 34.830 36.825 38.934 40.986
JUMLAH TOTAL 146.134 159.772 173.140 187.658 199.847

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem
satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini
dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana
telekomunikasi.

Tersedianya fasilitas telepon sangat diperlukan bagi kelancaran komunikasi
dan arus informasi. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan
pertumbuhan kegiatan ekonomi, maka permintaan terhadap sambungan telepon
akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Kebutuhan sambungan
telepon se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 adalah
sebanyak 146.134 sambungan telepon. Kalo diasumsikan peningkatan
sambungan telepon terus meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan
sambungan telepon di provinsi kepulauan Bangka Belitung sampai tahun 2030
adalah sebanyak 199.847. Hal tersebut sangat juga dipengaruhi oleh
pertumbuhan penduduk tiap tahunnya

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan
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air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan
rincian sebagai berikut:

a. Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka
dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/kota yaitu WS Belitung;

b. Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan
daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;

c. Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air
baku, dan peruntukan air baku;

d. Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air
hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan
sempada sungai, pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan
pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;

e. Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan
penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan
pengamanan sempadan pantai

6 Sistem Prasarana Lingkungan

Gambar I1.14
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:
tempat pemrosesan akhir sampah (TPA Regional), tempat pengolahan dan/atau
pengelolaan limbah domestik, sistem drainase, sistem pengelolaan air minum
(SPAM) dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kebutuhan
dasar masyarakat. SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan
lokal (PKNp, PKW, PKWp, dan PKL).

7 Rencana Pola Ruang
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Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan
dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang
memiliki nilai strategis provinsi.

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang
terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah
kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan
pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Lindung
Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:
a. Hutan Lindung

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang
harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai
492.700 ha, dimana 32 persen diantaranya (atau 156.730 ha) merupakan
kawasan hutan lindung. Hutan lindung yang dimaksud terdapat di Kebupaten
Bangka Barat (28.589 ha), Kebupaten Bangka (15.736 ha), Kebupaten Bangka
Tengah (32.226 ha), Kebupaten Bangka Selatan (28.234 ha), Kebupaten
Belitung (37.583 ha) dan Kebupaten Belitung Timur (45.874 ha).

b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Merupakan kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan
bergambut ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan
ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka
Barat tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

1. Sempadan Pantai; sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka
Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar Bangka dan Belitung. Disamping
itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Pulau
Penyu, Pulau Burung, Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Gelasa, Pulau
Panjang, Pulau Tujuh, Pulau Lima, Pulau Lengkuas, Pulau Selindung, Pulau
Pelanduk, Pulau Seliu, Pulau Nadu, Pulau Mendanau, Pulau Batu Dinding,
Pulau Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Kriteria untuk sempadan
pantai adalah wilayah pantai dengan jarak 100 (seratus) meter atau lebih
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dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya
proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

2. Sempadan Sungai; Adapun sungai-sungai besar yang terdapat di Kepulauan
Bangka Belitung diantaranya adalah Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai
Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai
Kurau. Ketentuan terkait sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian
sungai bertanggul dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih dari kaki tanggul
sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar
kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter atau lebih dari titik
pasang tertinggi; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak
bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 (lima puluh)
meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.

3. Sempadan Kolong; berupa kolam-kolam bekas galian timah yang tergenang
air hujan atau sungai yang dalam hal ini dapt diperlakukan sebagai
danau/waduk.Kawasan sempadan kolong ditetapkan dengan Kkriteria:
wilayah daratan dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai 100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian
kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik
kolong.

. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Situs Dan; Kawasan Cagar
Budaya

1. Kawasan Cagar Alam; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat
cagar alam sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang-Belitung, Gunung
Menumbing, Gunung Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering
Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung.

2. Taman Wisata Alam Laut; di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa
Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan
Bangka Selatan.

3. Kawasan Suaka Alam Laut; dan perairan lainnya adalah Kawasan
Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang
meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam
dan Pulau Semujur.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan cagar budaya berskala
internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua
Muntok dan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat mercusuar
Tanjung Kelian dan benteng Kuta Seribu yang dibangun tahun 1812-1817,
mesjid Jami dan kelenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan Mayor
Chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Bukit
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Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi
hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana
Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan
yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai
sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah
bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan Cagar
Budaya.

. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan data yang tersedia pada laporan RTRW kota Kabupaten di
Provinsi Bangka Belitung dapat diketahui kawasan rawan bencana, yaitu :

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Muntok, Parittiga, Kelapa,
Jebus (Kabupaten Bangka Barat), Lubuk Besar, Koba, Namang dan Sungai
Selan (Kabupaten Bangka Tengah), Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten
Bangka Selatan), Kota Pangkalpinang, Sungai Manggar Kecamatan Manggar,
Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten
Belitung Timur), Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung), Sungai Liat, Puding
Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);

2. Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parit Tiga, Kecamatan
Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk
Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan
Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan
Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung ); Kecamatan
Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan
Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir
Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak
Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten
Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten
Bangka); dan

3. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip
(Kabupaten Bangka Barat).

Kawasan Budidaya

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2014-2034, yang dimaksud Kawasan Budidaya adalah
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung terdiri dari:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
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Definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap. Sedangkan definisi Hutan produksi adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.798/Menhut-
[I/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +19.131 Hektar,
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +10.878 Hektar dan Penunjukan
Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas +3.210 Hektar di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarka lampiran peta keputusan
tersebut, Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas
659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Konservasi
35.473,00 ha, Hutan Lindung 189.965,00 ha, Hutan Produksi 432.882,82 ha,
dan Hutan Produksi Konversi 692,58 ha.

Gambar I1.15
Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Rincian luas Hutan Produksi (HP dan HPK) di Kabupaten/Kota sebagai
berikut: Kabupaten Bangka (HP 67.083,52; HPK 11,32 ha), Kota
Pangkalpinang (HP 0,00 ha; HPK 0,00 ha) Kabupaten Bangka Selatan (HP
106.451,10 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Tengah (HP 85.497,75 ha;
HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Barat (HP 78.368,92 ha; HPK 177,67 ha),
Kabupaten Belitung (HP 43.595,77 ha; HPK 507,59 ha) dan Kabupaten
Belitung Timur (HP 55.650,83 ha; HPK 0,00 ha). Dalam Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana
Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034, Kawasan Hutan Produksi
diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut :

a. Kawasan untuk Rehabilitasi, kriteria Kawasan hutan dalam wilayah
DAS kritis dan areal pertambangan.
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b. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil, kriteria Kawasan
Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta
Hutan Produksi, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan
yang tidak berizin, dengan luas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar, kriteria Kawasan
Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan
penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan
Garapan yang tidak berizin.

d. Kawasan untuk non Kehutanan, kriteria Hutan Produksi dengan
penutupan hutan selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2
meter, dengan menggunakan mekanisme ijin pinjam pakai.

GambarIl.16
Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP
Tahun 2014-2034

< B o @
Sumber : RKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2034.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Di wilayah kepulauan Bangka Belitung terdapat lebih kurang 903.450 ha
kawasan pertanian dengan rincian kawasan pertanian tanaman pangan
seluas (355.453 ha), pertanian hortikultura seluas (221.512 ha),
perkebunan seluas (316.383 ha) dan kawasan peternakan seluas (10.102
ha).

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukanperikanan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri
atas:

1) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
2) PPN Sungailiat
3) PPN Tanjung Pandan*
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4) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)
a. PPI Kurau;
b. PPI Manggar;
c. PPI Sungai Selan;
d. PPI Sadai;
e. PPI Selat Nasik; dan
f. PPI Gantung
g. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas +400.000 ha
di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan
kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan
ekplorasi peningkatan status WIUP ekspolasi menjadi WIUP operasi produksi
sesuai hasil kajian, memfasilitasi dan mengawasi kegiatan operasi produksi,
identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat, dan memfasilitasi
dan mengawasi kegiatan reklamasi dan paska tambang, Penetapan kawasan
peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 ha di wilayah WP
yang menyebar di seluruhh kabupaten/kota dengan rincian a. Wilayah izin
usaha ekplorasi dan operasi produksi L.

Gambar. I1.17
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

h. Kawasan Peruntukan Industri
Arahan lokasi pengembangan kawasan industri di Provinsi ini adalah:

1) Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten
Bangka Barat;

2) Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk
Belinyu di Kabupaten Bangka;
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3) Kawasan peruntukan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
4) Kawasan peruntukan industri Ketapang di Pangkal Pinang;
5) Kawasan peruntukan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;

6) Kawasan peruntukan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten
Belitung; dan

7) Kawasan industri terpadu Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:
1) Wisata Alam, meliputi:

a) Seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau
kecil;

b) Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya
yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota,
serta kawasan Pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten
Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;

c) Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;

d) Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang
dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka
Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;

e) Taman wisata laut;

f) Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; dan

g) Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
2) Wisata budaya, meliputi:

a) Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;

b) Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;

c) Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang
memiliki ciri-ciri cagar budaya di Kabupaten/Kota;

d) Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible
maupun intangible yang ada di Kabupaten/Kota;

3) Wisata buatan, meliputi:

Kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang
merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang
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j.

meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan
resort serta fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten/Kota.

Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
memiliki luas kurang lebih 59.188 ha. Dibedakan menjadi kawasan
permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan
dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan
perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjungpandan
dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan
pada wilayah belakang (hinterland dari pusat-pusat permukiman yang disebut
di atas).

Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung berupa kawasan latihan militer di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan
Kelapa Kampit. Pada kawasan ini selain terdapat instalasi militer juga
merupakan kawasan latihan tempur yang mempunyai radius tempur udara
(air weapon range/AWR), Kawasan peluncuran Rudal dan Kawasan Militer
Angkatan Laut (LANAL). Kawasan ini menjadi sangat penting karena menjadi
salah satu basis militer TNI dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pada
kawasan perbatasan, terutama perbatasan dengan Negara Singapura,
Malaysia, Thailand dan China.

Gambar I1.18
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Kawasan Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang
didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

a) Tata ruang di wilayah sekitarnya;
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b) Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya;
dan/atau

c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas:

a) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi, meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten
Bangka;

kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan
Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan
Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;

kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara
H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;

kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten
Bangka Selatan;

kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten
Bangka Selatan;

kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di

Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;

Gambar I1.19
Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.
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9) kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;
10) kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;

11) kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung
Timur;

12) kawasan pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang, Kabupaten Belitung
Timur;

13) kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;

14) kawasan pariwisata Tanjung Kelayang - Tanjung Tinggi, Kabupaten
Belitung; dan

15) kawasan lintas timur Pulau Bangka.

b) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya, meliputi:

kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di
Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten
Belitung.

c) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung

2.1.1.8

Lingkungan Hidup, meliputi: Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten
Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan
Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di
Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan,
Jering Menduyung di Kabupatemn Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur
di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten
Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan
di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

Wilayah Rawan Bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
merupakan Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah

manusia.

Ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir pergerakan tanah dan
cuaca ekstrim (puting beliung). Di samping itu bencana non alam seperti gagal
teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan
masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan
sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel I1.29.

Tabel 11.29

Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO |

Lokasi Bencana | Jenis Bencana | Intensitas
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(€3] (2) (3) (4)

1 Bangka Banjir dan Puting beliung Sedang

2 Bangka Tengah Banjir, pergerakan tanah Rendah

3 Bangka Selatan Banjir, puting beliung, pergerakan tanah Sedang, tinggi

4 |Bangka Barat Banjir, puting beliung, pergerakan tanah Sedang

5 Belitung Banjir, puting beliung, pergerakan tanah Sedang

6  |Belitung Timur Banjir, puting beliung, pergerakan tanah Rendah, sedang
7 Pangkalpinang Banjir, puting beliung Rendah, sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2016

Bencana alam yang memberikan dampak pada 9.984 unit rumah mengalami
kerusakan ringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2016 adalah
bencan banjir bandang/rob/bah. Sedangkan korban meninggal di wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 paling banyak disebabkan oleh bencana
tanah longsor/batu/pasir, untuk lebih lengkapnya data tersebut dapat dilihat pada

Tabel I1.30.
Tabel 11.30
Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
JumlahTitik Rumah Rumah Rumah
Kejadian Lokasi Meninggal Korban Rusak Rusak Rusak
Kejadian Berat Sedang Ringan
(€)) (2) (3) (6) (7 (8 9
Banjir o 19.019
Bandang/Rob/Bah S (@070 3 KK/22 Jiwa 0 2 9.984
Angin Puting
Beliung/Angin 11 (5,21% 4 111 KK 7 8 95
Kencang
Di Laut/Pantai 6 (2,84%) 7 18 jiwa 0 0 0
Di sungai 0 0 0 0 0 0
Longsoran o "
Tanah/Batu/Pasir 8 (3,79%) 10 20 jiwa 0 0 0
Kebakaran o
e 1 (0,47%) 0 0 0 0 0
Kebakaran QD 8 KK/13
Rumah/Perumahan 11 (5,21%) 0 jiwa ? 2 2
Kebakzjlran Gedung 0 0 0 0 0 0
Pemerintahan
Kebakaran
Pasar/Ruko, Gedung,
Kantor/Sekolah 7 (3,32%) 1 10 jiwa 4 0 2
swasta, warung/toko
dan lainnya
Kabut Asap 0 0 0 0 0 0
Gempa Bumi (3 Kec) 15 (7,11%) 0 0 0 0 0
Bencana Sosial 2 (0,95%) 0 2 jiwa 0 0 0
Tersambar Petir 7 (3,32% 2 24 jiwa 0 4 0

Sumber: Data dan Informasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Mentok, Parit Tiga, Kelapa, Jebus
(Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Sungai Selan,
dan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Toboali dan Pulau
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Besar (Kabupaten Bangka Selatan); Kota Pangkalpinang; Sungai Manggar
Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung
(Kabupaten Belitung Timur); Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Sungailiat,
Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);

. Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parittiga, Kecamatan
Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar,
Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong,
Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan
Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung,
Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar
(Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan
Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis,
Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat,
Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan

Gambar I1.20
Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PETA RAWAN BENCANA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

% S

s
Belitung

Keterangan :

Golombang Pasang MW Potr

i

W sanjir Kekeringan
W rutting Bellung

M Kobakaran

M Longsor

3. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip

(Kabupaten Bangka Barat).
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator
pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita,
indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan
Williamson (indeks ketimpangan regional), dan persentase penduduk diatas garis

kemiskinan.

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro
yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu
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periode tertentu. Gambaran perkembangan PDRB Kepulauan Bangka Belitung
pada kurun waktu 2014-2018 atas dasar harga konstan dan atas dasar harga
berlaku, terlihat pada Tabel 11.31.

Perekonomian Provinsi Kepuluan Bangka Belitung tahun 2018 diukur
berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku (ADHB) mencapai
Rp. 73.069 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2018 mencapai Rp.
52.212 miliar. Berdasarkan tabel I1.10 menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2014-2018 secara nominal nilai PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK).

Tabel I1.31
PDRB Tahun 2014 -2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

No. PDRB 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
, | Dasaw e ekl 56.373,6 | 60.992,1 | 65.048,2 | 69.861,2 | 73.069
(ADHB)
Atas Dasar Harga Konstan
% |t 441594 | 459615 | 47.8483 | 499868 | 52.212

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Grafik I1.3. ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
2018 tumbuh 4,45 persen melambat dibanding capaian tahun 2017 sebesar 4,47
persen. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kontraksi
yang terjadi pada beberapa lapanga usaha yang memiliki kontribusi besar
terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan
serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
Selanjutnya PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan
kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,49 persen
terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Grafik I1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Persen)
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5,2

4,67 4,10 = 4,45

3 ADHK

2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel I1.32 menunjukkan bahwa perkembangan sektor-sektor ekonomi
pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2014-2018 ada 4 sektor lapangan usaha yang menggerakkan
perekonomian meliputi (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (ii)
Pertambangan dan Penggalian; (iii) Industri Pengolahan; (iv) Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel I1.32
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (4) (5) (6) (7)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10.748,3| 12.060,4| 13.117,1| 13.135,7| 13.159,5
Pertambangan dan Penggalian 7.622,8| 7.735,4| 7.743,3 8.182,0 7.741,5
Industri Pengolahan 12.877,3| 12.888,4| 13.074,0| 14.237,9| 15.078,7
Pengadaan Listrik dan Gas 42,0 51,1 66,5 79,4 86,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
i bel Gl D Wz 10,4 12,1 13,1 15,04 14,81
Konstruksi 4712,4| 5.264,2| 5.753,08| 6.371,9 7.110,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi | = 7,0, 4| g6341| 9.621,63|10.840,52 | 11.471,23
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 2.125,6| 2.461,8| 2.642,1 2.900,0 3.104,7
;ei?lif:‘aan Akomodasi dan Makan 1321,4| 1.4598| 1.6090| 1.7340| 1.8968
Informasi dan Komunikasi 849,1 941,7| 1.034,0 1.135,3 1.254,8
Jasa Keuangan dan Asuransi 998,5| 1.095,3| 1.198,1 1.280,6 1.408,1
Real Estat 1.823,4| 1.964,7| 2.104,4| 2.281,2 2.517,5
Jasa Perusahaan 154,0 169,6 176,3 196,7 217,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan | = 3 55 5| 34716| 3781,6| 4.1163| 43720
dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 1.362,8| 1.639,7| 1.859,5 1.190,3 2.128,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 629,9 710,7 759,8 845,2 905,7
Jasa lainnya 371,7 426,6 493,1 548,5 600,43
Produk Domestik Regional Bruto 56.373,6|60.987,3|65.048,2 | 69.861,2| 73.069,3

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

11-48



Sementara dari keempat pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
tersebut, perkembangan sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2018
sebesar Rp. 7.741,5 miliar mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp.
8.182,0 miliar, sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan.

Tabel 11.33
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.254,3 8.743,5 9.123,2 9.090 9.588,9
Pertambangan dan Penggalian 6.354,1 | 6.458,09 6.490,6 6.634,8 6.563
Industri Pengolahan 10.270,4 | 10.400,6 | 10.680,5 | 11.345,1 | 11.803,2
Pengadaan Listrik dan Gas 34,4 38,9 43,7 45,9 49,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampabh,

Lim%ah dan Daur Ulgang i 7.7 81 8,6 o4 8,9
Konstruksi 3.552,4 3.760,1 4.021,6 4.248,4 4.493,1

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.140,7 6.402,1 6.727,7 7.253,3 7.445,1

Transportasi dan Pergudangan 1.570,8 1.662,3 1.752,3 1.892,2 2.021,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan 1.000,6 | 1.0348 | 1.0865 | 11365 | 1.207,2
Minum

Informasi dan Komunikasi 790,9 849,0 926,9 1.002,8 1.110,3
Jasa Keuangan dan Asuransi 766,6 807,9 860 881,3 936,3
Real Estat 1.403,9 1.442 1.494,6 1.572,1 1.702,5
Jasa Perusahaan 115,7 120,3 120,4 127,5 136

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan/Jaminan Sosial Waiib 2.149,8 2.337,1 2.478,7 2.604,2 2.843,2

Jasa Pendidikan 964,9 1.060,0 1.139,3 1.183,2 1.289,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 500,6 533,8 559,4 605,2 632,8
Jasa lainnya 281,7 304,6 334,4 354,9 381,2

Produk Domestik Regional Bruto 44.159,4 (45.962,3 |47.848,4 |49.986,8 |52.212,1

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dengan demikian, distribusi keempat kategori terhadap PDRB Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat dominan. Sebagaimana diperlihatkan
pada tabel I1.34, menunjukkan bahwa berdasarkan nilai PDRB ADHB, persentase
distribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 66,45 persen.

Tabel 11.34
Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

No Lapangan Usaha 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1) (2) 3) 4) (5) (6) ()

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 19,22 | 19,78 | 20,17 | 18,80 | 18,01
B. Pertambangan dan Penggalian 13,52 | 12,68 | 11,90 | 11,71 | 10,59
C. Industri Pengolahan 22,84 | 21,13 | 20,10 | 20,38 | 20,64
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

dan Daur Ulang
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No Lapangan Usaha 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

(1) (2) (3) 4 | (5) | () (7)
F. Konstruksi 8,36 8,63 | 885 | 9,12 9,73
G Perdagangan Besar dan EceranMotor 13,51 | 14,16 | 14,79 | 15,52 | 15,70
H. Transportasi dan Pergudangan 3,77 4,04 4,06 4,15 4,25
I. Penyedian Akomodasi danMakan Minum 2,35 2,40 2,47 2,48 2,60
] Informasi dan Komunikasi 1,51 1,54 1,59 1,63 1,72
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,77 1,80 1,84 1,83 1,93
L. Real Estate 3,23 3,22 3,24 | 3,27 3,44

M, N. |Jasa Perusahaan 0,27 0,28 0,27 0,28 0,30
0 Adn.qinistras.i Peme?rintahan,Pertahanan dan 5,37 5,69 5,81 5,89 5,98
Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 2,42 2,69 2,86 | 2,81 2,91
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,11 1,17 1,17 | 1,121 1,24
R,S.T.U |Jasa Lainnya 0,66 0,70 0,76 | 0,79 0,82
PDRB 100,0 | 100,0 {100,0 | 100,0 | 100,0

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Selanjutnya, berdasarkan nilai PDRB ADHK Tahun 2010 (tabel II.35), rata-
rata kontribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 65,25 persen.
Dari total persentase tersebut rata-rata sekitar 20,20 persen merupakan
kontribusi dari kategori industri pengolahan sebagai sektor sekunder, sektor
primer yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,29 persen
dan pertambangan dan penggalian sebesar 11,02 persen, Sedangkan untuk
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai sektor
tersier memiliki kontribusi sekitar 15,74 persen.

Tabel I1.35
Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga

Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

No Lapangan Usaha 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 17,91 | 18,69 | 19,03 | 19,06 | 18,29
B. Pertambangan dan Penggalian 14,77 | 14,39 | 14,06 | 13,57 | 11,02
C. Industri Pengolahan 24,04 | 23,26 | 22,63 | 22,29 20,2
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,08 0,08 0,09 0,11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah 0,02 0,02 | 0,02 0,02 0,02

dan Daur Ulang
F. Konstruksi 8,09 8,04 | 8,18 8,40 9,74
G. Perdagangan Besar dan EceranMotor 13,86 | 13,90 | 13,93 | 14,07 | 15,74
H. Transportasi dan Pergudangan 3,52 3,56 3,61 3,66 4,19
I. Penyedian Akomodasi danMakan Minum 2,21 2,27 2,25 2,27 2,53
]. Informasi dan Komunikasi 1,75 1,79 1,85 1,94 1,65
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,73 1,74 1,74 1,80 1,83
L. Real Estate 3,11 3,18 | 3,14 3,12 3,38
M, N. |Jasa Perusahaan 0,26 0,26 0,26 0,25 0,29
0. Adrrllinistras.i Pemeﬂrintahan,Pertahanan dan 477 4,87 5,08 5,20 6,17
Jaminan Sosial Wajib

P. Jasa Pendidikan 2,14 2,19 2,31 2,39 2,8
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,13 1,13 1,16 1,17 1,22
R,S.T.U |Jasa Lainnya 0,62 0,64 0,66 0,71 0,82
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No Lapangan Usaha 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |2017

(1) (2) B) | @) | (5 6) | (7)
PDRB 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |100,0

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel I1.36 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB
Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tren menunjukkan terus mengalami peningkatan. Besaran
perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan
besaran perekonomian nasional relatif kecil. Oleh Kkarena itu, besaran
perekonomian daerah kabupaten dan kota juga relatif kecil.

Tabel 11.36
Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Sektor 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) 4 (5) (6)

Kabupaten Bangka 9.139.67 10.174.80 11.001.41 11.771.68 12.807.94
Kabupaten Bangka Barat 9.538.46 10.686.71 11.473.70 12.249.17 13.221.42
Kabupaten Bangka Tengah 6.198.20 6.690.27 7.056.17 7.468.64 7.971.97
Kabupaten Bangka Selatan 5.820.02 6.435.91 6.947.75 7.541.29 8.165.16
Kabupaten Belitung 6.000.33 6.731.14 7.328.17 8.001.86 8.738.19
Kabupaten Belitung Timur 5.082.82 5.666.81 6.125.94 6.604.09 7.151.86
Kota Pangkalpinang 8.414.61 9.359.68 10.234.63 11.116.23 12.113.98
g?f:{g;sg‘ KepulauanBanglka 50.388,4 5.6373,6 60.992,1 69.861,2 73.069,3

Nasional 9.546.134.0 | 10.569.705.3 | 11.531.716.9 | 12.406.809.8 | 13.588.797.3

Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Selanjutnya, dilihat berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana
diperlihatkan pada tabel I.37, juga menunjukkan bahwa besaran perekonomian
daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 relatif lebih kecil
dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional. Dari besaran PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, daerah yang memberikan kontribusi
terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat diikuti oleh Kabupaten Bangka dan Kota
Pangkalpinang.

Tabel 11.37
Perkembangan PDRB Tahun Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Sektor 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kabupaten Bangka 7.769.12 8.143.12 8.512.42 8.906,23 9.355.33
Kabupaten Bangka Barat 7.972.79 8.349.26 8.769.64 9.189.73 9.673.06
Kabupaten Bangka Tengah 5.178.28 5.255.77 5.271.87 5.432.80 5.620.43
Kabupaten Bangka Selatan 4.852.97 5.068.27 5.284.64 5.511.77 5.763.78
Kabupaten Belitung 4.934.00 5.167.07 5.400.94 5.669.54 5.969.54
Kabupaten Belitung Timur 4.258.05 4.487.30 4.675.21 4.873.90 5.110.24
Kota Pangkalpinang 6.951.02 7.247.50 7.555.02 7.945.99 8.358.48
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Sektor 2013 2014 2015 2016 2017
1) (2) (3) 4) (5) (6)
Provinsi Kepulauan Banglka 40.104.9 42.190.9 44.159.4 49.986.8 52.212
Belitung
Nasional 7.727.083.4| 8.156.497.8 | 8.564.866.6 | 8.982.511.3 |9.912.749.30
Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018
B. PDRB Per Kapita
Grafik I1.4
PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018
52.000.000
50.051.829
50.000.000 8:834:52
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2019
Nilai PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-

2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai PDRB per kapita tercatat
sebesar Rp. 41.948.368 dan mengalami peningkatan secara bertahap tiap
tahunnnya menjadi Rp. 50.051.829. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju
pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu
tersebut.

. Tingkat Inflasi

Grafik IL.5 di bawah ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2014-2018
inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat fluktuatif. Tingkat inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 mencapai 3,18 persen, ini
sedikit mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 yakni sebesar 3,13 persen.
Semenjak tahun 2017 inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada
dalam level yang ideal yaitu 3-4 persen.

Grafik I1.5
Laju Inflasi Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya
indeks pada semua kelompok pengeluaran. Dilihat dari besarnya
andil/sumbangan inflasi selama tahun 2018 kelompok pengeluaran memberikan
andil/sumbangsih terbesar adalah bahan makanan sebesar 0,87 persen.
Sedangkan kelompok pengeluaran yang paling kecil sumbangan/andilnya adalah
kesehatan sebesar 0,11 persen.

Tabel 11.38
Laju Inflasi Tahun 2014-2018 Menurut Kelompok Pengeluaran
Kelompok Pengeluaran 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1) (2) (3) (4) (5) (6
Umum 681 | 466 | 7,78 | 3,13 3,18
1.Bahan Makanan 3,39 6,63 13,49 1,66 0,87

2.Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | 8,63 7,92 4,77 2,90 0,67
3.Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 8,85 3,74 3,59 5,63 0,62

4.Sandang 6,61 2,60 7,63 2,06 0,13
5.Kesehatan 8,13 5,50 4,31 3,61 0,11
6.Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 6,65 8,62 4,04 3,36 0,25

7.Transportasi,Komunikasi dan Jasa Keuangan 6,98 -2,04 | 11,42 2,09 0,53
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Tingkat inflasi Kota Pangkalpinang, Kota Tanjung Pandan dan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan nasional selama tahun 2014-2018 tren bersifat
fluktuatif. Pada tahun 2018 inflasi Kota Pangkalpinang, Kota Tanjung Pandan dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nilai capaiannya di atas nasional dan tetap
terjaga sesuai koridornya 3-4 persen. Kota Pangkalpinang tahun 2018 merupakan
wilayah di Bangka Belitung yang memiliki tingkat inflasi paling tinggi sebesar 3,42
persen. Selanjutnya inflasi di Bangka Belitung masih relatif terkendali yang
didukung oleh koordinasi yang kuat antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
dengan instansi terkait dalam mengendalikan harga-harga bergejolak (volatile
food). Angka inflasi sebagaimana dimaksud dapat diamati pada grafik II.6.

Grafik I1.6
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Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2014-2018
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

D. Indeks Gini

Berdasarkan grafik I1.7 nilai Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama
periode 2014-2018 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki nilai Gini Ratio terendah se-
Indonesia yaitu sebesar 0,272. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta memiliki Gini
Ratio tertinggi yaitu sebesar 0,422. Gini Ratio di daerah perkotaan di Bangka
Belitungtahun 2018 sebesar 0,289, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan di
Bangka Belitung tahun 2018 sebesar 0,222. Berdasarkan daerah tempat tinggal
Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan ketimpangan yang terjadi di
perdesaan.

Grafik I1.7
Gini Ratio Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
0,295
0,275 0,288 0,276 0,272
0,414 0,402 0,394 0,391 0,384
= Nasional
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018
E. Indeks Ketimpangan Williamson

Grafik I1.8
Indeks Williamson Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Sumber: Bappeda tahun 2016, data diolah.

Pada periode 2011 sampai 2015 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan fluktuatif menurun pada
periode akhir. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291 dan menurun pada
tahun 2012 menjadi sebesar 0,284 dan naik pada tahun 2013 menjadi sebesar
0,304. Pada tahun 2014 turun menjadi 0,294 dan kembali turun menjadi 0,251 di
akhir periode 2015. Berdasarkan angka ini, maka pembangunan wilayah antar
kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendekati merata. Hal ini
sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik 1.8 berikut, yang menggambarkan
pembangunan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
A. Pendidikan
1) Angka melek huruf

Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018
berada pada 97,76 persen, artinya sekitar 98 persen penduduk di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan
menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka Melek Huruf ini merupakan
indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk justu daerah terbuka
terhadap pengetahuan.

Tabel I11.39
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ Menurut Kabupaten Kota,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung danNasional Tahun 2014 s.d 2018

No Provinsi/Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018

1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 | Bangka 98,24 97,87 97,77 97,87 98.49
2 | Bangka Barat 95,15 96,36 96,51 96,36 96.94
3 | Bangka Tengah 97,29 97,78 97,47 95,44 96.66
4 | Bangka Selatan 95,71 95,44 96,84 97,78 97.41
5 | Belitung 98,68 98,86 97,35 98,86 98.29
6 | Belitung Timur 98,92 98,77 98,28 98,77 98.03
7 | Kota Pangkalpinang 99,26 98,60 99,41 98,60 98.11
Prov. Kep. Bangka Belitung 97,60 97,63 97,66 97,63 97.76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
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Angka melek huruf di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dapat dilihat pada Tabel 11.40 berikut:

Tabel 11.40
Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

U; :1:]1)1211;1::111(511';‘(:‘11111;“ Jumlah Penduduk Angka
No Kabupaten/Kota . Usia 15 Tahun Melek
Yang Bisa Membaca
. Keatas Huruf
dan Menulis

1) (2) (3) 4) (5)
1 | Kabupaten Bangka 218.598 223.36 98.49
2 | Kabupaten Bangka Barat 133.731 138.78 96.94
3 | Kabupaten Bangka Selatan 129.505 135.69 96.66
4 | Kabupaten Bangka Tengah 124.504 127.33 97.41
5 | Kabupaten Belitung 126.995 128.46 98.29
6 | Kabupaten Belitung Timur 869.828 88.07 98.03
7 | Kota Pangkalpinang 142.962 144.99 98.11
Jumlah 963.278 986.68 97.76

2)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Data menunjukkan bahwa angka melek huruf terendah dan berada dibawah rata-
rata angka provinsi adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait
penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah.
Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan
formal yang pernah dijalani. Sementara Angka Harapan Sekolah (HLS) merupakan
salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pendidikan.
HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dari usia tujuh tahun.
Secara sederhana, HLS didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut
umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah
(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa mendatang. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi
sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang
bersekolah pada usia a dan tahun. Angka Harapan Sekolah (HLS) bersama-sama
dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan dua indikator penghitung IPM.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung 8,24. Meskipun grafiknya selama 2014-2018
mengalami peningkatan, namun masih di bawah rata-rata nasional yakni 8,42. Dari
7 Kabupaten/Kota yang ada, hanya Kota Pangkalpinang (9,78) yang angka di atas
rata-rata nasional. Kabupaten Bangka Selatan memiliki RLS penduduk usia 15
tahun keatas terendah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (6,36).

Tabel 11.41
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Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rata - rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)
No | Kabupaten/kota 2014 2015 2016 2017 | 2018

(€3] (2) (3) 4 (5) (6 ()]
1 | Bangka 7.89 7.96 8.38 8,19 8.20
2 | Belitung 7.99 8.27 8.14 8,11 8.15
3 Bangka Barat 7.19 7.43 7.56 7,06 7.18
4 | Bangka Tengah 7 6.97 7.17 6,79 6.80
5 | Bangka Selatan 6.40 5.75 6.63 6,12 6.36
6 | Belitung Timur 7.98 7.86 7.95 8,00 8.14
7 | Pangkalpinang 9.67 9.99 9.76 9,77 9.78
Jumlah 7.76 7.79 7.62 7.78 8.24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun
ke atas yang telah diselesaikan (tidak termasuk tahun mengulang). Angka rata-rata
lama sekolah diperoleh dari informasi tentang partisipasi Sekolah, Jenjang dan
jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, [jazah tertinggi, dan Tingkat/kelas
tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tabel 11.42
Angka Harapan Sekolah Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Harapan Lama Sekolah (Tahun)

No Kabupaten/Kota 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

(€))] (2) (3) 4 (5) (6) (7
1 | Bangka 12.33 12.36 12.37 12.58 12.68
2 | Belitung 10.77 11.32 11.47 11.51 11.83
3 | Bangka Barat 10.99 11.48 11.49 11.50 11.51
4. | Bangka Tengah 11.40 11.72 11.73 11.74 11.75
5. | Bangka Selatan 10.86 10.88 11.25 11.34 11.35
6. | Belitung Timur 10.94 11.28 11.46 11.48 11.49
7. | Pangkalpinang 12.74 12.76 12.77 12.78 12.83
Prov. Kep. Bangka Belitung 10.96 11.18 11.60 11.71 11.83

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
Angka Harapan Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, walau

menunjukkan peningkatan dari 10,96 (2014) menjadi 11,83 pada tahun 2018,
tetapi masih dibawah Angka Harapan Sekolah (HLS) Indonesia dengan angka
12,85. Dan apabila dilihat dari peringkat secara nasional posisi HLS berada pada
posisi 2 terbawah (urutan 33 dari 34 provinsi), hanya sedikit lebih tinggi 1,29. Saat
ini Angka Harapan Sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tertinggi di Kota Pangkalpinang (12,83), terendah di kabupaten Bangka Selatan
(11,35). Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap angka IPM secara keseluruhan.

Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APTS) adalah angka yang menunjukkan proporsi anak
menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak
menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang
dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
Penyebab anak putus sekolah antara lain: karena masalah biaya, ingin membantu
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orang tua dengan bekerja, atau penyebab lainnya seperti menikah dini. Kasus anak
putus sekolah berdampak seperti siklus. Selain berkorelasi dengan persoalan
kemiskinan, putus sekolah juga mengakibatkan bertambahnya jumlah
pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak
kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Begitu seterusnya karena tingkat
pendapatan rendah, kemampuan untuk mengakses ke pendidikan formal pun sulit
dicapai.

Tabel 11.43
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2018

Angka Putus Sekolah (%)
Kabupaten/Kota 2015 2018
SD SMP SMA SD SMP SMA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bangka 0,54 8,75 21,63 0,60 8,07 3,65
Belitung 1,05 10,39 16,62 0,00 5,62 3,76
Bangka Barat 0,21 6,64 16,08 0,77 13,47 6,67
Bangka Tengah 1,34 6,25 11,72 0,46 6,32 6,41
Bangka Selatan 0,83 7,46 21,93 0,37 7,98 23,05
Belitung Timur 2,27 12,58 9,45 0,00 7,68 13,01
Pangkal Pinang 0,00 4,25 11,51 0,00 7,73 3,67
Prov. Kep. Bangka Belitung 0,77 7,87 15,92 0,37 8,11 7,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

APTS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi terutama untuk
tingkat Sekolah Menengah yang dapat diamati pada tabel diatas. Tahun 2018 APT
SMP meningkat dari 7,87 di tahun 2015 menjadi 8,11 persen di tahun 2018 berarti
secara rata-rata dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah
bersekolah terdapat 8 sampai 9 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 8
anak yang putus sekolah. Sementara itu APK SMA menunjukkan penurunan cukup
besar dari 15,92 persen tahun 2015 menjadi 7,87 persen ditahun 2018, namun
demikian angka ini juga terbilang tinggi mengingat secara rata-rata dari 100 anak
usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 7 sampai 8 anak
yang putus sekolah dan lebih cenderung 7 anak yang putus sekolah. APTS SD
sangat baik dari 0,77 persen tahun 2015 menjadi 0,37 persen di tahun 2018 yang
berati bahwa secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau
pernah bersekolah terdapat 0 sampai 1 anak yang putus sekolah.

Untuk tingkat Kabupaten/kota, APTS cukup tinggi terutama untuk tingkat
sekolah menengah. Pada tahun 2016, APTS tertinggi SMP ada di Kabupaten Bangka
Barat yaitu 13,47 persen berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah
bersekolah terdapat 13 sampai 14 anak putus sekolah untuk usia 13-15 tahun.
Sementara kabupaten lainnya berkisar antara 5 sampai 8 anak yang putus sekolah.
sementara untuk APTS SMA, persentase tertinggi ada di Kabupaten Bangka Selatan
yaitu 23,05 persen berartisecara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah
terdapat ada 23 sampai 24 anak putus sekolah dan cenderung 23 anak putus
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sekolah usia 16-18 tahun. Disusul Kabupaten Belitung Timur sebesar 13,01 persen
yang berarti berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat
ada 13 anak putus sekolah usia 16-18 tahun. Sementara di Kota Pangkalpinang dan
Tanjung Pandan APTS SMA cukup rendah dibandingkan kabupaten lainnya yaitu
masing-masing 3,76 persen dan 3,67 persen yang menggambarkan kondisi
pendidikan yang tidak merata untuk SMA yang berlokasi jauh dari pusat kota.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah
pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur
yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan
Paket C) turut diperhitungkan.

APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan
pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut
dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi
juga menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses
pendidikan secara umum. APS juga merupakan indikator dasar yang digunakan
untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya bagi
penduduk usia tertentu di suatu daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah
semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tabel 11.44
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)) 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)

1. | SD/MI

1.1 | Jumlah murid usia 7-12 tahun 138.240 | 143.072 | 141.586 | 143.980 | 143.136

1.2 {‘;g‘l}ih penduduk kelompok usia 7-12- | 445 694 | 149300 | 150.700 | 156.800 | 156.800

1.3 | APS 7-12 tahun 96,07 | 9583 | 93,95 | 91,82 | 91,29

2. | SMP/MTs

2.1 | Jumlah murid usia 13-15 tahun 48.886 | 50.827 | 49.590 | 51.369 | 44.415

2.2 {‘;ﬂf‘lh penduduk kelompokusia13-15 | g 1 | 75100 | 72.800 | 73.800 | 73.800

2.3 | APS 13-15 tahun 70,23 70,5 6812 | 69,61 | 60,18

3. | SMA/MA/SMK

3.1 | Jumlah murid usia 16-18 tahun 36.337 | 37.172 | 36.731 | 39.245 | 37.763

3.2 {‘;ﬂf‘lh penduduk kelompok usia16-18 | ¢ 5 | 71300 | 71500 | 71.900 | 71.900

3.3 | APS 16-18 tahun 65,9 5213 | 51,37 | 5458 | 52,52

4. | DIPLOMA/PERGURUAN TINGGI

4.1 | Jumlah murid usia 19-24 tahun 10,072 3,516 19,446 19,633 20,524

42 Jumlah penduduk kelompok usia 19-24 160,473
tahun

4.3 | APS SMA/MA 19-24 tahun - 15.99

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019

Pada tabel 11.44 di atas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12
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tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitungadalah sebesar 91,29 persen. Hal ini
berarti masih ada 8,71 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah.
Sedangkan untuk APS penduduk usia 13-15 tahun baru 60,18 persen yang
bersekolah, dan masih terdapat 39,82 persen yang tidak bersekolah.

Untuk penduduk 16-18 tahun baru 52,52 persen yang bersekolah, artinya
hampir separuh (47,48 persen) penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah.
Mengingat tingginya penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak
bersekolah, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan
Angka Partisipasi Sekolah. Untuk itu perlu dilakukan analisis penyebab rendahnya
APS, apakah karena faktor budaya, kemiskinan, geografi, atau yang lainnya,
sehingga bisa diambil kebijakan berupa pemberian beasiswa, pembangunan
sarana prasarana sekolah, membangun infrastruktur dasar, atau yang lainnya.

Angka Partisipasi Kasardan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi
menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan
ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau
lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum
mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat
menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia
sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi penduduk pada
kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih sekolah terhadap
penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak
penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan
sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM 100, berarti seluruh anak usia
sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal
(Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Tabel 11.45
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
a (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. | SD/MI/Paket A
APK SD/MI/Paket A 113.22 | 111.07 [ 111.75 [ 11058 [ 111.15
APM SD/MI/Paket A 9649 | 9682 | 9633 | 96.07 | 97.71
2. | SMP/MTs/Paket B
APK SMP/MTs/Paket B 8552 | 87.60 | 8438 | 8453 | 85.93
APM SMP/MTs/Paket B 71.83 | 69.28 | 6857 | 7030 | 73.96
3. | SMA/MA/SMK/Paket C
APK SMA/MA/SMK/Paket C 7551 | 7641 | 79.10 | 82.88 | 8221
APM SMA/MA/SMK/Paket C 5693 | 4432 | 4863 | 5347 | 57.86

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019
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Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari berbagai jenjang pendidikan walau
menunjukkan peningkatan dari 2014-2018 (lihat tabel [1.45). Dari besaran APK
dan APM yang dicapai, baru APK & APM pada jenjang SD/MI yang dikatakan
berhasil. Sementara pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menunjukkan
tidak saja belum semua anak bersekolah, namun juga banyak anak bersekolah
kurang atau lebih dari usia ideal. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak
usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai
APK bisa lebih besar dari 100 persen menunjukkan bahwa terdapat murid yang
berusia di luar usia resmi sekolah, atau berdomisili di luar zona daerah di mana
sekolah berada.

a. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan APK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2018
dapat diamati pada Tabel 11.46-48 dibawah ini. APK SD/MI/Paket A, APK
SMP/MTs/Paket B, dan APK SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung mengalami tren menurun sejak 2014.

Tabel 11.46
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Tahun 2014/2018
Menurut kabupaten/kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

SD/MI/Paket A

No L e 2014 2015 2016 2017 | 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1l[iBangka 12075 | 11144 | 11142 | 11419 | 109.13
20 [ Belitung 119.73 | 10956 | 11651 | 108.60 | 110.75
3 | Bangka Barat 10560 | 11146 | 11199 | 11443 | 11496
4. | Bangka Tengah 110.60 | 11415 | 11245 | 109.57 | 108.58
5. | Bangka Selatan 106.73 | 10613 | 10834 | 10336 | 115.77
6. | Belitung Timur 11617 | 11599 | 11440 | 11579 | 108.67
7. | Pangkalpinang 11173 | 11016 | 109.63 | 10847 | 109.79
Prov. Kep. Bangka Belitung 113.22 111.07 111.75 110.58 111.15

Indonesia 109.05 | 110.50 | 109.31 | 108.50

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2019

Secara keseluruhan pada tahun 2018, APK SD/MI di 7 Kabupaten/Kota se-

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikatakan berhasil. Artinya anak berusia
SD/MI telah bersekolah seluruhnya. Dan apabila dilihat dari peringkat secara
nasional posisi APK SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (111.15) masih di
atas APK Nasional (108.50).

Tabel 11.47
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Tahun 2014/2018
Menurut kabupaten/kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

SMP/MTs/Paket B
Ll KabNpaLenfol 2014 2015 2016 2017 | 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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SMP/MTs/Paket B

No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 | 2018

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 | Bangka 79.22 89.30 86.45 88.77 90.68
2 | Belitung 80.45 84.68 92.63 100.60 92.20
3 | Bangka Barat 85.15 95.40 71.21 69.45 72.01
4. | Bangka Tengah 82.55 90.10 94.71 92.20 88.75
5. | Bangka Selatan 81.36 85.28 82.76 81.93 85.91
6. | Belitung Timur 88.75 82.56 79.73 81.74 88.69
7. | Pangkalpinang 83.59 83.88 80.40 76.22 80.94
Prov. Kep. Bangka Belitung 85.52 87.60 84.38 84.53 85.93

Indonesia 76.35 91.17 90.12 90.23

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2019

Sementara untuk APK jenjang SMP/MTs, APK tertinggi dicapai oleh
Kabupaten Belitung (92,20) dan Kabupaten Bangka (90,68), APK terendah dicapai
oleh Kabupaten Bangka Barat (72,01). Dari 7 kabupaten/kotahanya 2 (dua)
kabupaten memiliki APK di atas rata-rata nasional, sementara lima
kabupaten/kota APK nya masih di bawah rata-rata nasional. Sementara untuk
tingkat provinsi, APK Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 masih di
bawah rata-rata nasional.

Tabel 11.48
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Paket C Tahun 2014/2018
Menurut kabupaten/kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

SMA/MA /Paket C

No Kabupaten/Kota 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7
1 | Bangka 79.86 80.33 95.24 96.91 120.95
2 | Belitung 70.62 75.65 58.95 62.75 69.55
3 | Bangka Barat 73.98 65.46 83.92 93.09 71.46
4. | Bangka Tengah 71.92 79.90 67.33 78.07 71.98
5. | Bangka Selatan 68.90 48.81 75.17 73.65 48.47
6. | Belitung Timur 64.50 78.59 74.46 75.97 72.75
7. | Pangkalpinang 91.57 102.39 92.46 92.29 95.75
Prov. Kep. Bangka Belitung 75.51 76.41 79.10 82.88 82.21

Indonesia 75.53 78.02 80.89 82.84

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2018

Untuk Jenjang SMA/MA/SMK/Paket C, Angka Partisipasi Kasar (APK)
tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka (120.95), dan terendah Kabupaten
Bangka Selatan (48,47). Dari 7 kabupaten/kota, hanya 2 (dua) kabupaten/kota
yang berada di atas rata-rata provinsi (82,21) yaitu Kabupaten Bangka (120.95),
Kota Pangkalpinang (95,75), dan hanya 2 (dua) kabupaten/kotayang APK
SMA/MA/SMK/Paket C nya di atas rata-rata nasional. Sementara 5 kabupaten
lainnya memiliki APK SMA/MA/SMK/Paket C di bawah rata-rata nasional.

Grafik I1.9
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2018
Menurut kabupaten/kotase-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2019

Pada tahun 2018, khusus capaian kabupaten/kota, APK SMA/MA/SMK/Paket
C tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka (120,95), terendah Kabupaten Bangka
Selatan (48,47). APK SMP/MTs/Paket B tertinggi dicapai oleh Kabupaten Belitung
(92,20), terendah diraih oleh Kabupaten Bangka Barat (72,01). Sementara untuk
jenjang APK SD/MI/Paket A capaian tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka
Selatan (115,77), terendah oleh Kabupaten Bangka Tengah (108,58).

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan angka partisipasi murni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
periode 2014-2018 dapat diamati pada Grafik I1.10 dan Tabel 11.49. Angka
partisipasi murni SD/MI/Paket A, angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B, dan
angka partisipasi murni SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung mengalami tren menurun sejak 2014, berbeda dengan perkembangan
angka partisipasi murni Nasional, yang menunjukkan tren meningkat pada semua
jenjang pendidikan dari 2014. Pada tahun 2018, hanya angka partisipasi murni
SD/MI/Paket A yang berada di atas rata-rata Nasional, sementara angka
partisipasi murni SMP/MTs/Paket B dan angka partisipasi murni
SMA/SMK/MA /Paket C, capaiannya di bawah rata-rata nasional.

Grafik I1.10
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APM)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IndonesiaTahun 2014-2018
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Sumber : diolah dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Tabel 11.49
Perkembangan APM Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

1 (2) (3) 4) (5) (6) (7

1. | SD/MI

Jumlah siswa kelompok usia 7-12
tahun yang bersekolah di jenjang 138,240 | 143,072 | 141,586 | 143,980 | 143,136
pendidikan SD/MI/Paket A

ot preind vl sellompoli v o 143,890 | 149,300 | 150,700 | 156,800 | 156,800

7-12 tahun

APM SD/MI/Paket A 96.07 96.82 96.33 96.07 97.71
2. | SMP/MTs

Jumlah siswa kelompok usia 13-15

tahun yang bersekolah di jenjang 48,886 50,827 49,590 51,369 44,415

pendidikan SMP/MTs/Paket B

a‘gr?llgk‘t:f::“d“kkelomp"k“S“" 69,610 | 72,100 | 72,800 | 73,800 | 73,800

APM SMP/MTs/Paket B 70.23 69.28 68.57 70.30 73.96

3. | SMA/MA/SMK

Jumlah siswa kelompok usia 16-18
tahun yang bersekolah dijenjang 36,337 37,172 36,731 39,245 37,763
pendidikanSMA/MA /SMK/Paket C

a‘xihugend“d“kkelomp"k“Sla 16 75,900 | 71,300 | 71,500 | 71,900 | 71,900

APM SMA/MA/SMK/Paket C 65.9 4432 | 4863 | 5347 | 5786

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019

Perkembangan  angka  partisipasi murni pada  masing-masing
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dapat dilihat
tabel 11.50. Angka partisipasi murni SD/MI yang paling tinggi terdapat di
Kabupaten Bangka Barat. Sementara angka partisipasi murni SMP/MTs paling
tinggi diperoleh Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan angka partisipasi murni
SMA/SMK/MA paling tinggi terdapat pada Kota Pangkalpinang. Sedangkan Grafik
I1.11 menujukan Angka Partisipasi Murni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam kurun waktu tahun 2014-2018 pada jenjang tingkat pendidikan
SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/SMK/Paket C.

Gafik I11.11
Perkembangan APM Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Tabel I1.50

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
]u_m el Jumlah Jumlah
siswa Jumla . . : .
. siswa usia siswa usia | Jumlah
RCLIEE A 13-15 [y 16-18 endu
No Kabupaten/ ~ pendu tahun pendud tahunberse pduk
Kota tahun duk APM b Kol uk usia APM Kolah di . APM
berseko | usia7- €rSExoia 13-15 07an i usia
e 2 h di vl SMA/MA/ | 16-18
SMP/MTs/ SMK/Paket | tahun
SD/M1/ tahun Paket B C
Paket A
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11)
1 | Bangka 31.354 | 35464 | 94,58 9.649 16.826 | 74,12 ) 15530 | 65,38
2 | Belitung 16474 | 19.732 | 99,13 5.786 8789 | 79,72 4.890 8190 | 50,73
3 | BangkaBarat | 19.681 | 21.319 | 100 5.779 9295 | 66,43 Aele 9.944 | 53,22
g, | Eemze 22.050 | 23.154 | 97,88 5.775 10435 | 69,05 4.923 10.120 | 53,92
Tengah
g | CEmze 21.468 | 22.101 | 96,95 6.472 11.585 | 73,88 4.980 9.834 | 4847
Selatan
6. ,'?ierﬁfl“r“g 11123 | 13.254 | 98,46 3.915 6.084 | 81,09 3.481 7.076 | 61,51
7. Egngkalpma 20986 | 21.776 | 99,18 7.059 10.786 | 75,13 6.941 11.206 | 68,68
Pm"'Bli‘l*i‘:'uﬁg“gka 143.136 | 156.800| 97,71 44.415 73.800 | 73,96 37.763 71.900 | 57,86
, 22.494.7 | 27.843.4 13.440.4 13.305
Indonesia 20 oo | 9113 | 7.633.842 00 76,35 | 7.418/348 | 0% | 77,77

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Pada tahun 2018 Angka Partisipasi Murni pada tingkat pendidikan
SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung telah berada di atas rata-rata nasional, dimana APM SD/MI/Paket A
sebesar 97,71, APM nasional (91,13), dan APM SMP/MTs/Paket B sebesar 73,96,
APM nasional (76,35). Hanya APM SMA/MA/SMK (57,86) yang berada jauh di
bawah APM nasional (77,77).

Grafik I1.12

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Khusus capaian kabupaten/kota, APM SD/MI/Paket tertinggi dicapai oleh
Kabupaten Bangka Barat (100), terendah Kabupaten Bangka (94,58), APM
SMP/MTs/Paket B tertinggi dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur (81,09), terendah
diraih oleh Kabupaten Bangka Barat 66,43. Sementara untuk jenjang APM
SMA/MA/SMK APM tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang (68,68), terendah oleh
Kabupaten Bangka Selatan (48,47).

B. Kesehatan
1) Angka kelangsungan bayi hidup

Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi
buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi
menjadi hal penting diperhatikan. Perkembangan angka kematian bayi balita
diperlihatkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel I1.51
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup

Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Kabupaten/ 2014 2015 2016 2017 2018
Kota Bayi | Balita| Bayi | Balita| Bayi | Balita| Bayi | Balita| Bayi | Balita
1) (2) B @ |GG | (M| @B ]|(( |00 A1) (12)
1 |Bangka 553| 6,73 | 7,54 | 958 | 743 | 823 | 1,52 | 2,37 | 3,30 | 4,09
2 | Belitung 12,91 13,81 |11,29| 12,26 (12,17| 14,02 |10,04| 12,12 |12,14| 13,45
3 | Bangka Tengah 574 | 6,74 | 737 | 838 | 6,63 | 7,14 | 652 | 8,35 | 476 | 6,62
4 | Bangka Barat 7,61| 787 | 646 | 7,86 | 646 | 6,46 | 511 | 6,01 | 6,04 | 7,76
5 | Bangka Selatan 7,37 | 842 | 628 | 738 | 585 | 7,52 | 1,81 | 2,41 | 1,24 | 1,55
6 | Belitung Timur 10,22 11,15| 8,25 | 8,25 | 6,71 | 8,62 | 3,98 | 1,99 |13,28| 14,71
7 | Kota Pangkalpinang 292 | 3,16 | 3,38 | 3,38 | 633 | 633 | 3,11 | 3,59 | 3,25 | 3,72
Prov. Kep. Bangka Belitung | 6,92 | 7,78 | 7,05 | 8,13 | 7,22 | 8,07 | 4,21 | 5,03 | 5,44 | 6,50

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 - 2018

Berdasarkan Tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2014-
2018 di Kabupaten/Kota menunjukkan mengalami penurunan diakumulasikan
dibagi jumlah Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2018 angka kematian bayi yang
paling tinggi terdapat di wilayah Kabupaten Belitung Timur yakni sebesar 13,28
sedangkan untuk angka kematian balita yang paling tinggi terdapat di wilayah
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Kabupaten Bangka Tengah yakni sebesar 1,85. Sedangkan pada tingkat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 angka kematian bayi sebesar 5,44 dan
balita sebesar 1,06. Angka kematian bayi dan balita tersebut mengalami kenaikan
disebabkan karena pneumonia, diare serta penyebab-penyebab lainnya.

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun
2018 sebesar 70,67. UHH tertinggi masih berada di Kota Pangkalpinang yakni
72,86 tahun pada tahun 2018 diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur yakni 71,59
tahun, Kabupaten Bangka Tengah 70,78 tahun, Kabupaten Bangka 70,73 tahun,
Kabupaten Belitung 70,64 tahun, dan Kabupaten Bangka Barat 69,73 tahun.
Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 67,47 tahun.
Apabila dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dari tahun 2014 hingga tahun 2018 UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mengalami peningkatan.

Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup
tinggi.

Tabel 11.52
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten Usia Harapan Hidup (tahun)
/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) 4) (5) (6)
Bangka 70,47 70,48 70,52 70,56 70,73
Belitung 70,22 70,32 70,38 70,44 70,64
Bangka Barat 69,46 69,47 69,52 69,56 69,73
Bangka Tengah 69,98 70,28 70,38 70,49 70,78
Bangka Selatan 66,56 66,86 66,99 67,13 67,47
Belitung Timur 71,03 71,23 71,30 71,37 71,59
Pangkalpinang 72,31 72,51 72,57 72,64 72,86
Prov. Kep. Bangka 69,72 69,88 69,92 69,95 70,67
Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2018

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebanyak
44 orang, angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan angka
kematian ibu pada tahun 2017 yakni sebanyak 21 orang. Adapun penyebab
langsung besar kecilnya angka kematian ibu antara lain adalah perdarahan,
eklampsia, infeksi dan lain-lain. Data terkait dengan angka kematian ibu di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 11.53 berikut:

Tabel 11.53
Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten/Kota | Angka Kematian Ibu (AKI)
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2014 2015 2016 2017 2018

1 (2) (3) (4) (5) (6)
Bangka 7 12 6 4 9
Belitung 4 3 4 6 6
Bangka Barat 6 6 5 4 7
Bangka Tengah 4 2 2 0 6
Bangka Selatan 4 3 0 2 7
Belitung Timur 1 1 2 1 4
Pangkalpinang 2 4 5 4 5

Prov. Kep. Bangka Belitung 28 31 24 21 44

Sumber: Pemutahiran Data Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2014 s.d 2018

Bayi dengan Gizi buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi
menahun, akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk
pada anak, serta disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan
gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting
untuk tubuh. Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana
mengalami kurang gizi yang diketahui berdasarkan pengukuran antropometri
seperti pertambahan berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala,
lingkar lengan dan lain-lain. Menurut WHO, sebanyak 54 persen penyebab
kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak
yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar
dibandingkan anak yang normal.

Tabel 11.54
Perkembangan Jumlah Bayi Berat Lahir Rendah dan Gizi Buruk
Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 2015 2016 2017 2018
N RRaR e Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi
Kota e Buruk L Buruk [ Buruk [ Buruk I Buruk

(€))] (2) 3) 4) (5) (6) ™ (8) 9 | (100 | 11) | (12)
1 |Bangka 39 [194| 23 |[179| 16 169 7 196 4
2 | Belitung 1 143 4 1387 7 158 6 196 7
3 | Bangka Tengah 9 171 6 128 6 183 8 168 9
4 | Bangka Barat 9 107 | 11 | 182 | 14 142 10 117 12
5 | Bangka Selatan 5 119 10 128 7 125 10 111 11
6 | Belitung Timur 2 123 6 117 4 115 13 119 10
7 g(’ta . 3 113| 10 |117| 21 145 17 | 120 | 11

angkalpinang
Pr°"'BKe.p' ki 68 |970| 70 |998| 75 |1.037] 71 |1.027| 64
elitung

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Tabel 11.54 menjelaskan perkembangan perkembangan jumlah bayi berat
lahir rendah dan gizi buruk dari tahun 2014 sampai dengan 2018, dimana untuk
Tahun 2018 kasus Gizi Buruk paling tinggi di Bangka Barat dengan 12 kasus,
sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Bangka dengan 4 kasus. BBLR adalah
neonatus dengan berat badan lahir pada saat kelahiran kurang dari 2500 gram
(sampai 2499 gram) tanpa memandang masa kehamilan. Berat lahir adalah berat
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bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Untuk keperluan bidan di desa
berat lahir diterima dalam 24 jam pertama setelah lahir. Terdapat 2 penyebab
kelahiran bayi dengan berat badan kurang dari 2500 gram (BBLR), yaitu karena
umur kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan lebih rendah dari
semestinya, sekalipun umur kehamilan cukup atau kombinasi keduanya.

5) Persentase Stunting

6)

Grafik I1.13

Persentase Bayi kurus dan Stunting Tahun 2018
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya
asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan
pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari
standar usianya. Grafik II.13 menjelaskan kondisi persentase balita kurus dan
stunting untuk tahun 2018, dengan balita kurus paling tinggi di Kabupaten
Bangka Barat dengan persentase sebesar 7,26 persen dan yang paling rendah di
Kabupaten Belitung Timur dengan 0,79 persen. Begitu pula dengan balita stunting
paling tinggi di Bangka Barat sebesar 18,37 persen dan terendah di Belitung
Timur sebesar 2,59 persen.

Penyakit Menular
Perkembangan jumlah kasus penyakit menular cukup tinggi, yang ditunjukkan

oleh tabel berikut ini.

Tabel I1.55
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No Kabupaten/Kota HIV DBD Diare TB Malaria
(€3] (2) 3 4 (5) (6 ()]

1 |Bangka 58 87 5.791 442 20

2 |Belitung 23 127 652 325 0

3 |Bangka Barat 21 301 1.458 166 119
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7)

No Kabupaten/Kota HIV DBD Diare TB Malaria
(€3] (2) (3) (4) (5) (6) (7

4 |Bangka Tengah 12 181 2.731 207 29

5 |Bangka Selatan 7 33 2.304 194 7

6 | Belitung Timur 7 17 536 118 12

7 | Kota Pangkalpinang 45 162 1.563 453 5
Prov. Kep. Bangka Belitung 173 908 15,035 1.903 192

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Kasus tertinggi adalah diare (26.938 kasus). Sementara kasus HIV terendah,
tetapi jumlah secara absolute relative sudah besar.

Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun
waktu 2013-2017 cenderung fluktuatif, yaitu dari 5,25 persen pada tahun 2013,
kemudian mengalami penurunan tahun 2014 menjadi sebesar 4,97 persen dan
mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 5,30 persen. Kenaikan ini
cenderung dipengaruhi oleh dampak perlambatan perekonomian daerah,
sehingga penyediaan lapangan pekerjaan menjadi relatif terbatas.

Tabel I1.56
Perkembangan Kemiskinan Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. |Persentase Penduduk Miskin (%) 5,25 4,97 4,83 5,04 5,30
2, Jumlah Penduduk Miskin (ribu 70,.90 67,23 66,62 | 71,07 | 76.20
orang)
3. | Garis Kemiskinan (Rp) 427.081 469.814 488.701 [564.391|607.927
4. |Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) 0,62 0,60 0,90 0,75 0.56

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Memperhatikan Tabel I1.57, sepanjang periode tahun 2013-2017 tingkat
kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung
fluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan kota dan tingkat kemiskinan desa
sebesar 3 dan 7,92 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 dimana tingkat
kemiskinan kota 2,67 dan tingkat kemiskinan desa 7,57. Disamping itu,
kemiskinan di perdesaan masih relatif dominan dibandingkan dengan di
perkotaan. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa kurang
memberi banyak alternatif, sehingga ketergantungan pada sektor tambang dan
pertanian masih sangat besar. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan
masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Tabel 11.57
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2013-2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.

Uraian

2013

2014

2015

2016

2017

(€))

(2)

(3)

(4)

(5)

()

(7
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No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. | Tingkat Kemiskinan Kota (%) 3,47 3,04 2,77 2,67 3.00
2. | Tingkat Kemiskinan Desa (%) 6,97 6,84 6,33 7,57 7.92

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sementara itu, berdasarkan Tabel 11.58, dapat diketahui persentase jumlah
penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung dan Belitung
Timur. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka
Barat dan Kota Pangkalpinang.

Tabel 11.58
Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bangka 5.57 5.40 5,20 5,63 5,52
Belitung 7.26 8.48 7,36 8,38 7.85
Bangka Barat 3.72 3.26 3,15 3,08 2,74
Bangka Tengah 5.77 5.46 3,27 5,67 5,64
Bangka Selatan 4.4 4.01 3,87 3,74 3,62
Belitung Timur 7.43 6.90 6,68 7,33 6,99
Kota Pangkalpinang 4.29 4.15 4,04 497 5,02
Prov. Kep. Bangka Belitung 5.37 5.25 4,97 5,40 5,22

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel 11.59, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit diantara provinsi lainnya yang
ada di Sumatera, dan persentasenya juga paling rendah diantara provinsi lain
yaitu 5,3 persen pada tahun 2017. Namun demikian hal ini tidak serta merta
menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung lebih tinggi dari provinsi lainnya di Sumatera.

Tabel I11.59
Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017
Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (ribu jiwa)

Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 855,71 837,42 859,41| 841,31 829,80
Sumatera Utara 1.390,80 1.360,60 1.508,14| 1.452,55 1.320,57
Sumatera Barat 380,63 354,74 349,53 376,51 359.99
Riau 522,53 498,28 562,92| 501,59 496.39
Jambi 281,57 281,75 311,56| 290,81 278.61
Sumatera Selatan 1108,21 1.085,80 1.112,53| 1.096,50 1086.76
Bengkulu 320,41 316,50 322,83| 325,60 302.62
Lampung 1134,28 1.143,93 1.100,68| 1.139,78 1083.74
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Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kepulauan Bangka Belitung 70,90 67,23 66,62 71,07 76.20
Kepulauan Riau 125,02 124,17 114,83| 119,14 128.43

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sementara itu berdasarkan data penduduk miskin di Pulau Sumatera tahun
2014-2018, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu memiliki persentase
penduduk miskin paling rendah di Pulau Sumatera mengungguli sembilan
provinsi lainnya.

Tabel I11.60
Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 18,05 17,08 16,73 16,89 16,01
Sumatera Utara 9,38 10,53 10,35 10,22 9,22
Sumatera Barat 7,41 7,31 7,09 6,87 6,65
Riau 8,12 8,42 7,98 7,78 7,39
Jambi 7,92 8,86 8,41 8,19 7,99
Sumatera Selatan 13,91 14,25 13,54 13,19 12,80
Bengkulu 17,48 17,88 17,32 16,45 15,43
Lampung 14,28 14,35 14,29 13,69 13,36
Kepulauan Bangka Belitung 5,36 5,40 5,22 5,20 5,25
Kepulauan Riau 6,70 6,24 5,98 6,06 6,40

8)

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018
Rasio penduduk yang bekerja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Provinsi yang berpeluang
besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun
membangun bidang usaha sendiri. Rasio penduduk yang bekerja yang merupakan
perbandingan antara Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama lima
tahun (2014-2018) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif.
Melonjak secara dramatis ditahun 2016 pada angka 0,97 kemudian menurun
kembali pada tahun 2017 berada diangka 0,96 dan berlanjut hingga tahun 2018.

Tabel 11.61
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. |Penduduk Usia kerja 973.192| 998.120| 1.022.955| 1.047.683|1.073.861
2. | Angkatan Kerja 636.959| 665.842 705.173 699.017| 727.918
3. |Penduduk yang Bekerja 604.223| 623.949 686.830 672.618| 701.366
4. |Rasio Penduduk yang bekerja 0.95 0.94 0,97 0,96 0,96

Sumber: Sakernas, (Agustus), 2018
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Berdasarkan Tabel [1.61 dapat dilihat perkembangan penduduk yang
bekerja, Angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat. Hal ini mengindikasikan
bahwa meskipun penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk namun penduduk yang bekerja juga relatif terus
meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 11.62
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 s.d 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung
Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Jumlah Persentase
o Penduduk | Angkatan Kerja
Tahi 0 Usia 15 Terhada
ur Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | Bekerja Sekolah Menguru|Lainny: ]u;l}\l;h Tahlun Ke Penduduk llJ)sia
/AK Atas Kerja (TKPK)
| @ 3) 4) (5) (6) (7 (8) 9) (10 (11)
2014 | 604,223 32,736 636,959 94.86 |81,426|225,100 (29,707 | 336,233 973,192 65.45
2015 623,949 41,893 665,842 93.71 |75,602|220,803 (35,873 | 332,278 998,120 66.71
2016 | 686,830 18,343 705,173 97.40 |66,849|216,542 (34,391 | 317,782 1,022,955 68.93
2017 | 672,618 26,399 699,017 96.22 |80,170| 235,882 (32,614 | 348,666 1,047,683 66.72
2018|701,366 26,552 727,918 96.35 333,099 1,061,017 68.61

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara
ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah
angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15
tahun ke atas.

Tabel 11.63
Perkembangan Tingkat Penganggurandan TPAK Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1) (2) (3) (4) G) | (6 ()

1. |Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 62,09 | 66.71 | 68,93 | 66,72 | 67.79
2. |Tingkat Pengangguran 5.14 6.29 2,60 | 3,78 3.65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Agustus 2018)

Dari Tabel I1.63, tren TPAK dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2015 sebesar 66,71 persen
dan tahun 2016 meningkat menjadi 68,93 persen. Namun turun kembali di tahun
2017 menjadi 66,72 persen sedangkan ditahun 2018 naik ke angka 67,79 persen.

Pada tahun 2018 struktur penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang bekerja menurut lapangan pekerjaan sektor primer mengalami penurunan
dari tahun 2017, hal ini dipengaruhi dengan adanya penurunan pada lapangan
pekerjaan pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan pada lapangan
pertambangan dan penggalian cenderung stagnan. Untuk sektor sekunder dan
sektor tersier mengalami peningkatan dari tahun 2017. Lapangan pekerjaan yang
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masih dominan selain pertanian adalah perdagangan yang mengalami
peningkatan dari angka 17,48 di tahun 2017 menjadi 18,81 pada tahun 2018.

Tabel 11.64

Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2014 s.d 2018 menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjan Utama 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sektor Primer :
1. P.ertanlan, Kehutanan dan 31,41 36,63 32,13 32,56 30,99
Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian | 17,5 10,47 10,81 13,59 13,65
Sektor Sekunder:
3. Industri Pengolahan 5,88 5,75 8,17 6,56 7,05
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur Ozl bl BEEnl UAE s
Ulang
5. Bangunan 516 4,61 3,21 5,28 5,08
Sektor Tersier:
6. Perdagangan 20,45 17,55 19,21 17,48 18,81
7. Transportasi dan 2.86 2,62 2,39 2,04 1,74
Pergudangan
8. Penyeghaan Akomodasi dan 219 3,14 4,07 3,54 3,9
Makan Minum
9. Informasi dan Komunikasi,
Jasa Keuangan dan Asuransi,| 14,35 1,49 1,32 1,7 1,65
Real Estat
10. Jasa Perusahaan 0,98 1,04 0,75 0,97
11. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 5,48 5,28 6,37 6,33
Wajib
12. Jasa Pendidikan 4,26 5,01 3,75 3,96
13. .]asa Kesehatan dan Kegiatan 1,64 118 191 154
Sosial
14. Jasa Lainnya 2,99 4.6 4,01 3,82
Jumlah 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
A. Kebudayaan
1) Jumlah grup kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang
menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan
kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata,
namun yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang
dimilikinya yang saat ini dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam
mendukung pariwisata.

11-74



Tabel 11.65
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2011 | 2012 2013 2014 | 2015

(1 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jah grip Kesen 10.000

1. L‘EE di dﬁi“p esenian per 1,34 1,69 1,65 1,72 1,68
Jah gedung keseni 10.000

2. L‘::dau dii ung Kesenian per 0,0079 | 0,0078 | 0,007604 | 0,0074 | 0,0073

Rumus : jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000. Sumber: SKPD yang menangani urusan

Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu Maras
Taun, Beripat, dsb. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan, peran sanggar-
sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang
dengan baik, hal yang tergambarkan pada Tabel I1.65.

Berdasarkan data perkembangan Grup kesenian di atas, menunjukkan bahwa
pada kurun waktu 2011-2015 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah grup
kesenian dimana tahun 2011 sebesar 1,34 meningkat tahun 2012 menjadi 1,69
dan menurun pada tahun 2013 menjadi 1,65. Pada tahun 2014 kembali meningkat
dibandingkan tahun 2013 menjadi 1,72 dan kembali menurun pada tahun 2015
menjadi 1,68.

Tabel 11.66
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

umlah grup Kesenian per umlah gedung kesenian
No Kabupaten/Kota ] 10.(?002)enduduk ’ ] per 108.,’000 pinduduk
(1) (2) (3) (4)
1. | Kab. Bangka 0,503 0
2. |Kab. Belitung 0,328 0
3. | Kab. Bangka Barat 0,167 0
4. | Kab. Bangka Tengah 0,138 0,051
5. |Kab. Bangka Selatan 0,160 0
6. | Kab. Belitung Timur 0,306 0
7. | Kota Pangkal Pinang 0,291 0
Jumlah 1,894 1

Rumus : jumlah grup/klub : jumlah penduduk *10.000
Sumber: SKPD yang menangani urusan

B. Pemuda dan olahraga
1) Jumlah klub olahraga

Data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menangani pemuda dan olahraga,
serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi
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Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2018 di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik,
sepak bola, bola volij, bola basket, bulutangkis, dan pencak silat adalah sebanyak
1.361 perkumpulan. Data tersebut terdiri dari 183 perkumpulan di Kabupaten
Bangka, 246 perkumpulan di Kabupaten Belitung, 246 perkumpulan Kabupaten
Bangka Barat, 135 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 248 perkumpulan
di Kabupaten Bangka Selatan, 179 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan
124 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Apabila dilihat dari jenis
perkumpulannya, maka perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung paling banyak terdapat pada cabang sepakbola (613 perkumpulan),
kemudian bola voli (451 perkumpulan), bulutangkis (118 perkumpulan), pencak
silat (95 perkumpulan), bola basket (63 perkumpulan), dan atletik (21
perkumpulan).

Tabel 11.67
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. |Kab.Bangka 2 2 2 2 3
2. |Kab. Belitung 2 2 2 2 3
3. |Kab. Bangka Barat 2 2 2 2 3
4. |Kab. Bangka Tengah 2 2 2 2 2
5. | Kab. Bangka Selatan 2 2 2 2 3
6. |Kab. Belitung Timur 2 2 2 2 2
7. | Kota Pangkal Pinang 3 3 3 3 5
Prov. Kep. Bangka Belitung 15 15 15 15 21

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi KepulauanBangka Belitung dan Organisasi Cabang
Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel I11.67 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga atletik pada
masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun
2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada
tahun 2018, Kota Pangkalpinang memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga
atletik terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 11.68
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
&) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
1. |Kab. Bangka 34 40 40 64 64
2. |Kab. Belitung 66 80 110 120 123
3. |Kab. Bangka Barat 64 86 120 120 120
4. | Kab. Bangka Tengah 36 40 56 56 56
5. | Kab. Bangka Selatan 133 135 135 135 135
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No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6. |Kab. Belitung Timur 65 75 75 75 75
7. | Kota Pangkal Pinang 25 32 32 40 40
Prov. Kep. Bangka Belitung 423 488 568 610 613

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi KepulauanBangka Belitung dan Organisasi Cabang
Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 11.68 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga sepakbola
pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa
pada tahun 2018, Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah perkumpulan
cabang olahraga sepakbola terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
namun jumlahnya dari tahun ke tahun tidak mengalami pengurangan atau
penambahan. Sedangkan Kabupaten Belitung mengalami penambahan jumlah
perkumpulan paling banyak, yakni bertambah sebanyak 57 perkumpulan sejak
tahun 2014.

Tabel 11.69
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2014 2015 | 2016 | 2017 2018
(€D) (2) (3) (4) (5) (6) &)
1. |Kab.Bangka 9 39 25 38 47
2. |Kab. Belitung 10 56 70 76 83
3. [Kab. Bangka Barat 23 45 64 75 80
4. |Kab. Bangka Tengah 15 49 52 48 43
5. |Kab. Bangka Selatan 20 65 76 78 82
6. |Kab. Belitung Timur 10 46 65 78 81
7. |Kota Pangkal Pinang 39 45 47 40 35

Prov. Kep. Bangka Belitung 126 345 399 433 451

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi KepulauanBangka Belitung dan Organisasi Cabang
Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 11.69 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga bola voli
pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
tahun 2018, Kabupaten Belitung memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga
bola voli terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 83
perkumpulan.

Tabel I1I.70 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga bola basket
pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
Kabupaten Bangka menjadi satu-satunya kabupaten yang mengalami peningkatan
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jumlah perkumpulan cabang olahraga bola basket. Sedangkan 4 kabupaten dan 1
kota lainnya mengalami penurunan.

Tabel 11.70
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2014 s.d 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Kabupaten/Kota 2014 2015 | 2016 | 2017 2018
(€)) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
1. |Kab.Bangka 25 25 27 28 30
2. |Kab. Belitung 10 4 4 7 7
3. |Kab. Bangka Barat 7 4 4 4 4
4. |Kab. Bangka Tengah 7 7 7 7 7
5. |Kab. Bangka Selatan 3 3 3 3 3
6. |Kab. Belitung Timur 10 5 5 5 5
7. |Kota Pangkal Pinang 10 10 10 9 7
Prov. Kep. Bangka Belitung 72 58 60 63 63

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi KepulauanBangka Belitung dan Organisasi Cabang
Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel I1.71 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga bulutangkis
pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
tahun 2018, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah perkumpulan cabang
olahraga bulutangkis terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni
sebanyak 21 perkumpulan. Sedangkan Kabupaten Belitung Timur memiliki
perkumpulan cabang olahraga bulutangkis paling sedikit se-Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yakni hanya sebanyak 10 perkumpulan.

Tabel I1.71
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis Tahun 2014 s.d 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2014 2015 | 2016 | 2017 2018
(€)) (2) (3) 4) (5) (6) (@)
1. |Kab.Bangka 15 10 13 16 16
2. |Kab. Belitung 19 13 14 18 20
3. |Kab. Bangka Barat 10 19 20 20 21
4. |Kab. Bangka Tengah 20 4 8 16 18
5. |Kab. Bangka Selatan 59 6 10 12 15
6. |Kab. Belitung Timur 15 3 5 9 10
7. |Kota Pangkal Pinang 20 14 15 17 18
Prov. Kep. Bangka Belitung 158 69 85 108 118

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi KepulauanBangka Belitung

Tabel I1.72 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga pencak silat
pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
tahun 2018, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga
pencak silat terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 23
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perkumpulan. Kabupaten Bangka Tengah merupakan satu-satunya kabupaten
yang mengalami pengurangan jumlah perkumpulan cabang olahraga pencak silat.

Tabel 11.72
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak silat Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitun

No Kabupaten/Kota 2014 2015 | 2016 | 2017 2018
(€)) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
1. |Kab. Bangka 19 19 19 23 23
2. |Kab. Belitung 10 10 10 10 10
3. |Kab. Bangka Barat 16 16 18 18 18
4. |Kab. Bangka Tengah 10 10 7 7 9
5. |Kab. Bangka Selatan 9 9 10 10 10
6. |Kab. Belitung Timur 6 6 6 6 6
7. |Kota Pangkal Pinang 16 18 19 19 19
Prov. Kep. Bangka Belitung 86 88 89 93 95

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi KepulauanBangka Belitung dan Organisasi
Cabang Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2) Jumlah Gedung olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan sumber daya
manusia sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pada 2014-2018 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga
menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah
diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata
dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas +#50 ha untuk pembangunan
Sport Center, saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR)
Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh venue cabang
olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Tabel I1.73
Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 | 2015 2016 2017 | 2018
(€)) (2) (3) (4) (5) (6) (7
1. |Jumlah gedung Olahraga 10 10 10 10 12
2. |Jumlah Lapangan Olahraga 1730 1731 1731 1732 1732

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami
peningkatan walaupun tidak terlalu banyak, dimana jumlah gedung olahraga
sebanyak 12 buah dan lapangan olahraga pada tahun 2018 sebanyak 1.732 buah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
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2.1.3.1. Fokus layanan urusan wajib
A. Urusan Pendidikan
1) Angka partisipasi sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah
pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur
yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan
Paket C) turut diperhitungkan. APS dikenal sebagai salah satu indikator
keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi
nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan
akses pendidikan. APS yang tinggi juga menunjukkan terbukanya peluang yang
lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Semakin tinggi Angka
Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan
mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada Tahun 2014 s/d 2018 disajikan pada Tabel 11.74.

Tabel 11.74
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

(€)) (2) (3) 4) (5) (6) (7

1. | SD/MI

1.1 | Jumlah murid usia 7-12 tahun 138.240 | 143.072 | 141.586 | 143.980 | 143.136

1.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 | 143.890 | 149.300 | 150.700 | 156.800 | 156.800
tahun

1.3 | APS 7-12 tahun 96,07 95,83 93,95 91,82 91,29

2. | SMP/MTs

2.1 | Jumlah murid usia 13-15 tahun 48.886 | 50.827 | 49.590 | 51.369 | 44.415

2.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 13- 69.610 | 72.100 | 72.800 | 73.800 | 73.800
15 tahun

2.3 | APS 13-15 tahun 70,23 70,5 68,12 69,61 60,18

3. | SMA/MA/SMK

3.1 | Jumlah murid usia 16-18 tahun 36.337 | 37.172 | 36.731 | 39.245 | 37.763

3.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 16- 75.900 | 71.300 | 71.500 | 71.900 | 71.900
18 tahun

3.3 | APS 16-18 tahun 65,9 52,13 51,37 54,58 52,52

4. | DIPLOMA/PERGURUAN TINGGI

4.1 | Jumlah murid usia 19-24 tahun 10,072 3,516 19,446 19,633 20,524

4.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 19- 160,473
24 tahun

4.3 | APS SMA/MA 19-24 tahun - - - - 15.99

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Pada tabel 11.74 di atas Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12
tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 91,29 persen. Hal ini
berarti masih ada 8,71 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah.

I1-80



2)

Sedang untuk APS penduduk usia 13-15 tahun baru 60,18 persen yang bersekolah,
dan masih terdapat 39,82 persen yang tidak bersekolah. Untuk penduduk 16-18
tahun baru 52,52 persen yang bersekolah. Mengingat tingginya penduduk usia 13-
15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Pemerintah Daerah perlu
mengambil kebijakan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Untuk itu
perlu dilakukan analisis penyebab rendahnya APS, apakah karena faktor budaya,
kemiskinan, geografi, atau yang lainnya, sehingga bisa diambil kebijakan berupa
pemberian beasiswa, pembangunan sarana prasarana sekolah, membangun
infrastruktur dasar, atau yang lainnya

Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah /Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan untuk menampung semua
penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap
10.000 penduduk. Selama kurun waktu 2014-2018 rasio ketersediaan sekolah
untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan.

Tabel I1.75
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Jenjang Pendidikan 2014 2015 2016 2017 2018
(6)) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
1. [SD/MI
Jumlah gedung sekolah 812 830 846
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 148.649 | 151.846 161477
tahun
Rasio 54,63 54,66 52,39
2. |SMP/MTs
Jumlah gedung sekolah 232 244 258
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 79 284 73840 78.522
tahun
Rasio 32,10 33,04 32,86
3. |SMA/MA/SMK
Jumlah gedung sekolah 139 139 152
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 71981 73531 78.192
tahun
Rasio 19,31 18,90 19,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Data mengenai ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2018
menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada
Tabel I1.76.

Tabel I1.76
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah s.d 2018
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No

Kabupaten/ SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
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Kota et Jumlah Jumlah Jumlah Tk Jumlah
pendudu . gedung | penduduk . pendud .
gedung K usia 7 Rasio Kol ia13 Rasio | gedung Kk usi Rasio
sekolah usia 7- sekola usia 13- sekolah | Wkusia
12 th h 15 th 16-18th
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (3 (9) (10) (11)
1 Bangka 189 36.559 51.70 60 17.866 33.58 36 17.548 | 20.52
2 Belitung 122 20.331 60.01 32 10.315 31.02 16 10.291 15.55
3 Bangka Barat 138 23.862 57.83 46 10.976 4191 23 10.595 | 21.71
4. Bangka 101 21.915 46.09 30 10.771 27.85 17 10.908 | 15.58
Tengah
5. Bangka 98 24.372 40.21 38 11.713 32.44 22 11428 | 19.25
Selatan
6. Belitung 106 13.690 77.43 25 6462 38.69 16 6275 25.50
Timur
7. Pangkalpina 92 20.749 44.34 27 10.419 2591 22 11.150 19.73
ng
Jumlah 846 161.477 52.39 258 78.522 32.86 152 78.192 19.44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Rasio ketersediaan sekolah Tahun 2018 tingkat SD/MI terendah terdapat di
Kabupaten Bangka Selatan 40,21, tingkat SMP/MTS terendah di Kota
Pangkalpinang yaitu 25,91 dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Belitung yaitu 15,55,
Sedangkan rasio ketersediaan sekolah Tahun 2018 tingkat SD/MI tertinggi
terdapat di Kabupaten Belitung Timur 77,43, tingkat SMP/MTS di Bangka Barat
dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Belitung Timur yaitu masing-masing 41,91 dan
25,5.

3) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid
dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata
jumlah guru yang dapat melayani murid disuatu sekolah atau daerah tertentu.
Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenaga pengajar harus
melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung disajikan pada Tabel I1.77 berikut.

Tabel 11.77
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Jenjang Pendidikan 2014 2015 2016 2017 2018
1 (2) (3) (4) (5) (6) ()]
1. | sD/MI
Jumlah guru 9,303 9,701 9,283 8544 8665
Jumlah murid 165,347 165,903 164,727 166610 168877
Rasio 17.77 17.10 17.75 19.50 19.49
2. | SMP/MTs
Jumlah guru 3,839 4164 3920 3836 3883
Jumlah murid 65,222 68,308 67,152 69,064 68,078
Rasio 16.99 16.40 17.13 18.00 17.53
3. | SMA/MA/SMK
Jumlah guru 3,463 3,615 3,544 3,451 3,600
Jumlah murid 48,875 50,978 50,839 54,083 56,098
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No Jenjang Pendidikan 2014 2015 2016 2017 2018

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7

Rasio 14.11 14.10 14.35 15.67 15.58

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada kurun waktu 2014-2018, rasio guru dan murid tertinggi ada pada
jenjang pendidikan SD/MI yaitu 19,50 pada Tahun 2017. Hal ini disebabkan
jumlah guru pada tingkat SD/MI cenderung menurun setiap tahunnya sementara
jumlah murid mengalami peningkatan. Jumlah guru pada tingkat SMP/MTs yang
selalu meningkat sampai tahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2018
dengan jumlah murid yang semakin bertambah yang menyebabkan rasio guru dan
murid menjadi meningkat juga. Hal yang sama terjadi pada kondisi guru dan murid
pada tingkat SMA/MA/SMK. Walaupun pada setiap tingkatan sekolah rasio guru
dan murid mengalami fluktuasi naik dan turun namun secara umum rasio guru
dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan.

Tabel 11.78
Jumlah Guru dan Murid Tahun s.d 2018 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
Kabupaten/

No Kot Jumlah | Jumlah . Jumlah | Jumlah . Jumlah | Jumlah .

ota . Rasio . Rasio . Rasio
guru murid guru murid guru murid

(6)) (2) (3) 4) (5) (6) (7) 3 E)] (10) (11)
1 Bangka 1,810 37,705 20.83 927 16,153 | 17.43 812 12,413 | 15.29
2 Belitung 1,118 19,356 17.31 448 8,388 18.72 429 7,361 17.16
3 Bangka Barat 1,407 25,535 18.15 607 9,244 15.23 468 7,413 15.84
4. | Bangka Tengah | 1,123 23,388 | 20.83 469 9,103 19.41 404 6,673 16.52
5. | Bangka Selatan 1,204 24,895 | 20.68 555 8,939 16.11 458 6,744 14.72
6. | Belitung Timur 875 13,044 | 1491 355 5,719 16.11 340 4,650 13.68
7. | Pangkalpinang 1,128 24,954 | 22.12 522 10,532 | 20.18 689 10,844 | 15.74

Jumlah 8,665 168,877 | 19.49 3,883 68,078 17.53 3,600 56,098 15.58

B.
1)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Berdasarkan Tabel I1.78, rasio guru dan murid pada Tahun 2018 pada tingkat
SD/MI tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu masing-masing 22,12, tingkat
SMP/MTs di Kota Pangkalpinang yaitu 20,18 dan tingkat SMA/MA/SMK di
Kabupaten Belitung yaitu 17,16.

Urusan Kesehatan
Jumlah rumabh sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada kurun waktu 2014-2018, ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya rumah
sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan di
setiap kabupaten kota sudah memiliki rumah sakit pemerintah. Berikut ini jumlah
rumabh sakit pemerintah diuraikan pada Tabel I1.79.

Tabel I1.79
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Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun
Kabupaten/kota
2014 2015 2016 2017 2018
1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangka 2 2 2 3 4
Belitung 1 1 1 1 1
Bangka Barat 1 1 1 1 1
Bangka Tengah 1 1 1 1 1
Bangka Selatan 1 1 1 1 1
Belitung Timur 1 1 1 1 1
Pangkal Pinang 1 1 1 1 1
Prov. Kep. Bangka Belitung 8 8 8 9 10

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

2) Rasio Rumabh Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang

terorganisir serta

sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan

pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis

serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel I11.80
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
(€3] (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. |Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) 7 9 10 10 10
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan
2. |Penyakit Khusus Lainnya milik 1 1 1 1 1
Pemerintah
umlah Rumah Sakit AD/AU/AL
3. {3 OLRI /AU/AL/ 1 1 1 1 1
4. | Jumlah Rumah Sakit Daerah 7 8 9 9 9
5. | Jumlah Rumah Sakit Swasta 6 7 8 9 14
6. |Jumlah Seluruh Rumah Sakit 14 16 18 19 25
7. | Jumlah Penduduk 1.360.152 | 1.345.316 | 1.346.203 | 1.368.487 | 1.375.053
8. |Rasio 0.10 0.11 0.13 0.13 0.18

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018 (*= RSUD)

Tabel II. 81 menunjukkan data Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Kota Pangkalpinang memiliki rasio paling tinggi yakni sebesar 0,044,
sedangkan Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan memiliki rasio paling

rendah yakni 0,010.

Tabel 11.81
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Rumah Sakit
Rumah Sakit e Rumabh Sakit
penyakit Rumabh Sakit Rumah Sakit
Kabupaten Umum AD/AU/AL/PO Total
No (Bemerintah Khusus LRI Daerah Swasta
/Kota Lainnya Milik
Pemerintah
Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio |Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) | (0) (11) (12) | (a3) | (14)
1 |Kab.Bangka 4 0,012 1 0,003 - - 3 0,009 2 0,006 10 0,030
) |[ELBEEIE e 0,005 : : : : 1 |0,005 2 0,010 4 [0,020
Barat
3 |Kab-Bangka | 0,005 - - - - 1 |0,005 - - 2 |0010
Tengah
g |BERERREE 0,005 : : : : 1 |0,005 : : 2 |o,010
Selatan
5. Kat?. 1 0,005 - - - - 1 0,005 2 0,010 4 0,020
Belitung
Kab.
6. | Belitung 1 0,008 - - - - 1 0,008 - - 2 0,016
Timur
7. {(‘?ta Pangla | 4 0,004 : : 1 0,004 1 |0,004 7 0032 | 10 |0,044
pinang
Jumlah 10 0,04 35 0,00 - 9 7 0,03 34 0,150

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 11.82 di bawah ini. Pada tahun
2018 terdapat penambahan 1 (satu) puskesmas yaitu Puskesmas Perlang di
wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan 2 (dua) puskesmas pembantu di
karenakan Kabupaten Bangka bertambah 2 (dua) pustu, Kabupaten Belitung dan
Belitung Timur berkurang 1 (satu) pustu, Kabupaten Bangka Barat dan Bangka
Tengah bertambah 1 (satu) pustu.

Tabel 11.82
Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
(€3] (2) (3) 4) (5) (6) (N
1 |Bangka 12 12 12 12 12
2 |Belitung 9 9 9 9 9
3 |Bangka Tengah 8 8 8 8 9
4 |Bangka Barat 8 8 8 8 8
5 |Bangka Selatan 9 9 9 9 10
6 |Belitung Timur 6 7 7 7 7
7 | Kota Pangkalpinang 9 9 9 9 9
Prov. Kep. Bangka Belitung 61 62 62 62 63

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel 11.83 di bawah, terlihat bahwa
persentase keluarga yang memiliki akses terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)
pada tahun 2018 di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan dibanding
tahun 2017, namun terdapat juga daerah yang mengalami penurunan seperti
terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten
Belitung Timur. Dari 7 kabupaten/kota, terdapat 3 kabupaten yang realisasinya di
bawah target indikator dan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Bangka Tengah,
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Bangka Selatan, Belitung Timur yang tidak mencapai 75, sementara dua kabupaten
yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka yang berada di bawah rata-rata
provinsi. Hanya Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat yang berada di
atas rata-rata provinsi.

Tabel 11.83
Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum

Berkualitas (Layak) Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)

1 |Bangka 87,7 75,3 77,94 78,14

2 |Belitung 75,6 84,5 74,22 76,08

3 |Bangka Tengah 48,2 47,7 56,84 59,52

4 |Bangka Barat 87,4 83,7 89,46 88,82

5 |Bangka Selatan 76,4 59,6 74,75 73,62

6 |Belitung Timur 100 76,6 76,02 74,97

7 | Kota Pangkalpinang 92,0 87,7 88,70 94,38
Prov. Kep. Bangka Belitung 80,2 73,7 77,64 78,66

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Target eliminasi malaria di Bangka Belitung adalah sampai tahun 2020 sesuai
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 293/MENKES/SK/IV/
2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia serta dengan dukungan peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 tahun 2009 tentang eliminasi
malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta untuk mencapai Bangka
Belitung bebas malaria diupayakan angka API < 1%o. Selama tiga tahun berturut-
turut tidak ada kasus indigenous dengan sistem surveilans yang sudah baik. Pada
tahun 2018 di seluruh provinsi ditemukan kasus malaria sebanyak 94 kasus atau
mampu menekan kasus < dari 1/1000 penduduk, hal ini mengalami penurunan
dari tahun 2017 sebanyak 359 kasus. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah
menerima sertifikat eliminasi malaria sebanyak 5 sertifikat eliminasi malaria yaitu
Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 11.84
Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2014 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Bangka 0,48 0,21 0,13 0,05 0,07
2 Belitung 1,31 0,09 0,01 0,01 0,00
3 Bangka Tengah 2,28 0,19 0,36 0,24 0,12
4  |Bangka Barat 0,98 0,74 0,09 0,00 0,053
5 Bangka Selatan 1,63 0,30 0,17 0,16 0,04
6 Belitung Timur 0,98 0,05 0,07 0,00 0,10
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No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
7 Kota Pangkalpinang 0,31 5,18 0,92 0,01 0,03
Prov. Kep. Bangka Belitung 1,39 0,68 0,97 0,24

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian
serius dari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin
tersedianya akses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang terlaporkan pun
semakin banyak. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan gejala
penyakit berat karena menurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (Human
Immuno Deficiency Virus). Berdasarkan hasil surveilans kasus AIDS di rumah sakit,
pada tahun 2018, laporan Kasus HIV direkapitulasi dari data SIHA online yang
dikirim dari Kabupaten/Kota, laporan laporan kegiatan konseling dan tes HIV yang
dilakukan di layanan KTHIV di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung di layanan Konseling dan Tes Sukarela jumlah yang positif HIV
sebanyak 173 orang, jumlah kasus HIV meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan adanya fenomena gunung es dalam
masalah HIV dimana peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti
merupakan suatu kegagalan, melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang
terlaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan.
Jumlah kasus HIV/AIDS perKabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I11.85
Jumlah Kasus HIV Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Kabupaten/Kota 2014 | 2015 2016 2017 2018
(€3] (2) (3) (4) (5) (7N (8)
1 |Bangka 53 25 25 70 58
2 |Belitung 234 27 27 31 23
3 |Bangka Tengah 19 35 35 13 12
4 |Bangka Barat 14 16 16 34 21
5 |Bangka Selatan 15 0 0 8 7
6 |Belitung Timur 3 4 4 3 7
7 |Kota Pangkalpinang 67 65 65 111 45
Prov. Kep. Bangka Belitung 205 162 111 270 173

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sepanjang tahun 2014-2018 mengalami kenaikan. Angka kasus paling
tinggi di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 301 kasus. Pada tahun 2018,
Penurunan angka kesakitan DBD cukup signifikan dimana angka penurunan
terbesar terdapat di Kabupaten Belitung Timur, dari 41 kasus pada 2017 menjadi
17 kasus pada 2018, sementara kabupaten yang terus mengalami kenaikan
signifikan pada tahun 2017 ke tahun 2018 adalah kabupaten Belitung, Bangka
Tengah dan Bangka Barat. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi
permasalahan kesehatan masyarakat yang berarti. Penyakit yang ditularkan oleh
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nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus ini kerap menimbulkan kepanikan di
masyarakat karena penyebarannya yang cepat dan potensinya menyebabkan
kematian. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang
potensial untuk menimbulkan kejadian luar biasa. Penyakit Dengue (DBD) dapat
menyerang semua umur, terutama anak-anak. Penyakit ini pun rawan
menimbulkan kematian. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sampai saat ini
masih merupakan masalah kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Pencapaian keberhasilan pengendalian penyakit DBD mengacu pada indikator
kinerja utama program pengendalian penyakit arbovirosis adalah Kabupaten/Kota
dengan inciden rate DBD < 49 per 100.000 penduduk dan cases fatality rate (CFR)
< 1 persen.

Tabel 11.86
Jumlah Kasus Penyakit DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2018
No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
1) (2) 3) (4) (5) (7) (8)
1 Bangka 74 206 67 62 87
2 Belitung 36 114 158 2 127
3 Bangka Tengah 95 158 126 50 301
4 |Bangka Barat 45 77 65 87 181
5 |Bangka Selatan 55 89 24 45 33
6 Belitung Timur 9 26 12 41 17
7 | Kota Pangkalpinang 18 77 38 52 162
Prov. Kep. Bangka Belitung 332 747 498 339 908

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018
Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan

peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga
dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada
masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana
dan prasarana kesehatan tersebut. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan
yang dislenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
yang: a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat; b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; c.
Hidup dalam lingkungan sehat dan; d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal
baik individu, keluarga kelompok dan masyarakat.
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Tabel 11.87

Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 2015 2016 2017 2018
No Kabupaten/Kota Puskes | Puskesmas | Puskes Puskesmas | Puskes | Puskesmas | Puskes | Puskesmas |Puske|Puskesmas
mas Pembantu mas Pembantu mas Pembantu mas Pembantu | smas | Pembantu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 |Bangka 12 36 12 33 12 35 12 33 12 35
2 |Belitung 9 31 9 33 9 32 9 33 9 32
3 |Bangka Tengah 7 18 8 19 8 20 8 19 9 20
4 |Bangka Barat 8 19 8 18 8 19 8 18 8 19
5 |Bangka Selatan 8 29 9 29 9 28 9 29 10 29
6 |Belitung Timur 6 18 6 18 7 17 7 18 7 17
7 |Kota Pangkalpinang 9 19 9 19 9 19 9 19 9 19
Prov. Kep. Bangka Belitung 61 169 61 169 62 170 62 169 63 171
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018
Tabel 11.88
Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
. 2014 2015 2016 2017 2018
Wilayah
U G| Sp| U G| Sp |SpG | U G| Sp [SpG | U G| Sp |SpG | U G| Sp | SpG
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 | 14| 15 16 17 |18 | 19 20
Prov. KepulauanBangka Belitung 10 01 25 7 23 0 24 1 9 0 27 7 24 0 31 6 31 3
Bangka 61 | 9 |16 | 82 |17 | 47 3 68 | 25| 40 0 107 | 21| 27 0 25 | 6 | 35 0
Belitung 40 | 10| 6 | 45 |14 | 18 3 67 | 14| 39 1 39 [ 11| 25 1 37 | 5 15 2
Bangka Tengah 44 | 7 | 5| 47 |11] 6 0 39 | 9 7 1 46 | 10| 20 0 44 | 1 8 0
Bangka Barat 36 | 7| 3| 42 5 7 0 48 | 9 7 0 65 |10 | 8 0 19 | 3 | 22 2
Bangka Selatan 23 7 13 32 7 6 0 28 | 5 11 0 36 | 6 9 0 21 2 6 0
Belitung Timur 32 |10 4 | 41 | 9 10 0 37 | 8 | 11 1 53 8 9 1 38 1 11 1
Pangkalpinang 56 |19 |42 | 69 |25 | 44 5 75 | 24| 46 5 80 |22 | 28 3 40 | 7 | 30 3
Jumlah 292 |69 |83 | 383 | 95 | 161 8 386 | 95 | 179 8 453 | 95 | 150 5 255 |31 | 158 | 11

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013-2018
Keterangan :
U : Dokter UmumG : Dokter gigiSp : Dokter Spesialis
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Berdasarkan data pada Tabel I11.88 terlihat bahwa jumlah dokter terus
mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan
kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan
dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya
masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan
memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

3) Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam
pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh
masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan
teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai
strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil,
melahirkan dan nifas);

2. Membudayakan NKKBS;

3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan
kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk
tercapainya masyarakat sehat sejahtera;

4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan
Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia
dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang
meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat
dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan
pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta
perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa
strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak
seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk
menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan
pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak
secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut diatas
perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya
peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak
sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan
anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.
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Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas
agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan
idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio
ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa
selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat
penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya
dalam pembangunan daerah.

Tabel 11.89
Jumlah Posyandu Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Strata Posyandu
No Kabupaten/Kota Pratama | Madya | Purnama | Mandiri Total
1) (2) (3) (4) (5) (6 (7
1 Bangka 15 44 71 228
2 Belitung 0 42 110 177
3 Bangka Barat 2 64 86 182
4 Bangka Tengah 13 96 29 138
5 Bangka Selatan 15 80 119
6 Belitung Timur 0 14 135
7 Pangkalpinang 0 27 116
Provinsi 45 367 1.095

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Penataan Ruang

Dari Tabel 11.90 dapat diketahui bahwa total lahan yang dikategorikan kritis di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 20.688 ha atau 1,24 persen, total lahan
yang dikategorikan kurang produktif seluas 1.187.155 ha atau 71,11 persen, dan
total lahan tidak kritis seluas 461.576 ha atau 27,65 persen.

Tabel 11.90
Total Luas Kelas Lahan Kritis Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Luas Kelas Lahan Kritis(Ha)
Kabupaten/Kota Tidak Kritis | Potensial kritis | Agak kritis Kritis S]zrl;tgiast Total
(1) (2) (3) 4) (5) (6) ()

Bangka 58.469 151.187 87.079 4.832 301.566
Bangka Barat 82.764 148.768 49.279 4.006 12 284.739
Bangka Selatan 63.503 221.296 79.855 4.630 191 369.475
Bangka Tengah 52.017 91.008 71.149 1.776 57 216.007
Belitung 93.307 86.806 44.995 977 226.084
Belitung Timur 106.771 89.947 59.569 4.189 260.476
Pangkalpinag 4.568 5.679 232 10.569

Jumlah 461.576 794.718 392.437 20.428 260 1.669.419

Sumber: Review Lahan Kritis Tahun 2018/BPDASHL Baturusa Cerucuk

Apabila dibandingkan dengan data kelas lahan kritis tahun 2014 yang dirilis
oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat
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disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan luas lahan kriteria kritis dan sangat
kritis yang cukup signifikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun
2014, luas kelas lahan kriteria kritis adalah 140.887 ha dan luas kelas lahan
kriteria sangat kritis adalah 112.879 ha sehinga masing-masing kriteria tersebut
turun sebesar -85,50 persen dan -99,77 persen. Penurunan tersebut berkorelasi
positif dengan peningkatan luas lahan kriteria tidak kritis yang berlipat-lipat.
Sementara itu, luas lahan kriteria potensial kritis menunjukkan peningkatan
sebesar 27,25 persen dari 624.532 ha (Tahun 2014) menjadi 794.718 ha (Tahun
2018). Hal ini disebabkan oleh kondisi alami lahan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang sebagian besar berupa rawa-rawa.

Urusan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam mendukung target sasaran
pembangunan daerah yaitu, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Capaian kinerja pembangunan pada urusan tata ruang salah satunya adalah
dengan melihat kesesuaian antara perancanaan pembangunan daerah dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Gambaran mengenai capaian kinerja urusan
penataan ruang, adalah sebagaimana yang tertuang didalam Tabel 11.91 berikut.

Tabel 11.91
Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang
Tahun 2013 s.d 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja Sasaran 2013 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

(€)) (2) (3) (4) (5) (6) (&) 3

Capaian Luas Kawasan Lindung

Terhadap Luas Wilayah Bangka 11.57 11.57 11.57 20.98 | 20,17 | 20,17
Belitung (%)

Ketaatan terhadap RTRW 95.00 | 100.00 | 100.00 80.14 | 80,14 | 80,14
P.ersentase Kawasan Strategis yang 350 6.89 1720 21 167 167
dikembangkan

Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus i i 1 1 1 1

yang dikembangkan

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 11.91 diatas, dapat terlihat persentase capaian luas
kawasan lindung terhadap luas wilayah Bangka Belitung meningkat dari 11,57
persen menjadi 20,17 persen, begitu pula dengan persentase kawasan strategis
yang dikembangkan meningkat sedikit dari 17,20 persen di tahun 2015 menjadi
20 persen ditahun 2019. Angka-angka tersebut berada diatas target yang telah
ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi
ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah menunjukkan penurunan sebesar
19,86 persen dan berada di bawah target RPJMD yaitu 100 persen.

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Kelayang Belitung. Penetapan KEK Pariwisata
tersebut diharapakan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
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ekonomi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.
2) Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah
dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang
pembangunan. Salah satunya adalah untuk memastikan panjang jalan dan
jembatan dalam kondisi mantap. Perkembangan panjang jalan berdasarkan
kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada tahun
2019 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel 11.92 berikut:

Tabel 11.92
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang
Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km) Tahun 2019

No Kondisi Jalan Negara Provinsi

(1) (2) (3) (4)

1. | Jenis Permukaan
Diaspal 600,42 850,99
Kerikil 0 0
Tanah 0 0

2. | Kondisi Jalan
Baik 462,935 475,96
Sedang 135,055 235,96
Rusak 2,267 84,21
Rusak Berat 0,163 54,86

Sumber: Dinas PUPR, 2019

Grafik I1.14
Panjang Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Per Kewenangan (Km) Tahun 2019

850,99 853,961

403,137

Sumber: Dinas PUPR, 2019

Berdasarkan data diatas panjang jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
adalah sepanjang 850,99 Km dengan rincian terdapat 54,86 km panjang jalan
provinsi dalam keadaan rusak berat, 84,21 km kondisi jalan rusak, 235,96 km
kondisi jalan dalam keadaaan sedang dan 475,96 km kondisi jalan dalam keadaaan
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baik. Dengan kondisi yang demikian, maka peningkatan kualitas jalan harus
mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Tabel 11.93
Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang
Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Meter), Tahun 2019

Jenis Kontruksi Negara Provinsi
(€)) (2) (3)
1. Beton+Kayu/Baja+Kayu 64,9 0
2. Beton Bertulang 1646,60 227791
3. Rangka baja 1122,85 759,70
Jumlah/Total 2834,35 3037,61

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Tahun 2019

Berdasarkan data diatas, pembangunan jembatan yang sudah dibangun oleh
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sepanjang 3.037,61 Meter
yang terdiri dari Kontruksi Jembatan Beton Bertulang sepanjang 2277,91 Meter
sedangkan kontruksi jembatan dari Rangka Baja sepanjang 759,70 Meter.

D. Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam rangka untuk
memastikan bahwa seluruh masyarakat telah bersanitasi, pengurangan kawasan
kumuh, rumah tangga pengguna air bersih dan rumah layak huni. Gambaran
mengenai perkembangan hal tersebut adalah sebagaimana disajikan pada tabel

11.89.

Tabel 11.94
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi, Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih,
Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018

Persentase Persentase Persentase
Rumah Tangga Rumah Tangga Persentase Rumah Kawasan
Sabingt ol Bersanitasi Pengguna Air Bersih el Kumuh
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 | 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Bangka 91,67 94,99 98,11 98,50 98,01 98,01 0,02 0,03
Belitung 81,60 81,81 100,00 76,28 94,42 100,00 0,04 0,30
Bangka Barat 82,68 91,12 89,16 91,07 98,92 89,99 0,03 0,029
Bangka Tengah 90,05 92,10 80,32 82,63 97,13 97,98 0,02 0,30
Bangka Selatan 79,63 80,93 72,38 73,93 97,14 91,23 0,01 |0,0094
Belitung Timur 69,39 74,01 76,22 84,47 54,53 58,89 0,04(0,0118
Kota = 94,47| 9484  9447| 9506 9545| 9504 159| 0,18
Pangkalpinang
Banpgrl‘(’:'];fji‘;mg 84,21| 87,11| 87,24 8514 8991 90,16/ 025 0,12

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kep. Bangka Belitung, 2017-2018
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Persentase rumah tangga bersanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
pada tahun 2017 sebesar 84,21 persen dan pada tahun 2018 sebesar 87,11 persen
mengalami kenaikan sebesar 2,9 persen dengan Kabupaten/kota yang bersanitasi
tertingi pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Bangka sebesar 94,99 persen dan yang
terendah yaitu Kabupaten Belitung Timur dengan capaian pada tahun 2018
sebesar 74,01 persen.

Persentase rumah tangga pengguna air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada tahun 2017 sebesar 87,24 persen dan pada Tahun 2018 sebesar
85,14 persen. Terjadi penurunan persentase penggunaa air bersih sebesar 3,1
persen dikarenakan banyaknya SPAM Pedesaan yang belum optimal
penggunaannya. Pada tahun 2018, Kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase
rumah tangga pengguna air bersih tertingi yaitu Kabupaten Bangka sebesar 98,50
persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian
sebesar 73,93 persen.

Persentase Rumah Layak Huni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada
tahun 2017 sebesar 89,91 persen dan pada tahun 2018 sebesar 90,16 persen
mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen dengan persentase rumah layak huni
kabupaten/kota tertingi pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Belitung sebesar 100
persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Belitung Timur dengan capaian
sebesar 58,89 persen.

Persentase kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada
tahun 2017 sebesar 0,25 persen dan pada Tahun 2018 sebesar 0,12 persen.
Terjadi penurunan luasan kumuh sebesar 0,12 persen. Pada tahun 2018,
Kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase kawasan kumuh tertingi yaitu
Kabupaten Belitung dan Bangka Tengah sebesar 0,30 persen dan yang terendah
yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian sebesar 0,0094 persen.

. Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Salah satu pendukung ketentraman, Kketertiban umum dan perlindungan
masyarakat adalah keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Perkembangan rasio jumlah polisi pamong praja engan jumlah penduduk dapat
dilihat pada tabel I1.90 berikut ini.

Tabel I1.95
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
(€)) (2) (3) (4) (5) (6) ()

1 |Cakupan petugas Perlindungan

0,60/RT | 0,65/RT |0,63/RT | 0,70/RT | 0,70/RT
Masyarakat(Linmas) / / / / /

2 |Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (Ketertiban, - 91,87% | 84,53% | 86,13% 96,07
Ketentraman, Keindahan)

3 | Cakupan pelayanan bencana - - - 635 146
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No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*

(€)) (2) (3) (4) (5) (6) ()

kebakaran kabupaten/kota

4 | Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)

- = - 31,65% 40,74%

5. | Persentase Penegakan PERDA 97,89% | 94,38% | 84,53% | 88,98% 90,28

Sumber :Satuan Polisi Pamong PrajaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari tabel diatas, tergambar bahwa cakupan petugas perlindungan
masyarakat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebesar
0,70/RT, artinya jelas petugas linmas belum mencapai 1. saat ini jelas linmas
sebanyak 3.554 sedangkan jumlah RT sebanyak 5.038. Indikator tingkat
penyelesaian pelanggar K3 dari tahun 2016-2018 belum mencapai 100 persen,
artinya terdapat pelanggaran Tibumtranmas yang belum selesai ditindak. Untuk
indikator waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
pada tahun 2018 sebesar 31,65 dan sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun 2019
sebesar 40,74 persen, artinya belum semua kejadian wilayah kebakaran tertangani
dalam waktu yang ditetapkan. Dari tabel diatas tergambar juga penegakan perda
belum mencapai 100 persen, artinya masih ada pelanggar perda yang belum
berhasil ditindak.

Tabel 11.96
Urusan Penunjang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7

| [Reetmapeame Lo [ o | o | ow | em
e el e (60JP) | (60]P) (60 JP) (60 JP) (60 JP)
Persentase ASN yang 380/5388 1014/5388 | 680/5388

2 |mengikuti pendidikan dan - - =7,05 =18,82 =12.62
pelatihan formal
Persentase ASN yang

3 |mengikuti pendidikan - - 31,6 36,90 39,9
formal
Persentase Pejabat ASN
yang telah mengikuti

3 pendidikan dan pelatihan e 10,63 1,30 Ce 90
struktural
Jumlah jabatan pimpinan

4 |tinggi pada instansi 49 49 47 46 46
pemerintah
Jumlah jabatan

5 |administrasi pada instansi 217 203 196 212 212
pemerintah

g |Jumlahjabatan pengawas 495 613 2437 2502 2502
pada instansi pemerintah
Jumlah pemangku jabatan

7 |fungsional tertentu pada 549 528 558 623 623
instansi pemerintah
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No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*

(€)) (2) (3) 4 (5) (6) (7)
Jumlah pemangku jabatan
8 |fungsional umum pada 2065 1941 2150 1946 1946

instansi pemerintah

Dilihat dari tabel 11.96 diatas diketahui rata-rata pegawai mendapatkan
pendidikan dan pelatihan selama 6 hari atau 60 JP. Persentase ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan pada tahun 2017 adalah 7.05 persen dan meningkat
pada tahun 2018 menjadi 18,82 persen. Sedangkan persentase ASN yang
mengikuti pendidikan formal (baik S1,5S2, maupun S3) meningkat setiap tahunnya
yakni 31,6 persen pada tahun 2017, dan 36,90 persen pada tahun 2018. Persentase
pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami
fluktuatif yakni 5,39 persen pada tahun 2015, 10,63 persen pada tahun 2016, 1,30
persen pada tahun 2017, dan 0,58 persen pada tahun 2018.

Terkait jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah setiap
tahunnya menurun sebagaimana terlihat pada tabel 11.96 yakni sebanyak 49 pada
tahun 2015 dan 2016, menjadi 47 pada tahun 2017 dan 46 pada tahun 2018.
Sedangkan jumlah jabatan administrator pada instansi pemerintah pada tahun
2017, 2018, 2019 menurun dengan jumlah 217, 203, dan 196 namun pada tahun
2018 meningkat menjadi 212 jabatan. Untuk jumlah jabatan pengawas pada
instansi pemerintah meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017-2018 dengan
jumlah 495, 613, 2437, dan 2502 jabatan. Sementara untuk jumlah pemangku
jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum pada instansi pemerintah sama-
sama mengalami fluktuatif dengan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu
pada tahun 2015 sebanyak 549, pada tahun 2016 sebanyak 528, pada tahun 2017
sebanyak 558, dan pada tahun 2018 sebanyak 623. Sedangkan jumlah pemangku
jabatan fungsional umum pada tahun 2015 sebanyak 2065, pada tahun 2016
sebanyak 1941, pada tahun 2017 sebanyak 2150, dan pada tahun 2018 sebanyak
1946 pemangku jabatan.

Tabel 11.97
Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan
No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
(€)) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
1 Per.sentase implementasi rencana 80% 80% 83%
kelitbangan.
2 Per.sentase pemanfaatan hasil 60% 80% 87%
kelitbangan
Penerapan SIDa:
Persentase perangkat daerah yang
3 difasilitasi dalam penerapan inovasi |- - 55% 55% 70%
daerah.
Persentase kebijakan inovasi yang 0 o 0
4 diterapkan di daerah. A0 o Yot
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Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam rangka penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan baik di pusat maupun daerah. Kegiatan Kelitbangan
yang diatur melalui Permendagri ini yaitu Kelitbangan Utama dan Kelitbangan
Pendukung atau Penunjang. Pada tahun 2017 Kegiatan Kelitbangan yang dilakukan
pada Bappeda Provinsi kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang Penelitian dan
Pengembangan yaitu Kelitbangan Utama terdiri kegiatan Penelitian/Kajian dan
Inovasi dan Kelitbangan Pendukung/Penunjang yaitu Kegiatan Workshop
Penguatan SDM Kelitbangan, Rapat Koordinasi Kelitbangan, Penyusunan Majalah
Kelitbangan. Untuk Implementasi Rencana Kegiatan Kelitbangan yang dilakukan
pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) Kegiatan kelitbangan atau 80 persen yaitu
Penelitian/Kajian, Inovasi, Workshop Penguatan SDM dan Rapat Koordinasi
Kelitbangan. Sedangkan pada tahun 2018 Implementasi Kegiatan Kelitbangan
sebesar 80 persen sama dengan Kegiatan Kelitbangan pada tahun 2017. Pada
tahun 2019 mengalami peningkatan Implementasi Kegiatan Kelitbangan yaitu
Lokakarya Penguatan Potensi Daerah sebagai bahan Inovasi Daerah (Kegiatan
Kelitbangan Pendukung/Penunjang) sebesar 83 persen.

Untuk pemanfaatan hasil kelitbangan pada unsur kelitbangan utama yang
terdiri dari 2 penelitian dan 1 inovasi dan sedangkan unsur kelitbangan
pendukung/penunjang 2 publikasi penelitian tidak dilakukan pada tahun 2017
sehingga pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 60 persen. Untuk tahun 2018
terdapat peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 80 persen yaitu 2
(dua) penelitian, 1 (satu) inovasi dan 1 (satu) terpublikasi dari 2 (dua) penelitian.
Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 87 persen dengan
pemanfaatan hasil kelitbangan yaitu 3 penelitian, 2 inovasidan 2 (dua) penelitian
yang terpublikasi dari 3 (tiga) penelitian.

Kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka
mendukung penyelenggaraan kinerja pemerintahan. Tugas dan fungsi Bappeda
dalam hal ini bidang penelitian dan pengembangan menjadi fasilitasi dan
koordinasi dalam mendorong dan mengawal perangkat daerah untuk melakukan
inovasi yang nanti dapat diimplementasikan didalam pembangunan daerah. Untuk
itu dari 36 perangkat daerah (Biro-Biro pada Sekretariat Daerah menjadi 1
Perangkat Daerah) pada tahun 2017 sebanyak 20 Perangkat Daerah atau 55
persen difasilitasi untuk mendorong terciptanya inovasi, sama halnya pada tahun
2018 sebanyak 55 persen atau 20 perangkat daerah didorong untuk menciptakan
inovasi untuk diimplementasikan. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan
sebesar 70 persen atau 25 perangkat daerah.

Program prioritas pembangunan daerah yang termuat didalam dokumen
RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pedoman didalam
menciptakan inovasi yang akan dimuatkan didalam suatu arah kebijakan inovasi
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yang dapat diterapkan untuk mendorong tercapainya program prioritas daerah.
Pada tahun 2017 merupakan capaian awal dikarenakan tahun pertama
perencanaan pembangunan daerah pada RPJMD 2017-2022 sehingga kebijakan
inovasi yang diterapkan di daerah dengan melihat 13 program prioritas
capaiannya sebesar 50 persen, kemudian pada tahun 2018 mengalami
peningkatan sebesar 70 persen dengan 9 dukungan inovasi yang mendukung
program prioritas. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 76 persen
dengan 10 dukungan inovasi yang mendukung program prioritas.

Capaian indikator kegiatan kelitbangan baik pada unsur kelitbangan utama
dan kelitbangan pendukung/penunjang perlu dilakukan peningkatan guna
mendukung arah kebijakan daerah dalam hal perencanaan daerah dengan
berpedoman dari kegiatan kelitbangan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 17
tahun 2016 bahwa untuk penguatan kelitbangan pada Sumber Daya Manusia
(SDM) diperlukan beberapa tenaga fungsional selain fungsional peneliti yaitu
fungsional analisis kebijakan, fungsional prekayasa maupun fungsional lainnya
sehingga dapat lebih maksimal didalam menjalankan tugas dan fungsi kelitbangan,
selain itu juga belum adanya SDM yang memadai atau yang berkompeten baik dari
kualitas maupun kuantitas untuk membentuk majelis pertimbangan dan tim
pengendali mutu untuk mengawal dan menjamin kualitas hasil penelitian guna
merumuskan rekomendasi arah kebijakan daerah.

Tabel 11.98
Urusan Penunjang Pengawasan
No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
(€)) (2) (3) 4) () (6) (7)
1 |Opini BPK WDP WDP WDP WTP WTP
) g(:;entase tindak lanjut temuan 95,7 89.22 86,02 68,62 8163

Pada tahun 2018 untuk pertama kalinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian yang dilakukan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat itu merujuk pada laporan keuangan
pemerintah daerah tahun 2017. Hal ini berhasil diraih setelah adanya
implementasi dari rencana aksi yang dilakukan pemerintah daerah. Namun
meskipun sudah mendapat WTP, beberapa catatan masih diberikan pada
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain terkait penyelesaian
draf zonasi wilayah pesisir, jaminan pasca tambang, inventarisasi aset, dan
kelebihan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Namun temuan-temuan
tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPD Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2017. Pada tahun 2019, berdasarkan pemeriksaan yang telah
dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018, termasuk
implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa
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Pengecualian (WTP) dengan penekanan atas lain-lain pendapatan yang sah
laporan operasional yang menjelaskan bahwa pendapatan hibah pengelolaan iuran
penyelenggaraan pendidikan (IPP) pada sekolah menengah tingkat atas di
lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung belum dikelola
dengan tertib. Ini merupakan kali kedua Pemerintah Provinsi memperoleh opini
WTP atas pemeriksaan LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk tindak
lanjut temuan BPK, persentase rata-rata pertahunnya cukup baik, yaitu pada skala
68 persen hingga di atas 95 persen. Angka persentase ini dapat meningkat lagi jika
temuan-temuan lama yang menyangkut masalah aset dapat segera diselesaikan.

Sekretariat DPRD provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan. Tipe sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
merupakan tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan
beban kerja yang kecil.

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :
a. Fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
b. Fungsi Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD)

c. Fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan
lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Indkator kinerja utama Sekretariat DPRD terdiri dari Penyampaian Raperda,
Jumlah Pelaksanaan Sidang Paripurna Jumlah kajian tentang rancangan Perda yang
disajikan pada tabel 11.99. Data tersebut merupakan Renstra pada tahun periode
2012-2017 yang telah lalu. Data dalam 5 tahun terakhir adalah indikator utama
yang telah diselesaikan

Tabel 11.99
Urusan Penunjang Sekretariat Dewan
: 2012 | 2013 | 2014 2015 2016* 2017 2018
No Indikator
T R | T R T R | T R T R T R T R

(1) (2) B @ |G |6 O3] (10) (1) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
1 | Penyampaian 16 Perda (10 Perda

Rapeda 15| 4 |15 | 10 | 15 i || EeeEma e g 15 15 | 15

Inisiatif serta 1Perda
Inisiatif tanpa Prolegda)

2 ]Pl:gli:anaan 37 Rapat (32 Rapat Biasa

Sidan 41 27 30 dan 5 Rapat 30 30 15 15

. 8 Istimewa)atau55,29%

Paripurna
3 | Jumlah uji

e B 2 2 2 0 2 2 n/a | n/a

rancangan

Perda
4 | Jumlah kajian

tentang 15| 4 | 14 5 10 56,43% 10 10 n/a | n/a

rancangan

Perda
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Keterangan : T= Target; R= Realisasi

Untuk indikator penyampaian raperda, tahun 2012 ditargetkan sebesar 15
raperda namun hanya terealisasi 4 raperda. Hal ini disebabkan karena padatnya
jadwal DPRD dan alotnya pembahasan raperda yang ada. Untuk indikator
penyampaian raperda, tahun 2013 ditargetkan sebesar 15 raperda namun hanya
terealisasi 10 raperda. Hal ini disebabkan karena padatnya jadwal DPRD dan
alotnya pembahasan raperda yang ada. Untuk indikator penyampaian raperda,
tahun 2015 ditargetkan sebesar 15 raperda dan terealisasi melebihi dari target
yaitu 16 raperda. Untuk indikator penyampaian raperda, tahun 2018 ditargetkan
sebesar 15 raperda dan terealisasi 15 raperda. Untuk Uji Publik Raperda pada
tahun 2015 tidak bisa dilaksanakan karena sudah termasuk didalam kegiatan
Eksekutif.

Sedang Visi dan Misi Gubernur periode 2017- 2022 sudah berbeda, dengan
kata lain, terjadinya perubahan terkait kebijakan serta indikator yang mendukung
tercapainya Visi dan Misi Gubernur melalui RPJMD. Untuk tahun 2020-2022 ada
perubahan indikator, itu terjadi karena telah disesuaikan dengan perubahan
RENSTRA dan RPJMD Perubahan yang telah dikoordinasi dan disetujui oleh
beberapa stakeholder yang terkait.

Tabel I1.100

No.

2018 2019 2020 2021 2022*

Indikator T R T R T | R| T R T R

(€0)

(2) (3) 4) (5) (6) 7 (@B ] (9 [ (10| (A1) | (12)

Indeks Kepuasan 90 % 99.76% 90 % 90 % 90 % 90
Pelayanan %
Kesekretariatan

Perubahan : Nilai
Kepuasan
Pelayanan
Sekretariat DPRD

Predikat SAKIP 76 74,01 76 77 77 78
Sekretariat Predikat Predikat Nilai Nilai Nilai
DPRD

Perubahan : Nilai
LAKIP Sekretariat
DPRD

Persentase 80 % 93,73% 80 % 80 % 80% 80%
Peningkatan
Fungsi Legislasi
Lembaga DPRD
dan Alat
Kelengkapan
Lainnya

Perubahan :
Persentase
meningkatnya
Produk Hukum
yang ditetapkan
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No.

2018

2019

2020

2021

2022*

Indik:
ndikator T R

(€))

(2) 3) 4)

(5)

(6)

(7

8

()]

(10)

(11)

(12)

oleh Lembaga
DPRD

Persentase 95 %
Kesesuaian antar
Informasi yang
dipublikasikan
dan layanan
keprotokoler
Dewan dengan
arah kebijakan
pembangunan
pemerintah
daerah

158,33%

95

%

95 %

95%

95%

Persentase 75 % 99,30%
ketersedianya
sarana dan
prasarana
lembaga DPRD

76 %

77 %

78%

80%

Jika perubahan SOTK dan nomenkelatur telah dilaksanakan pada tahun 2020
ini, maka akan diikuti perubahan program dan indikator juga.

Tabel I11.101

. 2020 2021 2022*
No. Indikator T R T R T R
(1) (2) (3) 4) (5) (6) () (€3]
1 Persentase tingkat kepuasan dewan 80 % 85 %
terhadap pelaksanaan kegiatan
risalah, rapat dan publikasi
2 Persentase peningkatan Peraturan 85%
Daerah Inisiatif DPRD
3 1. Persentase anggaran 20 % 20 %
pendidikan terhadap APBD
2. Persentase anggaran 10 % 10 %
kesehatan terhadap APBD
4 Persentase peningkatan rekomendasi 30% 60 %
DPRD yang disampaikan kepada
eksekutif

F. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan dibidang

kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial
seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan
perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak
kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal
ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah
yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat
sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan
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kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada
efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 11.102
dimana tahun 2012 jumlah PMKS sebesar 29.177 orang, tahun 2013 meningkat
menjadi 38.506 orang, tahun 2015 sebesar 52.346 orang dan tahun 2016 turun
menjadi 49.579.

Tabel 11.102
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyandang Masalah
29.177 38.506 43.968 52.346 49.579
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya
angka pengangguran yang dilakukan melalui upaya penciptaan peluang lapangan
pekerjaan dan usaha yang ditandai dengan meningkatnya penciptaan peluang
kesempatan kerja bagi pencari kerja dan meningkatnya kualitas hidup serta peran
perempuan.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatan
penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan produktivitas tenaga Kkerja,
peningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran
kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja,
perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai
tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak. Dalam menggambarkan seberapa
penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat
dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK
merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke
atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel 11.103, tren TPAK
dari tahun 2013-2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif
dimana tahun 2015 sebesar 66,71 dan tahun 2016 naik menjadi 68,93 sedangkan
tahun 2017 turun menjadi 66,72.

Tabel 11.103
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Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

(€)) (2) (3) (4) (5) (6) (7
1. |Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 65.45| 66.71| 6893| 66,72| 67,79
2. |Tingkat Pengangguran 5.14 6.29 2,6 3,78 3,65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Berdasarkan Tabel 11.104, penyerapan tenaga kerja terbesar pada tahun
2017 terjadi pada sektor pertanian yaitu sebesar 219.002. Pada sektor sekunder di
tahun 2017 mengalami penurunan di industri pengolahan,listrik, gas dan air
dibandingkan tahun 2016 dan pada bangunan di tahun 2017 terjadi peningkatan.
Sedangkan sektor tersier pada tahun 2017 terjadi peningkatan di industri
perdagangan, hotel dan restoran serta angkutan dan telekomunikasi, pada
lapangan pekerjaan utama keuangan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan
terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 11.104
Data Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama
Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Lapangan Pekerjaan Utama 2013 2014 2015 2016 2017
(€3] (2) (3) (4) (5) (6) ()]
Sektor Primer
1. |Pertanian 178.107 | 189.774| 228.578| 220.658| 219.002
2. | Pertambangan 121.104| 105.754| 76.399| 78.856| 91.438
Sektor Sekunder
1. |Industri Pengolahan 35.151| 35.500| 35.225| 55.056| 42.623
2. | Listrik, Gas dan Air 1.317 1.250 2.870 6.240 2.502
3. |Bangunan 34.101| 31.168| 28.787| 22.041| 35.520
Sektor Tersier
1. |Perdagangan, Hotel dan Restoran 134.514 | 123.591| 122.789| 148.989| 134.065
2. |Angkutan, Pergudangan dan 16.820| 17.294| 18.175| 19.766| 17.409
Telekomunikasi
3. |Keuangan dan Jasa Perusahaan 14.886| 13.209| 13.139| 13.662| 11.856
4. |Jasa Kemasyarakatan 87.848| 86.683| 97.987| 121.562| 118.203
Prov. Kep. Bangka Belitung 623.758 | 604.223 | 623.949 | 686.830 | 672.618

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitun, Agustus 2017

Berdasarkan Tabel I1.105 secara kewilayahan untuk melihat gambaran
penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dapat diketahui
melalui Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Menurut Kabupaten/Kota
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berfluktuasi untuk semua Kabupaten
Kota. Untuk tahun 2018 TPAK hampir diseluruh Kabupaten/Kota meningkat
kecuali di Kabupaten Bangka yang menurun sebesar 1,65 point dari tahun 2017
yang berada di angka 65,75 persen. Angka TPAK tahun 2018 tertinggi di
Kabupaten Belitung Timur sebesar 71,93 persen dan terendah di Kota
Pangkalpinang sebesar 63,64persen sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2018 sebesar 67,79 persen.

Tabel 11.105
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Data TPAK Tahun 2014 s.d 2018 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. |Kab.Bangka 65,45 63,88 n/a 65,75 64,10
2. | Kab. Belitung 63.48 67,64 n/a 69,29 70,36
3. |Kab. Bangka Barat 67.12 65,47 n/a 68,17 70,47
4. |Kab. Bangka Tengah 62.48 66,48 n/a 69,26 70,99
5. |Kab. Bangka Selatan 67.08 70,32 n/a 64,7 67,40
6. |Kab. Belitung Timur 68.79 68,11 n/a 68 71,93
7. |Kota Pangkal Pinang 64.90 67,41 n/a 63,42 63,64
Prov. Kep. Bangka Belitung 65.45 66,71 68,93 66,72 67,79

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Penduduk yang bekerja menurut kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat,
kecuali Kabupaten Bangka dimana pada tahun 2014 sebesar 132.128 orang turun
pada tahun 2015 menjadi 131.559 orang sedangkan secara kumulatif untuk
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penduduk yang bekerja untuk kurun
5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat dan untuk tahun 2016 penduduk yang
bekerja sebanyak 686.830 orang.

Tabel 11.106
Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2013 s.d 2017 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016 2017
1 (2) (3) (4) (5) (6) ()]

1. |Kab.Bangka 132.508| 132.128 131.559 n/a 98.373
2. |Kab. Belitung 81.599 82.200 83.903 n/a 59.060
3. |Kab.Bangka Barat 88.601 84.219 86.480 n/a 62.668
4. | Kab. Bangka Tengah 73.376 74.102 79.971 n/a 61.775
5. |Kab. Bangka Selatan 82.739 88.740 94.575 n/a 63.483
6. |Kab. Belitung Timur 53.758 58.259 59.159 n/a 41.744
7. |Kota Pangkal Pinang 84.205 84.575 88.302 n/a 56.173
Prov. Kep. Bangka Belitung 596.786 | 604.223 623.949 686.830| 443.276

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah
pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak
ukur keberhasilan dari Kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi
makro dari Pemerintah Daerah. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak
angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Dari Tabel I1.107, Tingkat
pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
selama lima tahun terakhir menunjukkan trend fluktuatif sedangkan di tahun 2018
rata rata menunjukkan penurunan, hanya ada dua Kabupaten yang mengalami
peningkatan yaitu Kabupaten Belitung meningkat sebesar 0,36 point menjadi 2,93
persen dan Kabupaten Bangka Selatan meningkat sebesar 1,61 point menjadi 4,35
persen. Untuk TPT tahun 2018 yang tertinggi di Kota Pangkalpinang sebesar 4,70
persen dan yang terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 1,50 sedangkan
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,65 persen lebih rendah dari rata-
rata Nasional dimana rata-rata nasional sebesar 5,34 persen.

Tabel 11.107
Data Tingkat Pengangguran Tahun 2014 s.d 2017 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
a (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Kab. Bangka 8,36 8,87 n/a 4,29 4,12
2. Kab. Belitung 3,03 4,57 n/a 2,57 2,93
3. Kab. Bangka Barat 1,21 5,92 n/a 4,23 3,11
4, Kab. Bangka Tengah 5,64 6,58 n/a 3,38 3,93
5. Kab. Bangka Selatan 3,26 2,01 n/a 2,74 4,35
6. Kab. Belitung Timur 2,61 2,55 n/a 2,62 1,50
7. Kota Pangkal Pinang 8,84 10,64 n/a 5,8 4,70
Prov. Kep. Bangka Belitung 5,14 6,29 2,60 3,78 3,65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan
hasil sebagai berikut :

e Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mengalami peningkatan

e Dari9 indikator Utama yang diukur

e Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Indikator Jaminan Sosial
Tenaga Kerja,

¢ Indikator Utama

Tabel 11.108
Komponen Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

. Indeks
No. Indikator Utama 2017 | 2018 | 2019
A. Perencanaan Tenaga Kerja 8,70 6,65 7,22
1 Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi 8,70 6,65 7,22
B. Penduduk dan Tenaga Kerja 6,84 7,17 7,12
1 Persentase NEET (15-24 tahun) 0,383 1,00 0,98
2 Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun) 1,44 1,55 1,61
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,00 2,81 2,84
4 Persentase Setengah Pengangguran 1,57 1,82 1,70
C. Kesempatan Kerja 9,27 14,40 | 12,87
1 Persentase Tenaga Kerja Formal 2,66 542 516
2 Proporsi LPINP 2,15 3,00 2,56
3 Proporsi LPINP Laki-laki 1,90 2,25 2,08
4 Proporsi LPINP Perempuan 1,16 2,23 1,64
5 Proporsi LPIP 1,40 1,50 1,43
D. Pelatihan dan Kompetensi Kerja 9,61 5,84 7,89
1 Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja 2,18 1,44 1,87
2 Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja 6,00 3,51 4,56
3 Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi 1,43 0,89 1,46
E. Tingkat Produktifitas Kerja 3,57 6,62 3,97
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Indeks

No. Indikator Utama 2017 | 2018 | 2019
1 Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja 3,57 3,95 3,96
2 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja 0,00 2,67 0,01
F. Hubungan Industrial 3,73 2,81 3,13
1 Tingkat PP Yang disahkan 0,72 1,81 1,47
2 Tingkat PKB Yang Didaftarkan 0,20 0,41 0,43
3 Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan 1,77 0,59 1,23
4 Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial 1,05 0,00 0,00
G. Kondisi Lingkungan Kerja 2,19 2,97 3,83
1 Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan 0,00 1,22 1,09
2 Tingkat Kecelakaan Kerja 1,46 1,51 2,63
3 Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 0,73 0,24 0,12
I. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 6,93 8,06 7,79
1. Proporsi Upah rata-rata per jam terhadap UMP per jam 6,93 8,06 7,79
J. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 7,98 8,72 | 10,00
1. Tingkat Perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 4,00 4,00 4,00
2 Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang 398 472 6.00
) terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif ’ ’ ’
Jumlah Indeks per tahun 58,83 | 63,23 | 63,82

Berdasarkan Tabel I1.109, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun
2015 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 12.805 orang dan terendah pada
Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.550 orang, sedangkan secara kumulatif
untuk Provinsi Kepulauan Bangka belitung sebanyak 41.893 orang meningkat dari
tahun 2014 yang hanya sebanyak 32.736 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa
penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung
banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari
wilayah pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih
mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bandingkan wilayah pedesaan.

Tabel 11.109

Data Pengangguran Tahun 2012 s.d 2016 Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016
1) (2) (3) (5) (6) (7 (8)
1. |Kab. Bangka 3.341 5.900 12.053 12.805 n/a
2. | Kab. Belitung 2.327 2.169 2.635 4.015 n/a
3. |Kab. Bangka Barat 3.177 3.605 1.083 5.443 n/a
4. |Kab. Bangka Tengah 2.604 2.639 4.430 5.631 n/a
5. |Kab. Bangka Selatan 3.432 1.377 2.769 1.936 n/a
6. | Kab. Belitung Timur 1.348 1.211 1.562 1.550 n/a
7. | Kota Pangkal Pinang 4.835 6.013 8.204 10.513 n/a
Prov. Kep. Bangka Belitung 22.064 | 22.657 | 32.736 41.893 18.343

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran
aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi
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berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengembilan keputusan serta penguasaan
terhadap sumber daya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau
indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia.

Tabel 11.110 menunjukkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada masing-
masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014
sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun
2018, Kabupaten Belitung Timur memiliki nilai IDG terbesar se-Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yakni 68,21. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan
memiliki nilai IDG terendah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 48,46.

Tabel 11.110
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun

NO Kabupaten/Kota 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
a (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. |Bangka 59,40 62,01 61,32 47,84 62,20
2. |Belitung 48,56 40,16 52,00 52,72 48,48
3. |Bangka Barat 54,81 55,57 59,37 59,98 49,88
4. |Bangka Tengah 54,93 54,29 50,71 43,30 56,39
5. |Bangka Selatan 37,80 37,13 37,93 48,94 48,46
6. |Belitung Timur 50,11 63,33 63,04 55,54 68,21
7. |Kota Pangkal Pinang 56,10 55,44 55,22 43,35 57,17

Prov. Kep. Bangka Belitung 57,29 56,12 56,29 54,17 52,57

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 11.111 menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada masing-
masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014
sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun
2018, Kota Pangkalpinang memiliki nilai IPG terbesar se-Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yakni 93,94. Sedangkan Kabupaten Belitung Timur memiliki nilai
IPG terendah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 67,36.

Tabel 11.111
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun

No Kabupaten/Kota 2014 | 2015 | 2016 2017 2018

a (2) 3) (4) (5) (6) (7)
1. |Bangka 86,77 86,92 87,17 88.14 88.24
2. |Belitung 86,61 87,19 87,98 87.99 88.62
3. |Bangka Barat 88,11 88,56 88,71 89.41 88.92
4. |Bangka Tengah 90,28 90,60 90,61 90.83 91.04
5. |Bangka Selatan 82,17 82,52 82,83 83.48 83.54
6. |Belitung Timur 84,29 85,37 86,10 86.04 67.36
7. |Kota Pangkal Pinang 92,30 92,47 93,09 92.08 93.94
Prov. Kep. Bangka Belitung 87,73 87,74 88,37 88,93 89,15

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
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2)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan
gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menunjukkan tren yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun
secara nasional, IDG masih berada di peringkat 32 dan IPG di peringkat 27 dari 34
Provinsi. Namun hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara
lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan
didalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami
peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat
menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif
perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai
dengan tingginya angka angkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin
perempuan.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi
perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh
pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat
dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati
posisi Eselon [-1V. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang
ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I1.112
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga PemerintahTahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

(€D)] (2) (3) (4) (5) (6) ()]

1 Jumlah perempuan yang menempati jabatan 5 4 4 5 4
eselon Il

2 Jumlah perempuan yang menempati jabatan 51 52 49 50 52
eselon III

3. Jumlah perempuan yang menempati jabatan 191 199 191 188 207
eselon IV

4. |Pekerja perempuan di pemerintah 1.354 1.407 1.403 2.452 2477

5. |Jumlah pekerja perempuan 204.416 | 224.467 |246.913 | 271.604 | 298.764

6. Persentase pekerja perempuan di lembaga 0,66 0,63 0,42 0,90 0,82

pemerintah

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 0,66 pada tahun 2014
menjadi 0,63 di tahun 2015, meskipun jumlah pekerja perempuan di pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan dan jumlah
perempuan yang bekerja juga mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak
positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya keluarga.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah menurut
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Kabupaten/Kota tahun 2014 disajikan dalam Tabel 11.113 dan Grafik I1.15 berikut:

Grafik I1.15
Grafik Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)

7.86

8.84
Txr 6.85
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Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan grafik I11.115 Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga
Pemerintah tahun 2014 berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukan persentase
pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang tertinggi ada di Kabupaten
Bangka Tengah dengan angka 8,84 dan yang terendah di kabupaten Bangka
Selatan dengan angka 5,00.

Tabel 11.113
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)

Persentase
Jumlah Pekerja . pekerja
No Kabupaten/Kota Perempuan di ]u;)n LETD LI B perempuan di
Lembaga Pemerintah erempuan lembaga
pemerintah
1) (2) (3) (4) (5)
1 |Kabupaten Bangka 2.761 46.031 6,00
2 | Kabupaten Bangka Barat 1.609 30.123 5,34
3 | Kabupaten Bangka Selatan 1.415 28.303 5,00
4 | Kabupaten Bangka Tengah 1.807 20.447 8,84
5 |Kabupaten Belitung 1.986 26.591 7,47
6 | Kabupaten Belitung Timur 1.609 20.479 7,86
7 | Kota Pangkalpinang 2.224 32.442 6,86
Jumlah 13.411 204.416 6,56

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
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kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT
adalah jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dalam
periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, gambaran terhadap
perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai
berikut:

Tabel 11.114
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
( (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. |Jumlah KDRT 115 88 79 46 50

2. [Jumlah Rumah Tangga | 368.504 345.928 400.276 | 410.871 | 432.906
3. |Rasio KDRT 0,031 0,025 0,020 0,011 0,012

Sumber: Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Berdasarkan Tabel I1.114 jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012-2015 mengalami penurunan dari 135
ditahun 2012 menjadi 88 di tahun 2015.

. Urusan Pangan

Ketersediaan Pangan dapat bersumber dari produksi pangan lokal maupun
mendatangkan dari luar daerah/negara. Ketersediaan pangan (terutama beras) di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar berasal dari luar daerah,
hanya sebagian kecil yang merupakan produksi dari dalam daerah. Salah satu
penyebab utama rendahnya kemampuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam menyediakan pangan dari produksi lokal adalah iklim dan jenis tanah yang
kurang mendukung pertumbuhan tanaman pangan. Berdasarkan Tabel I1.115
menjelaskan bahwa perbandingan antara kebutuhan beras/tahun (ton) dengan
kemampuan produksi bersih beras lokal (ton). Angka Kebutuhan Beras di tahun
2018 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 122.191 ton dari 121.876 ton di
tahun 2017, hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk. Untuk
produksi beras lokal terdapat peningkatan menjadi 32.727 ton di tahun 2018 dari
21.772 ton di tahun 2017 menyebabkan kondisi ketersediaan beras sebagai
pangan utama masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik dari 17,82
persen di tahun 2017 menjadi 20,38 persen di tahun 2018 dan menurunkan angka
ketergantungan beras dari luar daerah dari 82,18 persen di tahun 2017 menjadi
79,62 persen di tahun 2018.

Tabel II. 115
Data Ketergantungan Beras 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 |Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.343.881 | 1.372.813 | 1.401.827 | 1.428.275 | 1.459.873
2 | Kebutuhan Beras/Tahun (ton) 124.621 | 117.535| 119.663 | 121.876 | 122.191
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No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 | Produksi Bersih Beras (ton) 16.873 15.838 20.706 21.772 32.727
4 |Kondisi ketersediaan (%) 13,54 13.48 17,30 17,82 20,38
5 |Ketergantungan (%) 86,46 86,52 82,70 82,18 79,62

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Angka kebutuhan beras penduduk bergantung pada jumlah penduduk dan
angka kebutuhan per kapita. Dengan adanya program diversifikasi pangan untuk
kebutuhan karbohidrat terlihat bahwa terjadi penurunan angka kebutuhan beras
per kapita berganti ke asupan karbohidrat dari bahan non beras sejak tahun 2015
dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel I1.115 tersebut dapat terlihat bahwa produksi beras
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat di tahun 2018 dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terkait dengan beberapa upaya
peningkatan luas tanam padi di beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun
perlu diantisipasi dengan upaya peningkatan produksi padi lokal dengan
intensifikasi lahan tanam padi yang telah ada dan memastikan ketersediaan beras
dari luar daerah (import) tetap stabil.

Berdasarkan Tabel I1.116 menunjukkan bahwa produksi padi (ton)
kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018 bersifat
fluktuatif. Produksi padi (ton) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat tahun
2018 sebesar 55.212 ton meningkat dari tahun 2017 lalu yaitu sebesar 37.213 ton.
Sejak tahun 2016 Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah yang mempunyai
produksi padi (ton) paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbeda dengan Kota Pangkalpinang
merupakan wilayah bukan penghasil padi sawah maupun padi ladang di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tidak ada produksi padi (ton). Beberapa
faktor yang mempengarusi produksi padi (ton) di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung antara lain cuaca, hama penyakit dan kendala teknis lainnya.

Tabel 11.116
Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No. Kab/Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
(€D)] (2) (3) (4) (5) (6) (7
1 |Kabupaten Bangka 4.681 9.303 6.862 9.666 | 10.016
2 |Kabupaten Bangka Tengah 470 365 884 905 1.125
3 |Kabupaten Bangka Barat 6.296 3.753 6.171 5.556 7.014
4 | Kabupaten Bangka Selatan 7.803 8.002 16.728 15.471 | 31.149
5 |Kabupaten Belitung 1.614 1.477 1.557 1.650 1.922
6 |Kabupaten Belitung Timur 2.617 4.170 2.186 3.876 3.987
7 | Kota Pangkalpinang - - -
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Tahun
No. Kab/K
0 ab/Kota 2014 2015 2016 2017 | 2018
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7)
Prov. Kep. Bangka Belitung 28.459 23.481 27.068 35.388 55.212

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan Tabel 11.117 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dari tahun 2014-2018 dengan Angka Tetap (ATAP) tahun berjalan terlihat
ketersediaan beras sebagai pangan utama terus mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Untuk ketersediaan beras lokal mengalami kenaikan karena upaya
swasembada beras yang terus dilakukan cukup memberikan hasil terhadap
peningkatan produksi beras dari 21.722 ton pada tahun 2017 menjadi 32.727 ton
pada tahun 2018. Begitu juga untuk ketersediaan beras impor mengalami kenaikan
dari 124.994 ton pada tahun 2017 menjadi 127.830 ton pada tahun 2018. Angka
ini mempengaruhi total ketersediaan beras pada tahun 2018 sebesar 160.557 ton,
meningkat dibandingkan tahun 2017 dimana ketersediaannya sebesar 146.716
ton. Ketersediaan beras di tahun 2018 sebesar 160.557 ton telah memenubhi
kebutuhan beras di tahun tersebut dengan kebutuhan sebanyak 122.191 ton.

Tabel I1.117
Data Ketersediaan Pangan 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Keterangan Satuan 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)
g | Ketersediaan Beras Ton,/Thn 16873 | 15838 | 20706 | 21,722 32.727
(Lokal)
Ketersediaan Beras
2 Ton/Thn 95.390 | 125.011 122.457 124.994 127.830
(Import)

Ketersediaan Beras

3 Ton/Thn 112.263 | 140.849 143,163 146.716 160.557
(Lokal + Import)

4 | Kebutuhan Beras Ton/Thn 124.621 | 117.535 119.663 121.876 122.191

5 |Ketersediaan Energi Kkal/Kap/Hari | 2.437,20 2.490 2.455 2.643,27 2.791

6 |Ketersediaan Protein Gr/Kap/Hari 79,38 71,56 71,08 82,73 100,9

7 | Ketersediaan Lemak Gr/Kap/Hari 144,63 76,55 91,81 94,08 83,41

8 | PPH Ketersediaan Skor 78,50 78,78 87,10 87,84 88,45

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012
ditetapkan pun angka ketersediaan energi ideal yang dipersyaratkan adalah 2.400
kkal /Kap/Hari sedangkan angka ketersediaan idealnya adalah 63 Gram/Kap/Hari.
Selanjutnya berdasarkan Tabel 11.117 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013
pencapaian ketersediaan energi dan ketersediaan protein masyarakat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung telah melebihi kondisi ideal yang dipersyaratkan.
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J. Urusan Pertanahan

1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel 11.118
Luas Lahan (m?) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

2014 2015 2016
No Kab/Kot HP
HGB HGU HM HP HPL HGB HGU HM HP L HW HGB HGU HM HP HPL | HW
1.325.86 550.00
1 |Bangka 92.935 -| 3.012.794 - -| 662.093 128.635 | 1.543.303 o - . , | 13370466 | 1.510.640 - 0 -
, |Bangka 119.468 -| 3.821.638 | B9RT2E a0 686 -| 2.226.024 - -| 226308 -| 1.740.960 - - -
Tengah 3
3 |BangkaBarat | 444.940 -1 7.390.740 - -] 31915 -] 197.805 - - -] 29.868 -] 1.398.692 - - -
, |Bangka 104354 | 139:457.50| 5483190 977.11 | 132439 139457:50( 59.978.05] 149697| | 1084 o [ 139.457.50] 64.299.90] 1.768.09 [ 1084
Selatan 0 7 5 0 3 7 2 0 6 3 2
. 1.196.2
5 |Pangkalpinang 83 -| 1.439.515 = -| 800.392 -| 1.224.213 = = -| 266.080 -| 1.081.783 = = =
6 |Belitung 185.019 = 10'549'4(; = 8 1'352'52 -| 2.766.871 | - -| 743.381 -| 2.944.824 - - -
7 ?f{iﬁng 3278 -l 866.903 - -| 598850|  657.256| 1.699.841 - -| 377.462| 572400 2.782.879 - - -
jumlah 2.146.2| 139.457.5[81.912.99( 977.11| 194.72| 3.910.87 | 140.243.3|69.636.11 | 1.496.97 10.84 | 3.525.16 | 153.400.3 | 75.759.68 | 1.768.09 | 550.00 | 10.84
77 00 2 5 3 5 91 ()} 7 2 (] 66 4 3 (] 2
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= ......
Tabel I11.119
Luas Lahan (m?2) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018
2017 2018 Luas(*)
No. Kabupaten/Kota Jumlah
HGB HGU HM HP HPL HW HGB HGU HM HP HPL HW WILAYAH(m2) |
1 |Bangka 0,0104| 3,456| 0,0621| 0,0078| 0,0018 o| 00368| 1,4013| 0,0318| 0,0131 o 0,0004 424.668.655 2.950.880.000
2 | Bangka Tengah 0,0388| 0,1145| 05153 0,0112 0 0| 00532 03859 04683| 0,0359| 0,0004 0 45.004.540 2.155.770.000
3 | Bangka Barat 0,0014 0 0,24 0,006 0 o] 0,0016] 04705 1,13| 0,0066 0 0 61.705.493 2.820.610.000
4 | Bangka Selatan 0,0012 0,93 0,1 0,01 0 o] 00021 0,34 03| 0,0084 0 0 77.542.657 3.607.080.000
5 | Pangkalpinang 1,031 0| 2,7811| 1,0481 0 0| 25841 o 29289 0,3599 0 0 14.057.302 89.400.000
6 |Belitung 0,0314| 0,5868 0,55| 0,0156 0 o] 00571 0,598 1,62 0,0132] 0,0013 0 91.690.199 2.293.690.000
7 | Belitung Timur 0,0072 0,18| 0,1294| 0,0155 0| 0,0001| 0,0098] 0,6854 0,55| 0,0367 o 0,0001 60.201.739 2.506.910.000
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2017 2018 Luas(*)
No. Kabupaten/Kota Jumlah
| HGB HGU HM HP HPL HW HGB HGU HM HP HPL HW WILAYAH(m2) |
Jumlah 0,0186 0,95 0,25 0,0163| 0,0003 0 0,0378 0,65 0,65( 0,0194| 0,0002| 0,0001 774.870.585 16.424.340.000
Total Luas Wilayah

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018
Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW=

Tabel 11.120
Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 2015 2016
No | Kabupaten/Kota
HGB HGU HM HP HPL HGB HGU HM HP |HPL | HW | HGB HGU HM HP |HPL | HW
1 |Bangka 30,52 989,47 - 212,39 41,26 495,07 417,29 | 4.208,06 | 47544
2 | Bangka Tengah 67,41 2.156,46 109,88 | 183,90 1.230,51 122,51 942,49
3 | Bangka Barat 231,26 - 3.841,44 - - 16,23 - 100,61 - - 14,87 - 696,56 - -
4 |Bangka Selatan 55,07 | 73.595,46 | 28.936,26 | 515,65 68,41 | 72.040,16 | 30.983,12 | 773,30 560 | 281,38 | 70.551,74 | 32.529,41 | 494,48 5,48
5 |Pangkalpinang 623,08 - 718,59 - 407,94 623,96 132,82 - 540,01
6 |Belitung 122,00 6.929,00 885,00 - 1.810,00 478,00 - 1.895,00
7 | Belitung Timur 2,86 - 740,78 - - 510,57 | 550,41 | 1.423,72 - - | 30947 | 46929 | 2.281,59 - -
Jumlah 1.132,21 | 73.595,46 | 44.312,00 | 515,65 | 109,88 | 2.284,45 | 72.631,83 | 36.666,99 | 773,30 5,60 | 1.756,35 | 75.229,09 | 39.360,49 | 494,48 5,48
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= ..............
Tabel 11.121
Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017 2018
No. Kabupaten/Kota
HGB HGU HM HP HPL HW HGB HGU HM HP HPL HW
1 Bangka 0,0104 3,456| 0,0621 0,0078 0,0018 0 0,0368 1,4013| 10,0318 0,0131 0 0,0004
2 Bangka Tengah 0,0388 0,1145 0,5153 0,0112 0 0 0,0532 0,3859 0,4683 0,0359 0,0004 0
3 Bangka Barat 0,0014 0 0,24 0,006 0 0 0,0016 0,4705 1,13 0,0066 0 0
4 Bangka Selatan 0,0012 0,93 0,10 0,01 0 0 0,0021 0,34 0,30 0,0084 0 0
5 Pangkalpinang 1,031 0| 2,7811 1,0481 0 0 2,5841 0| 29289 0,3599 0 0
6 Belitung 0,0314 0,5868 0,55 0,0156 0 0 0,0571 0,598 1,62 0,0132 0,0013 0
7 Belitung Timur 0,0072 0,18| 0,1294 0,0155 0 0,0001 0,0098| 0,6854 0,55 0,0367 0 0,0001
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Jumlah 0,0186 0,95 0,25| 0,0163| 0,0003 0| 0,0378 0,65 0,65 0,0194| 0,0002| 0,0001
Total Luas Wilayah
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW=..............

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel 11.122
Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

1 |Bangka 4 - - 5 1 20 4 2 50
2 | Bangka Tengah 1 - - 2 - - 9 7 77,7
3 |Bangka Barat 3 - - 3 - - 2 - -
4 |Bangka Selatan - - - - - - - - -
5 |Pangkalpinang 6 3 50 2 - - 12 6 50
6 |Belitung 5 2 40 5 - - 11 - -
7 |Belitung Timur 1 - - 1 - - 1 - -
Jumlah Kasus Terdaftar 20 18 39
Jumlah Kasus Diselesaikan 5 1 15
Penyelesaian Kasus (%) 25 5,5 38,4

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel 11.123

Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

1 |Bangka 2 2 100 1 1 100
2 |Bangka Tengah 0 0 0 3 2 66,67
3 |Bangka Barat 0 0 0 0 0 0
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4 |Bangka Selatan 0 0 0 1 1 100

5 |Pangkalpinang 2 2 100 3 2 66,67

6 |Belitung 0 0 0 0 0 0

7 | Belitung Timur 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 4 100 8 6 75

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

3) Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel 11.124
Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

1 |Bangka 5 5 100 5 5 100 - - -
2 |Bangka Tengah 4 4 100 14 14 100 - - -
3 |Bangka Barat 2 2 100 - - - - - -
4 |Bangka Selatan - - - - - - - - -
5 |Pangkalpinang 9 9 100 2 2 100 - - -
6 | Belitung 5 5 100 9 9 100 - - -
7 | Belitung Timur 5 5 100 - - - - - -
Permohonan Izin Lokasi 30 30 30 30 0 0
Pemberian Izin Lokasi 30 30 30 30 0 0
Penyelesaian Izin Lokasi (%) 100 100 100 100 0 0

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017
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Tabel I11.125
Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

1 |Bangka 1 1 100 11 11 100
2 |Bangka Tengah 4 4 100 9 9 100
3 |Bangka Barat 3 3 100 5 5 100
4 |Bangka Selatan 1 1 100 2 2 80
5 | Pangkalpinang 7 7 100 8 8 100
6 |Belitung 23 23 100 15 15 100
7 |Belitung Timur 4 4 100 2 2 100
TOTAL 43 43 100 52 43 82,69

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017
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K. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan
lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa
kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan
konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kebijakan pengelolaan kualitas
lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat
dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum
lingkungan. Gambaran mengenai capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah sebagaimana disajikan pada tabel 11.126.

Tabel 11.126
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) 4) (5) (6)
Indeks Kualitas Air 84.36 61.3 62.05 82.08 72.50
Indeks Kualitas Udara 64.25 90,39 90.61 80.4 94.97
Indeks Tutupan Hutan
36.77 36.41 0 0
(ITH) 37,07
Indek Kualitas Tutupan 0 0 0 3535 44.01
Hutan (IKTH)
Nilai IKLH 59.41 60,22 62,74 56.88 67.85

Sumber: RPPLH (2018)

Berdasarkan data diatas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
cenderung fluktuatif, Pada tahun 2017 nilai IKA Provinsi menurun dibandingkan
tahun 2016 sedangkan untuk nilai IKU meningkat. Peningkatan signifikan
terdapat pada Nilai IKTH yaitu dari 35.35 menjadi 44.01, hal ini disebabkan
adanya perubahan metode perhitungan tahun 2016 dengan meyempurnakan
metode perhitungan IKTL yang mengelaborasikan beberapa parameter kunci
yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan
karateristik wilayah secara spasial. Masih dibutuhkan upaya yang optimal dari
seleruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Untuk indeks kualitas air dihitung untuk 11 sungai dan
menggunakan avg NSF memasukkan unsur pencemar untuk 10 parameter+debit,
sedangkan udara hanya di hitung 3 titik lokasi: industri, perumahan dan
transportasi.

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel I1I1.127, terlihat bahwa
persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 di
semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Penurunan akses
terhadap air bersih yang paling besar terjadi diKabupaten Belitung Timur
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menjadi 73,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Barat menjadi 77,58 persen. Hal
ini menandakan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih harus menjadi
perhatian serius dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber air bersih

di tahun berikutnya.

Tabel 11.127
Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih
Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016

(€)) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
1 |Bangka 81,39 87,7 73.82 75,3 77,9
2 | Belitung 78,44 75,6 73.73 84,5 74,2
3 |Bangka Tengah 78,87 48,2 38.68 47,7 56,8
4 |Bangka Barat 54,66 87,4 77.58 83,7 89,5
5 |Bangka Selatan 73,80 76,4 75.18 59,6 74,8
6 |Belitung Timur 72,39 100 73.82 76,6 76,0
7 |Kota Pangkalpinang 91,84 92,0 86.72 87,7 88,7
Prov. Kep. Bangka Belitung 76,38 80,2 71.24 73,7 77,6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 11.128 terlihat rasio penduduk ber KTP meningkat, karena kepemilikan KTP
meningkat. Di samping itu kepemilikan akta kelahiran juga meningkat.

Tabel 11.128
Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Pembangunan Realisasi
Daerah 2014 2015 2016 2017 2018
(€3] (2) (3) (4) (5) (6)

Rasio penduduk ber-KTP per satuan 60 59 63 93,6 99,68
penduduk
Rasio Bayi Berakte Kelahiran 84,4 95.5 95.1 97,92 97,99
Rasio Pasangan Ber-akte Nikah 22,8 25,7 30 33,24 38,38
Kepemilikan KTP 765.507 | 761.597 | 837.252 | 945.036 | 962.342
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 407 292 491 401 457
penduduk
Ketersediaan database kependudukan | 1 541 099 |1292 863(1.321.117 | 1.349.121 | 1.379.767
skala provinsi
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | 765.507 | 761.597 | 837.252 | 945.036 | 962.342

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan, pencatatan Sipil dan

Pengendalian Penduduk, KB, 2019

M.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut,
beberapa hal dan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian oleh
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: kemampuan kelembagaan
pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa,
kapasitas aparat pemerintahandesa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa,
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belum dipahaminya proses penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan
perundangan, pendataan lembaga kemasyarakatan, pengembangan ada istiadat
dan budaya masyarakat desadan stabilitas Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar
Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang
pembangunan. Dari tabel di bawah menunjukkan kelompok binaan LPM di
Provinsi Kepulauan Bangka belitung cenderung meningkat, dimana tahun 2013
jumlah binaan LPM sebanyak 1.575 meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar
3.176. Kabupaten Belitung Timur memiliki kelompok binaan LPM terbesar pada
tahun 2018 yaitu sebanyak 571 LPM dan kabupaten Bangka Selatan yang paling
rendah yaitu sebanyak 476 LPM.

Tabel 11.129
Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2013 s.d 2017Menurut kabupaten/kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ne K({ta LPM | PKK | LPM | PKK | LPM | LPM | PKK | PKK | LPM | PKK | LPM | PKK

(1) (2) B | ® [G) |6 [ |@® [ (10 11 (12) | (13) | (14)

[uny

Bangka 158 | 385 | 482 |1.231| 501 | 527 |1.642|1.499| 527 |1.642| 527 | 1.642

2 | Belitung 262 | 310 | 330 | 709 | 492 | 487 | 818 | 767 | 487 | 818 | 487 818

3 gzggtka 374 | 887 | 462 |1.370| 503 | 626 |1.584|1.480| 626 |1.584| 626 | 1.584

g, | EEmEE 266 | 721 | 281 | 776 | 502 | 489 |1.397|1.202| 489 |1.397| 489 | 1.397
Tengah

5, g:l’;ﬂ‘g 291 | 757 | 439 |1.078| 483 | 476 |1.424|1.481| 476 |1.424| 476 | 1.424

6. ?féiﬂ‘r“g 224 | 534 | 552 | 960 | 581 | 571 |1.056|1.058| 571 |1.056| 571 | 1.056

Jumlah 1.575|3.594 | 2.546 | 6.124 | 3.062 | 3.176 | 7.921 | 7.487 | 3.176 | 7.921 | 3.176 | 7.921

Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK,
adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari
bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya
keluarga yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak
mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan
keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dari data di atas
kelompok PKK di Provinsi Kepulauan Bangka belitung cenderung meningkat,
dimana tahun 2013 jumlah kelompok PKK sebanyak 3.594 meningkat pada tahun
2014 menjadi sebesar 6.124 pada tahun 2015 sebesar 7.487 dan pada tahun 2016,
tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7.921. Sedangkan
kabupaten Bangka memiliki kelompok PKK terbanyak pada tahun 2016, tahun
2017 dan tahun 2018 yaitu sebanyak 1.642 kelompok PKK dan Kabupaten
Belitung yang paling rendah yaitu sebanyak 818 kelompok PKK.
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Terdapat beberapa data sektoral yang menjadi kewenangan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
diantarannya terkait dengan jumlah bumdes yang aktif, jumlah posyandu aktif,
jumlah siswa sekolah dasar yang terfasilitasi dalam program PMT-AS di daerah
tertinggal dan terpencil, jumlah aparatur desa terlatih dan jumlah kawasan
perdesaan yang dibangun.

Tabel I1. 130
Jumlah Bumdes yang AktifTahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

STATUS BUMDes 2017 STATUS BUMDes 2018
No | Kabupaten Persiapan Terben Aktif | Pemula Berkem Maju | Mandiri | Unggulan
tuk bang
1 (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8) (&) (10)
1 |Bangka 16 32 32 38 12 - - 1
5 |EEoEE 44 44 28 17 6 1 5
Tengah
3 |Bangka Barat - 21 21 2 25
o | Eeu - 17 17 40 - - - -
Selatan
5 |Belitung 2 9 9 26 - - - -
5 | Bl - 24 24 18 5 3 2 3
Timur
[FEis LiCETe LRI e 18 147 | 147 | 152 59 3 3 9
Belitung

Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Berdasarkan data diatas ada perbedaan status BumDes tahun 2017 dengan
tahun 2018 dikarenakan adanya pembaharuan status yang berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 Tanggal 29 September 2017 tentang Petunjuk
teknis operasioanal dan tata cara pemberian bantuan keuangan khusus kepada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program peningkatan dan
pendampingan kelembagaan BumDes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Keterkaitan antara status BumDes di tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk lebih
mengetahui BumDes mana yang benar-benar aktif dan perlu didorong lebih aktif
untuk dapat membantu Bumdes tersebut dalam segi keuangan, Harapan yang akan
didapatkan dengan keaktifan Bumdes adanya bantuan keuangan baik dari pusat,
provinsi, kabupaten maupun dana CSR.

Tabel I1. 131
Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Posyandu | Posyandu
No | Kabupaten |Kecamatan | Kelurahan Desa Puskesmas | Posyandu AKktif AKktif
Jumlah Jumlah

(1) (2) B |66 () [® (9 (10 (1) (12) | (13) (14)

1 |Bangka 8 8 15 19 62 62 12 12 221 | 227 164 168

2 | Belitung 5 5 7 7 42 42 9 9 174 | 177 119 127

3 |Bangka Barat 6 6 4 4 60 60 8 8 171 | 182 86 112

4 |Bangka 6 | 6 | 7 | 7 |56 |56 8 | 9 |136]138 27 25

Tengah
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Posyandu | Posyandu
No | Kabupaten |Kecamatan | Kelurahan Desa Puskesmas | Posyandu Aktif AKtif
Jumlah Jumlah
1) (2) B @[5B |6 | (|6 |O @@0|@11) @12 (13) (14)
5 |fEmde 8 8 3 3 |50 | 50| 9 | 10| 121121 33 45
Selatan
5 | Doy 7 7 0 0 |39 |39 | 7 7 | 133 | 134 131 121
Timur
7 |Pangkalpinang | 7 7 42 42 0 0 9 9 116 | 116 87 88
Prov.Kep.Bangka | . | 47 | 7 | g2 | 309 [3090| 62 | 64 |1072|1095| 647 687
Belitung

Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Melihat data posyandu aktif yang terdapat di setiap kabupaten/kota
menunjukan adanya peningkatan keaktifan posyandu hal ini terlihat dari jumlah
peningkatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 dengan total
647 menjadi 687 di tahun 2018 ini menunjukan ada peningkatan keaktifan
sebanyak 40 posyandu aktif.

Tabel II. 132
Jumlah Sekolah Dasar (SD) Penerima Bantuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak
Sekolah(PMT-AS) Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kecamatan Jumlah SD Jumlah Siswa Penerima
No Kabupaten Penerima PMT-AS
2017 2018 2017 | 2018 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)

—_
%2}
—

Riau Silip Bakam 1 409 90

1 |Bangka Puding Besar
Mendo Barat

Muntok
Simpang Tritip
2 | Bangka Barat Jebus Tempilang
Parit Tiga
Kelapa

1 409 90

3 |Bangka Tengah Lubuk Besar Lubuk Besar

Sungai Selan ! 408 90

Air Gegas
4 | Bangka Selatan Pulau Besar Air Gegas
Simpang Rimba

1 408 90

Membalong
. Badau

5 | Belitung Sijuk Badau
Tanjungpandan

1 408 90

Manggar
6 |Belitung Timur Dendang
Simpang Pesak

Simpang

Pesak 1 408 90

R R R R NNR R R RR R R R NR R

N
92

Prov. Kep. Bangka Belitung 6 2450 540

Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Berdasarakan tabel II. 133 pada tahun 2017 masih belum ada pelatihan bagi
kepala desa dalam pelatihan Revolusi Mental sebaliknya pada tahun 2018 telah
dilakukan pelatihan bagi kepala desa sebanya 38 orang dari 6 (enam) kabupaten,
dan harapannya pelatihan tersebut dapat mengikut sertakan kepala desa yang
lainnya. Pelatihan tidak hanya revolusi mental namun masih banyak pelatihan
yang harus ditingkatkan lagi terutama bagi bendahara desa dan pengurus desa
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lainnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, mengingat pada

saat ini banyak sekali anggaran yang diperuntukkan bagi desa namun banyak juga

pengurus yang masih belum semuanya dapat menyelesaikan laporan keuangannya
dengan baik. Dengan melihat data diatas dapat untuk dipertimbangkan kembali

pelatihan terkait dengan pengurus desa.

Tabel I1. 133
Jumlah Aparatur Desa Yang Terlatih Tahun 2017 s.d Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

lemszp :;Zt‘ha“ Jenis Pelatihan 2015 | Jenis Pelatihan 2016 | Jenis Pelatihan 2017 | Jenis Pelatihan 2018
Rev'o Rev_o Revo Revo
lusi lusi . .
Bin Men Men sl sl
N | Kabu | Benda | Perat Benda | Perat Benda | Perat Men Men
tek tal tal |Benda | Perat Benda | Perat
o | paten | hara | uran hara | uran hara | uran tal tal
Desa | Desa BP Desa | Desa (Bag Desa | Desa (Ecyphar (Bag LENE) | e (Bag
D i i Desa | Desa i Desa | Desa i
’Z‘;;’ '22;' Kad Kad
es) es)
1] (2 3) 4 |(5) | (8 (7) |8 | (99 [(@0) |(11) | (12) | (13) |(14) | (35) | (16) | (17)
1 fangk 0 0 | o9 15 7 9 11 - - -
Bangk
2|2 8 5 6 8 11 - - 7
Tenga
h
Bangk
3 |a 8 15 6 9 13 - - 5
Barat
Bangk
a
4 Selata 9 15 6 8 11 - - 6
n
5 | Belitu 8 5 5 | 8 | 12 | - S| s
ng
Belitu
6 |ng 8 5 5 8 12 - - 12
Timur
Prov.
Kep. - - |s0| - - | 60 - - |35 | 50 | 70 | - - | 38
Bangka
Belitung
Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018
Tabel I1. 134
Jumlah Kawasan Perdesaan Tahun 2016 sd Tahun 2018 Kabupaten
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
No | Kabupaten
p Kecamatan | Tema Kawasan | Kecamatan e Kecamatan e
Kawasan Kawasan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3
1 Bangka Bakam - Petanian dan |-Bakam -Kawasan -Bakam -Kawasan
Pariwisata Perdesaan Perdesaan
Pemali - Pertumbuhan |- Pemali Pertanian - Pemali Pertanian dan
Ekonomi dan Pariwisata
Belinyu Baru -Belinyu Pariwisata -Belinyu -Kawasan
- Pertanian dan -Kawasan Perdesaan
Riau Silip Pariwisata -Riau Silip Perdesaan -Riau Silip Pertumbuhan
- Perikanan Pertumbuha Ekonomi Baru
dan n Ekonomi - Kawasan
Pariwisata Baru Perdesaan
- Kawasan Pertanian dan
Perdesaan Pariwisata
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Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
No | Kabupaten Tema Tema
Kecamatan | Tema Kawasan | Kecamatan Kecamatan
Kawasan Kawasan
(€)) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (€]
Pertanian -Kawasan
dan Perikanan dan
Pariwisata Pariwisata
-Kawasan
Perikanan
dan
Pariwisata
2 Bangka - - - - Koba Kawasan
Tengah Ekowisata,
Sungai dan
Pulau
3 Bangka Barat | - - - - Parit Tiga Kawasan Mina
Politan dan
Pariwisata
= = = = Simpang Kawasan
Teritip Mina-Industri
Kecil Wisata
= = = = Simpang Kawasan
Teritip dan | Mina-
Mentok Agrowisata
4 Bangka - - Air Gegas Kawasan Air Gegas Kawasan
Selatan Perdesaan Perdesaan
Pengembang Pengembanga
an Budidaya n Budidaya
Lada Putih Lada Putih
5 Belitung Selat Nasik | Kawasan Selat Nasik | Kawasan Selat Nasik | Kawasan
Perdesaan Mina Perdesaan Perdesaan
Agro Wisata Mina Agro Mina Agro
Wisata Wisata
6 Belitung Manggar Kawasan Manggar Kawasan Manggar Kawasan
Timur Perdesaan Perdesaan Perdesaan
Minapolitan Minapolitan Minapolitan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Upaya Pemerintah baik pusat maupun Provinsi maupun kabupaten telah
melakukan banyak intervensi berkaitan dengan pengembangan kawasan
perdesaan. Melihat data diatas pada tahun 2016, Pemeritah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten telah melakukan upaya pengembangan kawasan perdesaan di 3 (tiga)
Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Berbeda halnya dengan kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah yang belum menyelesaikan
andministrasi dalam dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan
(RPKP) di tahun 2016. Namun Pada tahun 2018 Pemerintah provinsi membantu
untuk menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
harapannya dengan tersedianya dokumen RPKP tersebut dapat membantu
kabupaten untuk mengembangkan kawasan dan mendapatkan anggaran dari
pemerintah pusat.

Berdasarkan sumber data yang disampaikan dan berdasarkan Indeks Desa
Membangun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Indeks Desa Membangun pada lampiran nomor urut 2 (dua) menyatakan
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klasifikasi status desa.

Tabel I1. 135
Jumlah Desa Tertinggal dan Berkembang Tahun 2016 sd Tahun 2017 Kabupaten
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Status Perkembangan | Status Perkembangan
No Kabupaten Kecamatan | Desa Desa Tertinggal Desa Berkembang
2016 2017 2016 2017
(€)) (2) (3) 4) (5) (6) (7 3
1 |Bangka 3 4 2 2 2 2
2 |Belitung 4 8 4 4 4 4
3 |Bangka Barat 6 18 9 9 9 9
4 |Bangka Tengah 3 3 3 3 - -
5 |Bangka Selatan 8 41 12 12 29 29
6 | Belitung Timur 3 6 2 2 4 4
TOTAL 27 80 32 32 48 48

Sumber: Kepmendes, PDT dan Transmigrasi No 126, 2017

Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa,
yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

a.

Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang
memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi
secara berkelanjutan

Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki
potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan
mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas
hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial
menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi
kemiskinan.

Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki
potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,
kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai
bentuknya.

Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang
mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi,
dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber
daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam
berbagai bentuknya.
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Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa
Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa
Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.

b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa
Membangun kurang dan sama dengan (=) 0,8155 dan lebih besar (>) dari
0,7072.

c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa
Membangun kurang dan sama dengan (=) 0,7072 dan lebih besar (>) dari
0,5989.

d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memilik ilndeks Desa
Membangun kurang dan sama dengan (=) 0,5989 dan lebih besar (>) dari
0,4907.

e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks
Desa Membangun kurang dan lebih kecil (=) dari 0,4907.

N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1) Pengendalian Penduduk

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain adalah sulitnya regenerasi kader
dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah
terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil
apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan
unmet need (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah.
Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap lonjakan
pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan
penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga
disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung.

Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih rendah
jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Gambaran
tentang laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selama kurun
waktu 2013-2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel I11.136. Memperhatikan
data tersebut terlihat bahwa sejak tahun 2013 terjadi tren penurunan
pertumbuhan. Hal ini seiring dengan menurunnya aktivitas pertambangan di
Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 11.136
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitun

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Pertumbuhan (%) 2,22 2,19 2,15 2,11 2,07
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

2) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per
1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.Besarnya angka partisipasi KB
(akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Gambaran
terhadap perkembangan Rasio Akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Grafik I1.16
Grafik Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (update grafik)

90 83,9
80
70 63,08
60
50
40

30 20,6

20
0

m 2012 2013 2014 2015 m 2016

15,02 14,88

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 11.137
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
€Y (2) (3) (4) (5) (6) (7

1. |Jumlah akseptor KB 52.762 40.976 37.576 38.967 229.251
2. ]S‘flrg‘llﬁh pasangan usia 256.116 272.808 | 252.481 | 279.880 | 273.191
3. |Rasio akseptor KB 20,60 15,02 14,88 13,92 83,92

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017

Berdasarkan tabel 11.137 pada kurun waktu 2012 -2016 rasio akseptor KB di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren penurunan, namun di tahun
2016 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari 13,92 ditahun 2015 menjadi
83,92 pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada grafik II.16.

3) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan tingkat kesejahteraan Kkriteria keluarga dibagi menjadi beberapa
tahapan diantaranya, Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat
memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sedangkan Keluarga
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Sejahtera [ merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
secara minimal diantaranya :

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga;
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih;

3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumabh,
bekerja/sekolah dan bepergian;

4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah;

5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas
kesehatan.

Gambaran terhadap perkembangan keluarga pra sejahtera dan Keluarga
sejahtera I di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan
dalam tabel 11.138 sebagai berikut:

Tabel 11.138
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
( (2) (4) (5) (6) (7) (8)
1. |Jumlah keluarga pra sejahtera | 10.462 8.667 10.948 20.248 20.648
2. |Jumlah keluarga sejahtera I 33.228 30.487 | 31.085 | 190.421 190.421
3. |Jumlah keluarga sejahteral+ | 308.978 | 332.088 |326.471| 135.259 107.369
4. |Jumlah keluarga 352.668 | 371.242 |368.504| 345.928 | 318.438

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan di atas, data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I
mengalami tren Fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2014, namun dari tahun
2014 ke tahun 2016 terjadi peningkatan yang drastis, terutama meningkatnya
jumlah Keluarga Sejahtera 1. Artinya terjadi peningkatan jumlah keluarga
Sejahtera 1+ secara drastis, namun bersamaan dengan itu terjadi juga peningkatan
jumlah keluarga pra sejahtera hampir dua kali.

. Urusan Perhubungan

Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan transportasi yang handal,
diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat
(safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi
kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung
pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan
transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua
lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang
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profesional, mandiri dan produktif. Pengembangan pembangunan infrastruktur
perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk
membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung
peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status
Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin
di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional. Gambaran tentang
perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan udara di Kepulauan Bangka
Belitung pada tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada Grafik I1.17.

Grafik I1.17
Jumlah Penumpang Datang dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan
Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2014 - 2018
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2015 kenaikan jumlah
penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Hal ini
disebabkan karena pada moment tersebut bertepatan dengan liburan anak
sekolah, kuliah dan hari besar keagamaan.

Grafik I1.18
Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan
Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2014 - 2018
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
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Sementara itu, gambaran mengenai kondisi perhubungan laut di Kepulauan
Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebagai termuat pada grafik I1.19 berikut:

Grafik I1.19
Jumlah Kapal di Pelabuhan Laut Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018
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Kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun
2018 masih didominasi oleh pelayaran dalam negeri yaitu sebanyak 2.472 unit
dengan berat total 3.122.720 Grosston.

Di sisi lain kondisi urusan perhubungan darat pada tahun 2012-2016 yang diukur
dari jumlah kendaraan bermotor di Kepulauan Bangka Belitung adalah
sebagaimana tersaji pada tabel 11.139.

Tabel 11.139
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan
Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Jenis Kendaraan

Sedan Bus Jeep Pickup Truck Motor
(€3] (2 (3) 4) (5) (6) (7
2018 52427 696 4490 17398 8456 330452
2017 50024 747 4720 18727 9099 338475
2016 43681 704 4169 16872 8174 07609
2015 41418 674 4273 17765 8502 325404
2014 36967 659 4329 16670 8235 22178

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, maka jenis kendaraan yang memiliki
pertumbuhan adalah kendaraan jenis bus. 